
 
 

 

FAKTOR UTAMA CERAI GUGAT TENAGA KERJA WANITA 

(Berdasarkan Putusan Pengadilan Agama Purwokerto Tahun 2018) 

 

 

 

 

                           
 

 

 

 

SKRIPSI 

 

 

 

Diajukan kepada Fakultas Syari’ah IAIN Purwokerto 

untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh 

Gelar Sarjana Hukum (S.H.) 

 

 

 

Oleh : 

 

ISNU BILAL ABDILAH 

NIM 1522302059 

 

 

 

 

JURUSAN HUKUM KELUARGA ISLAM 

FAKULTAS SYARI’AH 

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI 

PURWOKERTO 

2020 

 



 

 
 

ii 

PERNYATAAN KEASLIAN 

 

Dengan ini saya: 

Nama   : Isnu Bilal Abdilah 

NIM   : 1522302059 

Jenjang  : S-1 

Fakultas  : Syari‟ah 

Jurusan  : Hukum Keluarga Islam  

Program Sstudi : Hukum Keluarga Islam 

Menyatakan bahwa Naskah Skripsi berjudul “Faktor Utama Cerai 

Gugat Tenaga Kerja Wanita (Berdasarkan Putusan Pengadilan Agama 

Purwokerto Tahun 2018)” ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya 

saya sendiri. Hal-hal yang bukan karya saya dalam skripsi ini, diberi tanda citasi 

dan ditunjukkan dalam daftar pustaka. 

Apabila di kemudian hari terbukti pernyataan saya tidak benar, maka saya 

bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan skripsi dan gelar 

akademik yang saya peroleh. 

 

Purwokerto, 9 Maret 2020 

Saya yang menyatakan, 

 

 

 

 

 

Isnu Bilal Abdilah 

NIM. 1522302059 
 

 

 



 

 
 

iii 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

iv 

NOTA DINAS PEMBIMBING 

Purwokerto 18 Mei 2020 

Hal  : Pengajuan Munaqasyah Skripsi Sdr. Isnu Bilal Abdilah 

Lampiran : 3 Eksemplar 

Kepada Yth. 

Dekan Fakultas Syariah  

IAIN Purwokerto 

di Purwokerto 

Assalamu‟alaikum Wr. Wb. 

Setelah melakukan bimbingan, telaah, arahan, dan koreksi, maka melalui 

surat ini saya sampaikan bahwa : 

Nama : Isnu Bilal Abdilah 

NIM : 152230259 

Jenjang : S-1 

Jurusan : Hukum Keluarga Islam 

Program Studi : Hukum Keluarga Islam 

Fakultas : Syari‟ah  

Judul :FAKTOR UTAMA CERAI GUGAT TENAGA KERJA 

WANITA (Berdasarkan Putusan Pengadilan Agama 

Purwokerto Tahun 2018) 

sudah dapat diajukan kepada Dekan Fakultas Syariah, Institut Agama Islam 

Negeri (IAIN) Purwokerto untuk dimunaqasyahkan dalam rangka memperoleh 

gelar Sarjana Hukum (S.H.). 

Demikian, atas perhatian Bapak, saya mengucapkan terimakasih. 

Wassalamu‟alaikum Wr. Wb. 

         Pembimbing, 

 

 

 

        Muhammad Fuad Zain, M.Sy.  

        NIDN. 2016088104 

 



 

 
 

v 

FAKTOR UTAMA CERAI GUGAT TENAGA KERJA WANITA 

(Berdasarkan Putusan Pengadilan Agama Purwokerto Tahun 2018) 

 

 

Isnu Bilal Abdilah 

NIM. 1522302059 

 

ABSTRAK 

 

Pada dewasa ini, banyak permasalahan-permasalahan yang muncul dalam 

rumah tangga. Masalah ekonomi adalah hal yang sering ditemukan dalam 

persoalan rumah tangga. Kebutuhan yang semakin meningkat menyebabkan para 

istri ikut berperan untuk memenuhi kebutuhan keluarga dengan memilih menjadi 

tenaga kerja wanita di luar negeri. Namun keberangkatan istri ke luar negeri 

malah menimbulkan permasalahan baru yang berdampak terhadap keluarga. Dari 

masalah-masalah tersebut maka pada masa sekarang ini banyak perceraian terjadi 

dikalangan tenaga kerja wanita terutama di wilayah Kabupaten Banyumas. 

Jenis penelitian ini adalah penelitian kepustakaan (library research), 

dengan menggunakan metode dokumentasi. Sumber data primer pada penelitian 

ini adalah salinan putusan cerai gugat tenaga kerja wanita di Pengadilan Agama 

Purwokerto tahun 2018. Sumber data sekunder berupa Undang-Undang Nomor 1 

Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam. Adapun hasil penelitian dari sumber-

sumber tersebut di analisis menggunakan metode deskriptif analisis. 

Dari hasil penelitian, diperoleh kesimpulan bahwa penyebab utama cerai 

gugat dikalangan BMI (Buruh Migran Indonesia) karena perselisihan dan 

pertengkaran terus menerus dalam keluarga yang disebabkan karena faktor 

ekonomi dalam keluarga dan tidak adanya tanggung jawab suami terhadap 

keluarga. Dari permasalahan rumah tangga yang tidak dapat didamaikan lagi, 

akhirnya para istri yang bekerja sebagai tenaga kerja wanita memilih untuk 

menggugat cerai suaminya di Pengadilan Agama Purwokerto. Dengan kondisi 

rumah tangga yang telah pecah dan tidak dapat rukun kembali serta tidak 

tercapainya tujuan membentuk keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, 

maka Majelis Hakim memutuskan untuk mengabulkan gugatan cerai tersebut. 

Sebelum membentuk sebuah keluarga, hendaknya mempersiapkan diri baik lahir 

maupun batin. Selalu ingat komitmen dalam pernikahan. Dan paling penting 

adalah bagi suami senantiasa memberikan nafkah bagi keluarga, karena apabila 

hal ini tidak terpenuhi akan rentan menimbulkan permasalahan yang berujung 

pada perceraian. 

 

Kata Kunci : Cerai Gugat, Tenaga Kerja Wanita 
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MOTTO 

 

“Tidak Ada Kemenangan di Dunia Ini yang Bisa Diraih Hanya dengan Seorang 

Diri Saja” 
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PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-INDONESIA 

Transliterasi kata-kata Arab yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini 

berpedoman pada Surat Keputusan Bersama antara Menteri Agama dan Menteri 

Pendidikan dan Kebudayaan R.I. Nomor: 158/1987 dan Nomor: 0543b/U/1987. 

Konsonan Tunggal 

Huruf Arab Nama Huruf Latin Nama 

 Alif Tidak dilambangkan Tidak dilambangkan ا

 ba‟ B Be ة

 ta‟ T Te ت

 s\a |s\ Es (dengan titik di ث

atas) 

 Jim J Je ج

 h{a h} Ha (dengan titik di ح

bawah) 

 kha‟ Kh Ka dan ha خ

 Dal D De د

 Z|al Z|||| Ze (dangan titik di ذ

atas) 

 ra‟ R Er ر

 Zai Z Zet ز

 Sin S Es ش

 Syin Sy Es dan ye ش

 s}ad S}}}} Es (dengan titik di ص

bawah) 

 d}ad D} De (dengan titik di ض

bawah) 

 t}a‟ T}}}} Te (dengan titik di ط

bawah) 

 z}a‟ Z} Zet (dengan titik di ظ
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bawah) 

 ain „ Koma terbalik di„ ع

atas 

 Gain G Ge غ

 fa‟ F Ef ف

 Qaf Q Qi ق

 Kaf K Ka ك

 Lam L „el ل

 Mim M „em و

ٌ Nun N „en 

 Waw W W و

ِ ha‟ H Ha 

 Hamzah „ Apostrof ء

ً ya‟ Y Ye 

 

Konsonan Rangkap karena Syaddah ditulis rangkap 

 Ditulis Muta‟addidah يتعددة

 Ditulis „iddah عدة

Ta’ Marb>utah di akhir kata Bila dimatikan tulis h 

 Ditulis H}ikmah حكًة

 Ditulis Jizyah جسية

(Ketentuan ini tidak diperlakukan pada kata-kata arab yang sudah terserap ke 

dalam bahasa Indonesia, seperti zakat, salat dan sebagainya, kecuali bila 

dikehendaki lafal aslinya) 

a. Bila diikuti dengan kata sandang “al” serta bacaan kedua itu terpisah, maka 

ditulis dengan h. 

 <Ditulis Kara>mah al-Auliya كراية الأو نيبء

b. Bila ta‟ marbu>tah hidup atau dengan harakat, fatĥah atau kasrah atau 

d‟ammah ditulis dengan t. 

 Ditulis Zaka>t al-Fit}r زكبة انفطر
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Vokal Pendek 

 Fath^ah Ditulis A ا
  ِ  Kasrah Ditulis I 
  ِ  D}ammah Ditulis U 

Vokal Panjang 

1. Fath^ah + alif Ditulis a> 

 Ditulis Ja>hiliyah جبههية 
2. Fath^ah + ya‟ mati Ditulis a> 

 <Ditulis Tansa تُسي 
3. Kasrah + ya‟mati Ditulis i> 

 Ditulis Kari>m كريى 
4. D}‟ammah + wa>wu mati Ditulis u> 

 {Ditulis Furu>d فروض 

Vokal Rangkap 

1. Fath^ah + ya‟ mati Ditulis Ai 

 Ditulis Bainakum بيُكى 

2. Fath^ah + wawu mati Ditulis Au 

 Ditulis Qaul قول 

Vokal Pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan apostrof 

 Ditulis A‟antum أأَتى
 Ditulis U‟iddat أعدت

شكرتىنئٍ   Ditulis La‟in syakartum 

Kata Sandang Alif + Lam 

a. Bila diikuti huruf Qomariyyah 

 Ditulis Al-Qur‟a>n انقراٌ
 Ditulis Al-Qiya>s انقيبش

b. Bila diikuti huruf Syamsiyyah ditulis dengan menggunakan huruf 

syamsiyyah yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf l (el)nya. 

 ‟<Ditulis As-Sama انسًبء
 Ditulis Asy-Syams انشًص

Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat 

Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya. 

 {Ditulis Zawi> al-Furu>d ذوى انفروض
 Ditulis Ahl as-Sunnah أهم انسُة
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Singkatan  
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Perkawinan adalah suatu akad atau perikatan untuk menghalalkan 

hubungan kelamin antara laki-laki dan perempuan dalam rangka mewujudkan 

kebahagiaan hidup berkeluarga yang diliputi rasa ketentraman serta kasih sayang 

dengan cara yang diridhai Allah SWT.
1
 Perkawinan menurut Pasal 1 ayat 1 

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 adalah ikatan lahir batin antara seorang 

pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga 

(rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.
2
 

Dalam al-Qur‟an dinyatakan bahwa hidup berpasang-pasangan, hidup berjodoh-

jodoh adalah naluri segala makhluk Allah.  Termasuk manusia, sebagaimana 

firman Allah dalam Surat Adz-Dzariyat ayat 49: 

رُونَ  ذَكَّ تَ مْ  لَّكُ عَ لَ يِْْ  زَوْجَ ا  نَ قْ لَ خَ ءٍ  يْ شَ لِّ  نْ كُ  3وَمِ
Dan segala sesuatu Kami ciptakan berpasang-pasangan supaya kamu 

mengingat akan kebesaran Allah SWT 

Dalam Kompilasi Hukum Islam, pengertian perkawinan dinyatakan 

dalam pasal 2 yang isinya perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan, 

yaitu akad yang sangat kuat atau mis|aqan ghaliz}an untuk mentaati perintah Allah 

dan melaksanakannya merupakan ibadah”.
4
 

                                                             
1
 Zakiah Daradjat, llmu Fiqih (Yogyakarta: PT Dana Bakti Wakaf, 1995), hlm. 38. 

2
 Undang-undang RI Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam 

(Bandung: Citra Umbara, 2015), hlm. 2. 
3
 Departemen Agama RI, Al-Qur‟an dan Terjemahnya (Surabaya: Halim, 2013), hlm. 522. 

4
 Zainuddin Ali, Hukum Perdata Islam di Indonesia (Jakarta: Sinar Grafika, 2006), hlm. 



2 
 

 

Dalam Kompilasi Hukum Islam, berkenaan dengan tujuan perkawinan 

dinyatakan dalam Pasal 3 yaitu perkawinan bertujuan untuk mewujudkan 

kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah.”
5
 

Fenomena terkadang berkata lain. Perkawinan yang diharapkan kekal dan 

bahagia dapat kandas di tengah jalan karena adanya permasalahan dalam 

keluarga, yang dapat mengakibatkan perceraian. Perceraian dalam istilah fiqh 

disebut t}alaq atau furqah, adapun arti t}alaq adalah membuka ikatan, 

membatalkan perjanjian, sedangkan furqah artinya bercerai yaitu lawan dari 

berkumpul.
6
 Menurut Sayyid Sabiq t}alaq adalah melepas tali perkawinan dan 

mengakhiri hubungan suami istri. Kemudian menurut Abdur Rahman al-Jaziri 

t}alaq adalah menghilangkan ikatan perkawinan atau mengurangi pelepasan 

ikatannya dengan menggunakan lafadz khusus.
7
  

Perceraian menurut hukum Islam yang telah dipositifkan dalam Pasal 38 

dan Pasal 39 UU No. 1 Tahun 1974 yang telah dijabarkan dalam PP No. 9 Tahun 

1975, mencakup antara lain sebagai berikut: 

1. Perceraian dalam pengertian cerai talak, yaitu perceraian yang diajukan 

permohonan cerainya oleh dan atas inisiatif suami kepada Pengadilan Agama, 

yang dianggap terjadi dan berlaku beserta segala akibat hukumnya sejak saat 

perceraian itu dinyatakan di depan sidang Pengadilan Agama (vide Pasal 14 

sampai dengan Pasal 18 PP No. 9 Tahun 1975). 

                                                             
5
Amiur Nuruddin, Azhari Akmal Tarigan, Hukum Perdata Islam di Indonesia  (Jakarta: 

Kencana Prenadamedia Group, 2004), hlm. 44. 
6
 Wasman, Wardah Nuroniyah, Hukum Perkawinan Islam di Indonesia  (Yogyakarta: CV. 

Mitra Utama, 2011), hlm. 82. 
7
Supriatna, dkk, Fiqh Munakahat II (Yogyakarta: TERAS, 2009), hlm. 19. 
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2. Perceraian dalam pengertian cerai gugat, yaitu perceraian yang diajukan 

gugatan cerainya oleh dan atas inisiatif istri kepada Pengadilan Agama, yang 

dianggap terjadi dan berlaku beserta akibat hukumnya sejak jatuhnya putusan 

Pengadilan Agama yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap (vide Pasal 

20 sampai dengan Pasal 36 PP No. 9 Tahun 1975).
8
 

Perceraian harus disertai dengan alasan-alasan hukum sebagaimana 

ditentukan dalam Pasal 39 ayat 2 UU No. 1 Tahun 1974 yang telah dijabarkan 

dalam Pasal 19 PP No. 9 Tahun 1975, yaitu: 

1. Salah satu berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi, dan lain 

sebagainya yang sukar disembuhkan; 

2. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 tahun berturut-turut tanpa 

izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar 

kemampuannya; 

3. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 tahun atau hukuman yang 

lebih berat setelah perkawinan berlangsung; 

4. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang 

membahayakan pihak lain; 

5. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak 

dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami istri; 

6. Antara suami istri terus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada 

harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.
9
  

                                                             
8
Muhammad Syaifuddin, dkk, Hukum Perceraian (Jakarta: Sinar Grafika, 2016), hlm. 19. 

9
 Muhammad Syaifuddin, dkk, Hukum Perceraian, hlm. 181. 
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Perceraian merupakan sesuatu yang halal namun paling dibenci oleh 

Allah SWT. Hal ini menunjukkan bahwa bercerai bukanlah suatu tindakan yang 

haram. Perceraian adalah pereda bagi dua orang yang saling membenci dan Allah 

telah menjanjikan untuk mencukupi keduanya dengan anugerah.
10

 Hal ini 

berdasarkan pada firman Allah SWT dalam Surat an-Nisa Ayat 130: 

هِ  تِ عَ سَ نْ  مِ لًِّّ  لَّهُ كُ ل ا نِ  غْ  ُ ي ا  رَّقَ فَ  َ ت  َ ي نْ  ا  ِ  وَإِ عً سِ وَا لَّهُ  ل ا نَ  ا اوكََ مً ي كِ  حَ
11

 

Jika keduanya bercerai, maka Allah akan memberi kecukupan pada 

masing-masingnya dan limpahkan karunia-Nya dan adalah Allah Maha 

Luas (karunia-Nya) lagi Maha Bijaksana 

Pada dewasa ini, semakin banyak persoalan-persoalan baru yang melanda 

rumah tangga, semakin banyak pula tantangan yang dihadapi sehingga dari 

permasalahan yang timbul tersebut dapat memicu konflik yang melanda rumah 

tangga. Bukan hanya problem dalam rumah tangga, tetapi kebutuhan rumah 

tangga yang semakin meningkat terlebih dalam kebutuhan pokok yang semakin 

meroket dapat menjadi penyebab salah satu anggota keluarga terutama wanita 

untuk dapat memenuhi kebutuhan hidup dengan menjadi tenaga kerja wanita di 

luar negeri. Kebutuhan yang semakin meningkat dari masing-masing anggota 

keluarga menuntut para istri untuk ikut berperan untuk memenuhi kebutuhan 

keluarga dengan memilih bekerja di luar negeri menjadi tenaga kerja wanita.  

Menjadi tenaga kerja di luar negeri diharapkan dapat dijadikan salah satu 

solusi atas masalah dalam rangka memberikan peluang bagi para pencari kerja 

yang mana diketahui bahwa lapangan pekerjaan yang semakin menyempit, 

                                                             
10

 Imam Abu Muhammad, Nikmatnya Berbulan Madu Menurut Ajaran Rasulullah (Surabaya: 

Mutiara Ilmu, Tt), hlm. 210. 
11

 Departemen Agama RI, Al-Qur‟an dan Terjemahnya (Surabaya: Halim, 2013), hlm. 99. 
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sedangkan untuk membuka lapangan usaha biasanya tidak ada. Hal inilah yang 

kemudian menjadi alasan masyarakat Indonesia untuk nekat berangkat ke luar 

negeri untuk bekerja sehingga mendapat penghasilan yang dikata upahnya lebih 

besar daripada bekerja di negara sendiri yang antara pekerjaan dan upahnya 

terkadang tidak sebanding dengan hasil pekerjaannya. 

Para wanita boleh bekerja dalam berbagai bidang usaha baik di dalam 

maupun di luar rumah, baik sendiri ataupun bersama-sama dengan orang lain, 

selama pekerjaan yang dilakukan dalam suasana terhormat, sopan, serta dapat 

menjaga agamanya serta menghindari dampak-dampak negatif dari pekerjaan 

tersebut terhadap dirinya dan keluarganya. Dengan kata lain, Islam tidak 

melarang wanita memainkan peranannya yakni bekerja, selama ia membutuhkan 

pekerjaan tersebut, dan selama ia tidak mengabaikan peran-peran lain yang mesti 

ia kerjakan, seperti sebagai anggota keluarga dan anggota masyarakat.  

Persoalan ini dalam konsep ajaran Islam, menunjukkan sisi menarik jika 

dikaitkan dengan Undang-Undang Perkawinan No. 1 tahun 1974. “Suami adalah 

kepala keluarga dan istri adalah sebagai ibu rumah tangga (pasal 31 ayat 3)”. Dan 

sebagai kepala rumah tangga suami wajib melindungi istrinya dan memberikan 

segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai kemampuannya. 

“Kemudian sebagai ibu rumah tangga istri wajib mengurus rumah tangga sebaik-

baiknya”.Menurut undang-undang perkawinan inipun, bekerja mencari nafkah 

bukanlah kewajiban seorang istri. Kewajiban istri yang sesuai dengan fungsinya 
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sebagai ibu rumah tangga adalah untuk mengatur urusan rumah tangga sebaik-

baiknya.
12

 

Mustaniroh mengatakan bahwa motivasi TKW bekerja ke luar negeri 

dipengaruhi oleh pendapatan dalam keluarga. Ini disebabkan apabila hal ini 

suami kurang memenuhi kebutuhan dalam keluarga maka wanita sebagai istri 

dapat membantu suami dalam memenuhi kebutuhan keluarga dengan cara 

berkerja. Belitan kemiskinan menjadikan perempuan menanggung beban yang 

lebih berat dibanding laki-laki. Menghadapi beban kemiskinan tersebut 

perempuan mengembangkan strategi untuk mereka bertahan dengan menjadi 

tenaga kerja wanita.
13

 Para TKW memiliki peran dalam meningkatkan ekonomi 

keluraga yaitu untuk menghimpun dana yang digunakan untuk berbagai 

keperluan, seperti menyekolahkan anak-anaknya. Kemudian dana yang 

terkumpul juga untuk membangun rumah, serta memperbaiki kehidupan ekonomi 

keluarga.  

Resiko bekerja sebagai TKI keluar negeri juga besar. Masalah TKI yang 

paling dominan berkaitan dengan pengupahan, kerja terlalu berat, penganiayaan, 

pelecehan dan sakit. Selain itu walaupun pekerjaan yang dilakukan adalah semata 

demi menghidupi diri sendiri dan keluarga, menjadi TKI berarti harus rela 

meninggalkan keluarga dan sanak saudara selama periode tertentu yang dapat 

menyebabkan renggangnya hubungan kekeluargaan antara TKI dengan anggota 

                                                             
12

Dian Permata Sari, “Analisis Peran Tenaga Kerja Wanita di Luar Negeri dalam 

Meningkatkan Pendapatan Keluarga Menurut Perspektif Ekonomi Islam (Studi pada Desa Sumber 

Agung Kecamatan Way Sulan Kabupaten Lampung Selatan)”, Skripsi (Lampung: Univeristas Islam 

Negeri Lampung, 2017), hlm. 20. 
13

Moh Aris Munandar, “Karakteristik, Faktor Pendorong dan Dampak Perempuan Menjadi 

TKW Luar Negeri di Kecamatan Mranggen Kabupaten Demak”, Jurnal Forum Ilmu Sosial Vol. 40 

No.2, 2013, Semarang: Universitas Negeri Semarang, hlm. 156. 
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keluarganya. Komunikasi, pengawasan dan perhatian secara langsung terhadap 

orang tua, istri/suami, atau anak  menjadi hal yang wajib dikesampingkan oleh 

TKI dalam menjalani pekerjaanya.
14

 Hal ini dapat dilihat dari dampak yang 

muncul dari pengiriman TKW ke luar negeri antara lain menjadikan kehidupan 

rumah tangga kurang harmonis serta muncul problem-problem rumah tangga 

lainnya. 

Menjadi TKW juga dapat berdampak kepada anak, karena anak dari 

keluarga TKW tersebut pada umumnya diasuh oleh anggota keluarga lain selain 

ibu. Anak-anak mereka biasanya dicukupi kebutuhan fisiknya dari hasil sang ibu 

sebagai TKW. Namun kebutuhan rohani dan kasih sayang yang diberikan oleh 

ibu sangat sedikit. Perhatian dari ibu akan sangat berkurang kepada anak karena 

jarak yang jauh dan ibu tidak selalu berada di samping sang anak. Dampaknya 

akan membawa pengaruh psikologis yang luar biasa besar kepada anak. 

Kenakalan remaja seperti kebut-kebutan, merokok, minum-minuman keras dan 

pelacuran banyak dilakukan oleh anak. Kondisi ini yang paling ditakutkan 

terhadap anak karena akan membawa pengaruh terhadap peranan dan pola 

pelaksanaannya dalam keluarga. Hal ini terjadi karena keluarga tersebut timpang 

dengan tiadanya seorang ibu, karena seorang ibu mengemban tiga peran terhadap 

anak yaitu: (1) Merawat fisik anak agar tumbuh dan berkembang dengan sehat, 

(2) Proses sosialisasi anak agar anak belajar menyesuaikan diri dengan 

lingkungannya, serta (3) Kesejahteraan psikologis dan emosional dari anak. 

                                                             
14

Aris Munandar, “Faktor Pendorong dan Penarik Anggota Keluarga yang Bekerja Sebagai 

Tenaga Kerja Indonesia dari Kecamatan Way Jepara Kabupaten Lampung Timur Tahun 2016”, Skripsi 

(Lampung: Universitas Negeri Lampung, 2016),  hlm. 5. 
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Kemudian dampak bagi kehidupan berkeluarga adalah angka perceraian 

yang semakin meningkat seiring maraknya keberadaan TKW. Hal ini terjadi  

karena kurangnya komunikasi antara suami dan istri dikarenakan jarak mereka 

yang jauh atau bisa juga karena kesibukan masing-masing. Kurangnya 

komunikasi tersebut akan berdampak pada keretakan rumah tangga antara lain 

karena pihak suami yang lama ditinggal oleh istri kemudian berselingkuh. Uang 

kiriman digunakan oleh suami untuk menikah lagi. Kondisi ini amat 

memperihatinkan. Demikian juga dengan pihak perempuan, mereka terkadang 

pulang ke desa dengan membawa laki-laki lain, menyampaikan permohonan 

pada suami untuk bersedia menceraikan, sebab mereka sudah memiliki kekasih 

baru di tempat kerja yang juga sama-sama orang Indonesia. Dalam hal ini 

biasanya ada perhitungan ganti rugi, serta perundingan pembagian harta gono 

gini. Kemudian terjadilah kegoncangan dalam rumah tangga, dengan akibat 

negatif yang dapat merugikan anak mereka, kejadian perceraian yang demikian 

kebanyakan dimulai oleh pihak suami yang tidak sabar menunggu kedatangan 

istri.
15

 

Dari 36 perkara cerai gugat TKW pada tahun 2018, penulis akan 

mengambil tiga sampel untuk mengetahui alasan cerai gugat yang diajukan oleh 

Penggugat di Pengadilan Agama Purwokerto. Pada salinan putusan dengan 

Nomor: 1231/Pdt.G/2018/PA.Pwt alasan perceraian bermula karena oleh faktor 

ekonomi yang kurang tercukupi karena penghasilan suami yang tidak dapat untuk 

memenuhi kebutuhan sehari-hari. Akhirnya sering terjadi perselisihan terus 

                                                             
15

 Yuniastuti, “Kehidupan Sosial Ekonomi TKI dan TKW serta Dampak Sosial Psikologis 

Pendidikan Anak”, Jurnal Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, 2014, Malang: Universitas 

Negeri Malang, hlm. 69. 



9 
 

 
 

menerus yang menimbulkan keretakan rumah tangga diantara suami istri dan 

kemudian sang suami meninggalkan istri kurang lebih satu tahun. Dikarenakan 

sang istri membutuhkan biaya hidup dan biaya untuk anak, maka sang istri 

memutuskan untuk berkerja ke luar negeri menjadi TKW di Taiwan. Bahwa sang 

istri merasa perkawinannya tidak dapat dipertahankan lagi akhirnya sang istri 

memilih untuk menggugat cerai sang suami dengan alasan sesuai yang diatur 

pada PP No. 9 Tahun 1975 Pasal 19 huruf (f) dan Kompilasi Hukum Islam Pasal 

116 huruf (f) yang berbunyi: “antara suami dan istri terus menerus terjadi 

perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam 

rumah tangga.”
16

 

Salinan putusan Nomor: 1194/Pdt.G/2018/PA.Pwt, alasan cerai gugat    

bermula karena masalah ekonomi yang mana suami tidak dapat memenuhi 

kebutuhan rumah tangga yang akhirnya sang istri berinisiatif untuk bekerja ke 

luar negeri menjadi TKW di Singapura. Alasan lain adalah karena sang suami 

menjalin hubungan dengan wanita lain yang membuat sang istri merasa kecewa 

kepada sang suami karena tidak setia, tidak bertanggung jawab, tidak peduli 

terhadap anak dan juga karena sang istri hanya digunakan sebagai alat untuk 

keuntungan sang suami. Hingga akhirnya sang istri habis kesabaran dan memilih 

untuk menggugat cerai sang suami.
17

 

Salinan putusan Nomor: 1727/Pdt.G/2018/PA.Pwt menjelaskan alasan 

cerai gugat bermula karena suami yang pergi meninggalkan istri dan anak-

anaknya pulang ke rumah orang tua sang suami dan tidak pernah kembali lagi 

                                                             
16

 Salinan Putusan Pengadilan Agama Purwokerto Nomor: 1231/Pdt.G/2018/PA.Pwt. 
17

 Salinan Putusan Pengadilan Agama Purwokerto Nomor: 1194/Pdt.G/2018/PA.Pwt. 
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selama 8 tahun yang akhirnya hubungan komunikasi diantara mereka putus sama 

sekali. Hingga akhirnya untuk memenuhi kebutuhan hidup terutama untuk anak 

akhirnya sang istri bekerja menjadi tenaga kerja wanita di Hongkong. Dan setiap 

sang istri pulang dari luar negeri, ia tidak pernah bertemu lagi dengan suaminya 

dan akhirnya sang istri berinisiatif untuk menggugat cerai sang suami karena 

telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur pada UU No. 1 Tahun 

1974 jo. PP No. 9 Tahun 1975 Pasal 19 huruf (b) dan  Kompilasi Hukum Islam 

Pasal 116 huruf (b) yang berbunyi: “salah satu pihak meninggalkan pihak lain 

selama dua tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah 

atau karena hal lain di luar kemampuannya.”
18

 

Dari masalah-masalah yang timbul dalam rumah tangga akhirnya pada 

masa sekarang ini banyak perceraian yang terjadi pada kalangan tenaga kerja 

wanita (TKW) terutama di wilayah Kabupaten Banyumas. Hubungan perkawinan 

yang sudah tidak harmonis dan tidak bisa dipertahankan lagi menyebabkan para 

istri yang bekerja sebagai tenaga kerja wanita di Kabupaten Banyumas 

mengajukan permohonan cerai gugat kepada suaminya ke Pengadilan Agama 

Purwokerto. 

Tabel 1.1 

 Laporan Perkara Cerai Gugat dan  Cerai Talak yang Diputus dari Tahun 2018 di 

Pengadilan Agama Purwokerto 
No Jenis Perkara Tahun 2016 Tahun 2017 Tahun 2018 

1.  Cerai Talak 743 705 712 

2.  Cerai Gugat 1910 1788 2006 

Sumber: Laporan Tahun 2018 Pengadilan Agama Purwokerto 
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Tabel laporan perkara cerai gugat dan cerai talak menunjukan bahwa pada 

tahun 2018 cerai gugat lebih tinggi dari pada cerai talak, dari sejumlah 2006 

perkara cerai gugat ada 36 perkara cerai gugat yang diajukan oleh TKW. 

Memang tujuan nikah bukanlah untuk bercerai, tetapi dalam kondisi 

pernikahan yang sudah tidak bisa memberikan keberkahan dan ketentraman 

kepada kedua belah pihak, maka bercerai adalah jalan dalam penyelesaiannya. 

Perceraian itu pun harus terjadi secara baik-baik, tanpa harus ada yang 

menyisakan sisa-sisa kemarahan atas kondisi penyebab perceraian atau 

persengketaan masalah. Dari terjadinya perceraian dapat memberikan pengaruh 

positif maupun negatif. Pengaruh positif yang bisa didapatkan dari terjadinya 

perceraian adalah dapat mempelajari mengenai penyebab terjadinya perceraian 

sehingga nantinya apabila akan menikah sebisa mungkin dapat menghindari 

penyebab-penyebab perceraian tersebut. Sedangkan pengaruh negatif dari 

terjadinya perceraian adalah munculnya ketakutan untuk menikah, tidak serius 

dalam menjalani pernikahan karena akan timbul persepsi bahwa sudah banyak 

juga orang lain yang bercerai.
19

 

Dari uraian di atas, penulis tertarik untuk meneliti lebih lanjut mengenai 

apa penyebab utama cerai gugat tenaga kerja wanita Banyumas dan bagaimana 

hak asuh anak pasca perceraian dalam skripsi berjudul “Tingginya Angka Cerai 

Gugat Tenaga Kerja Wanita (Studi Perkara di Pengadilan Agama Purwokerto)”. 
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Himatu Rodiah, Hukum Perceraian Untuk Wanita Islam (Tangerang: Lembar Pustaka 

Indonesia, 2015), hlm. 8. 
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B. Penegasan Istilah 

Agar tidak terjadi kesalahpahaman dalam penulisan skripsi ini, perlu 

penulis jelaskan mengenai istilah-istilah yang terdapat dalam judul di atas. 

Istilah-istilah tersebut adalah: 

1. Cerai Gugat 

Cerai gugat merupakan perceraian yang inisiatif perceraiannya itu 

berasal dari istri, sebagaimana disebutkan dalam KHI pasal 132 ayat 1, 

bahwa: 

“Gugatan perceraian diajukan oleh istri atau kuasanya pada 

Pengadilan Agama, yang daerah hukumnya mewilayahi tempat tinggal 

penggugat kecuali istri meninggalkan tempat kediaman bersama tanpa 

izin suami”. 

Cerai gugat dalam hukum Islam disebut dengan istilah khulu’, yakni 

perceraian dengan disertai jumlah harta sebagai ‘iwad} yang diberikan oleh 

istri kepada suami untuk menebus diri agar terlepas dari ikatan perkawinan, 

baik dengan kata khulu’, mubara’ah maupun talak. Kadang dimaksudkan 

makna yang khusus, yaitu talak atas dasar ‘iwad} sebagai tebusan dari istri 

dengan kata-kata khulu’ (pelepasan) atau yang semakna dengan mubara’ah 

(pembebasan).
20

 

Khulu’ boleh dilakukan sewaktu suci ataupun sewaktu haid. Meskipun 

hukum khulu’ adalah boleh tetapi tetap sebagai perilaku yang dibenci 

(makruh}) sama seperti hukum asal talak. Khulu’ diperbolehkan jika ada sebab 

                                                             
20

Abdul Rahman Ghazali, Fiqh Munakaha t(Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2003), 

hlm. 220. 
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yang menuntut, seperti suami yang cacat fisik atau cacat sedikit fisik suami 

yang menyebabkan suami yang tidak dapat menjalankan kewajibannya, atau 

suami yang suka menyakiti fisik istri, dengan beberapa alasan ini istri dapat 

mengajukan khulu‟ untuk berpisah dengan suami.
21

 

2. Tenaga Kerja Wanita 

Tenaga Kerja Wanita (TKW) adalah seorang wanita yang bekerja di 

luar negeri, baik sebagai pembantu rumah tangga atau sebagai buruh 

perusahaan. Sedangkan tenaga kerja yang dimaksud oleh penulis adalah 

tenaga kerja yang bekerja di luar negeri dengan tujuan untuk memperoleh 

pendapatan yang lebih banyak untuk memperbaiki perekonomian keluarga 

dan meningkatkan taraf hidup keluarga menjadi lebih baik.
22

 

 

C. Rumusan Masalah 

1. Apa yang menjadi faktor utama cerai gugat tenaga kerja wanita berdasarkan 

Putusan Pengadilan Agama Purwokerto tahun 2018? 

2. Bagaimana pertimbangan hakim Pengadilan Agama Purwokerto dalam 

putusan cerai gugat tenaga kerja wanita?  

 

D. Tujuan Penelitian 

Mengacu pada masalah penelitian, maka tujuan yang ingin dicapai dalam 

penelitian ini adalah untuk mengetahui faktor penyebab utama cerai gugat yang 

diajukan oleh tenaga kerja wanita Banyumas di Pengadilan Agama Purwokerto 

                                                             
21

 Aulia Muthiah, Hukum Islam Dinamika Seputar Hukum Keluarga (Yogyakarta: Pustaka 

Baru Press, 2017), hlm. 107. 
22

 Abdul Aziz Dahlan, Ensiklopedia Hukum Islam (Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 1996), 

hlm. 576. 
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selama tahun 2018. Kemudian dapat diambil langkah yang lebih tepat untuk 

mengatasinya. 

 

E. Manfaat Penelitian 

1. Manfaat Teoritis 

a. Penelitian ini semoga dapat memberikan kontribusi positif akademis 

khususnya penulis untuk mengetahui lebih lanjut tentang faktor penyebab 

cerai gugat dikalangan tenaga kerja wanita. 

b. Diharapkan dalam penelitian ini mampu memberikan bahan masukan 

untuk penelitian selanjutnya yang ada kaitannya dengan penelitian ini 

dan sekaligus dapat mencari serta menemukan solusinya. 

2. Manfaat Praktis 

Penelitian ini merupakan suatu pengalaman antara teori yang telah 

didapatkan di perkuliahan dengan praktik yang ada di lapangan. Dan sebagai 

bahan evaluasi bagi tokoh masyarakat, pendidik serta yang lainnya untuk 

dapat menanamkan nilai-nilai atau dasar-dasar pemahaman agama yang kuat 

kepada masyarakat. 

 

F. Telaah Pustaka 

Untuk mendukung penelaah yang komprehensif, seperti yang 

dikemukakan dalam latar belakang masalah, maka perlu dilakukan kajian awal 

terhadap pustaka atau karya-karya yang mempunyai relevansi terhadap topik yang 

akan dikaji. 
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Setelah diteliti maka dapat diketahui bahwa pembahasan yang dirasa 

relevan dengan penelitian penulis diantaranya: 

1. Supriatna, dkk dalam bukunya yang berjudul Fiqh Munakahat II 

mengemukakan bahwa Jumhur Ulama termasuk empat imam madzhab 

berpendapat apabila terjadi khulu‟, maka sang istri menguasai dirinya, ia juga 

berhak menentukan nasibnya sendiri, suami tidak boleh meruju‟nya karena ia 

telah mengeluarkan uang (sesuatu) untuk melepaskan diri dari suaminya. 

Sekalipun suami bersedia mengembalikan tebusan istrinya, suami tetap tidak 

boleh meruju‟.
23

 

2. Penelitian yang dilakukan oleh Ilham Wahyudi, mahasiswa prodi Hukum 

Keluarga Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif 

Hidayatullah Jakarta, dengan judul tesisnya, “Faktor-Faktor Dominan 

Penyebab Terjadinya Perceraian di Lingkungan Yurisdiksi Peradilan Agama 

dalam Perspektif Gender”. Pada penelitian yang dilakukan oleh Ilham 

Wahyudi termasuk jenis penelitiaan lapangan. Pembahasan ini sekaligus 

persamaan skripsi ini dengan skripsi penulis adalah membahas tentang faktor 

penyebab perceraian. Adapun perbedaannya adalah skripsi ini membahas 

faktor terjadinya perceraian perspektif gender, sedangkan skripsi penulis lebih 

fokus membahas faktor utama cerai gugat dikalangan tenaga kerja wanita 

Banyumas. Persamaan dengan penelitian yang akan penulis lakukan yaitu 

sama-sama objeknya yaiitu cerai gugat. 
24

 

                                                             
23

 Supriatna, dkk, Fiqh Munakahat II (Yogyakarta: TERAS, 2009), hlm. 56. 
24

 Ilham Wahyudi, “Faktor-Faktor Dominan Penyebab Perceraian di Lingkungan Yurisdiksi 

Peradilan Agama dalam Perspektif Gender”, Tesis (Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2019). 
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3. Penelitian yang dilakukan oleh Riswan, mahasiswa Fakultas Syariah dan 

Hukum, Universitas Islam Negeri (UIN) Makassar, dengan judul skripsinya, 

“Studi Komparasi antara Cerai Talak dan Cerai Gugat di Pengadilan Agama 

II Takalar (Studi Kasus Tahun 2016). Pembahasan ini sekaligus persamaan 

skripsi ini dengan skripsi penulis adalah membahas tentang perceraian di 

Pengadilan Agama terutama mengenai masalah cerai gugat. Adapun 

perbedaannya adalah skripsi ini lebih fokus kepada perbedaan penyelesaian 

perkara cerai dan cerai gugat di Pengadilan Agama Takalar sedangkan skripsi 

penulis lebih fokus membahas faktor utama cerai gugat tenaga kerja wanita 

Banyumas.
25

 

4. Penelitian yang dilakukan oleh Silva Rizki Amalia, mahasiswa jurusan 

Hukum Keluarga, program studi Hukum Islam Universitas Islam Negeri 

(UIN) Sunan Kalijaga Yogyakarta dengan judul tesisnya “Faktor-faktor 

Pendorong Cerai Gugat di Pengadilan Agama Yogyakarta Tahun 2011-2013”. 

Pembahasan ini sekaligus persamaan skripsi ini dengan skripsi penulis adalah 

membahas tentang faktor-faktor penyebab cerai gugat di Pengadilan Agama. 

Adapun perbedaannya adalah tesis ini lebih fokus kepada faktor dominan 

pendorong cerai gugat saja dan menelusuri faktor hubungan interpersonal 

yang mendorong cerai gugat pada sebuah keluarga, sedangkan pada skripsi 

penulis lebih fokus membahas faktor utama cerai gugat dikalangan tenaga 

kerja wanita Banyumas.
26

 

                                                             
25

 Riswan, “Studi Komparasi antara Cerai Talak dan Cerai Gugat di Pengadilan Agama Kelas 

II Takalar (Studi Kasus Tahun 2016)”, Skripsi (Makassar: UIN Alauddin Makassar, 2018). 
26

 Silva Rizki Amalia, “Faktor-Faktor Cerai Gugat di Pengadilan Agama Yogyakarta Tahun 

2011-2013”, Tesis (Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2015).  
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5. Moh Aris Munandar dalam jurnalnya yang berjudul “Karakteristik, Faktor 

Pendorong dan Dampak Perempuan Menjadi TKW Luar Negeri di 

Kecamatan Mranggen Kabupaten Demak” mengemukakan bahwa motivasi 

TKW bekerja ke luar negeri dipengaruhi oleh faktor ekonomi yaitu terkait 

pendapatan dalam keluarga. Ini disebabkan apabila hal ini suami kurang 

memenuhi kebutuhan dalam keluarga maka wanita sebagai istri dapat 

membantu suami dalam memenuhi kebutuhan keluarga dengan cara berkerja. 

Belitan kemiskinan menjadikan perempuan menanggung beban yang lebih 

berat dibanding laki-laki. Menghadapi beban kemiskinan tersebut perempuan 

mengembangkan strategi untuk mereka bertahan dengan menjadi tenaga kerja 

wanita.
27

  

Dari ketiga skripsi yang dijadikan telaah pustaka, dapat dikemukakan 

perbedaan pembahasan dengan skripsi penulis. Hal yang membedakan skripsi 

penulis dengan ketiga skripsi di atas adalah skripsi penulis lebih fokus membahas 

faktor utama cerai gugat tenaga kerja wanita berdasarkan Putusan Pengadilan 

Agama Purwokerto Tahun 2018. Sedangkan ketiga skripsi di atas membahas 

membahas tentang faktor utama cerai talak dan cerai gugat. 

G. Metode Penelitian 

Metode penelitian menjelaskan rencana dan prosedur penelitian yang akan 

dilakukan peneliti untuk mendapatkan jawaban dari permasalahan peneliti.
28

 

                                                             
27

 Moh Aris Munandar,  “Karakteristik, Faktor Pendorong dan Dampak Perempuan Menjadi 

TKW Luar Negeri di Kecamatan Mranggen Kabupaten Demak”, Jurnal Ilmu Sosial Vol. 40 No.2, 

2013, Semarang: Universitas Negeri Semarang,  hlm. 156. 
28

 Tim Revisi, Pedoman Penulisan Skripsi (Purwokerto: STAIN Press, 2014), hlm. 7. 
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Metode penelitian adalah suatu cara ilmiah untuk mendapatkan data dan dengan 

tujuan dan kegunaan tertentu.
29

 

1. Jenis Penelitian 

Dalam upaya memperoleh gambaran yang jelas dan terperinci dari 

permasalahan ini, jenis penelitian yang penyusun gunakan adalah penelitian 

kepustakaan (library research) yang datanya diambil langsung dari Pengadilan 

Agama Purwokerto. Penelitian kepustakaan (library research) yaitu 

menjadikan bahan pustaka berupa buku, majalah ilmiah, dokumen-dokumen 

dan materi lainnya yang dapat dijadikan sumber rujukan dalam penelitian ini.
30

 

Untuk melacak pembahasan tersebut penulis melakukan studi terhadap 

beberapa putusan Pengadilan Agama Purwokerto tentang cerai gugat yang 

dilakukan oleh Tenaga Kerja Wanita untuk menganalisis faktor utama 

penyebab cerai gugat tersebut. 

2. Sifat Penelitian 

Penelitian ini bersifat deskriptif analisis, yaitu menggunakan data yang 

kemudian dikupas atau dianalisis lalu dijelaskan dengan pendekatan teori 

sehingga mendapatkan kesimpulan data yang dapat diterima secara obyektif. 

Sifat penelitian deskriptif analisis ini bertujuan untuk menggambarkan 

apa penyebab utama cerai gugat dikalangan tenaga kerja wanita Banyumas. 

3. Sumber Data 

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari sumber data 

primer dan sekunder, yaitu: 

                                                             
29

 Sugiono, Metode Penelitian Pendidikan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D (Bandung: Alfa 

Beta, 2010), hlm. 3 . 
30

 Sutrisno Hadi, Metodologi Research I (Yogyakarta: Andi Offset, 2004), hlm. 9. 
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a. Data Primer 

Sumber data primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari 

objek penelitian perorangan, kelompok, dan organisasi.
31

 Data ini diperoleh 

dengan wawancara yaitu tanya jawab yang terarah untuk mengumpulkan 

data-data yang relevan. Selain itu sumber data primer dalam skripsi ini yaitu 

salinan putusan cerai gugat tenaga kerja wanita di Pengadilan Agama 

Purwokerto Tahun 2018. 

b. Data Sekunder 

Sumber data sekunder adalah data yang diperoleh dalam bentuk yang 

sudah jadi (tersedia) melalui publikasi dan informasi yang dikeluarkan di 

berbagai organisasi atau perusahaan, termasuk majalah jurnal, khusus para 

modal, perbankan dan keuangan.
32

 Sumber data sekunder yang diambil 

dalam skripsi ini diantaranya Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dan 

KHI. 

4. Metode Pengumpulan Data 

a. Dokumentasi  

Metode dokumentasi yaitu mencari data mengenai hal hal atau 

variabel yang berupa catatan, transkip, buku, surat kabar, majalah, prasasti, 

notulen, rapat agenda dan sebagainya.
33

 Pengumpulan data yang peneliti 

                                                             
31

 Rosady Ruslan, Metode Penelitian Public Relations dan Komunikasi, Cet. II (Jakarta: PT 

RajaGrafindo Persada, 2004), hlm. 29. 
32

 Rosady Ruslan, Metode Penelitian Public Relations dan Komunikasi, Cet. II (Jakarta: PT 

RajaGrafindo Persada, 2004), hlm. 30. 
33

 Suharsimi Arikanto, Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek (Jakarta: Rienika 

Cipta, 1996), hlm. 234. 
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lakukan adalah berupa dokumentasi beberapa Putusan Pengadilan Agama 

Purwokerto tentang cerai gugat TKW. 

b. Pendekatan  

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah: 

1) Pendekatan Yuridis adalah pendekatan yang mengacu pada peraturan 

perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Penelitian ini 

mengacu pada UU Nomor 1 Tahun 1974 dan KHI. 

2) Pendekatan Normatif adalah pendekatan yang mengacu pada nilai-

nilai baik itu bersumber pada al-Qur‟an dan as-Sunah maupun norma-

norma yang berlaku dalam masyarakat. 

c. Setelah data terkumpul, maka selanjutnya diadakan analisis secara 

kualitatif dengan pola deduktif, yakni berangkat dari pengetahuan yang 

bersifat umum, dan bertitik tolak pada pengetahuan umum itu untuk 

menilai kejadian khusus. Metode ini peneliti gunakan untuk mengetahui 

secara spesifik apa yang menjadi penyebab utama cerai gugat tenaga kerja 

wanita Purwokerto di Pengadilan Agama Purwokerto pada Tahun 2018. 

H. Sistematika Pembahasan 

Dalam sistematika pembahasan ini akan diuraikan secara garis besar 

materi yang dibahas supaya diketahui gambaran mengenai skripsi ini dan supaya 

pembahasan skripsi ini lebih sistematis, yaitu sebagai berikut: 

Bab pertama, Pendahuluan yang berisi hal-hal yang sifatnya mengatur 

bentuk-bentuk dan isi skripsi, mulai dari latar belakang masalah, rumusan 

masalah, tujuan dan manfaat, telaah pustaka,kerangka teori, metode penelitian 
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dan sistematika pembahasan untuk mengarahkan para pembaca kepada substansi 

penelitian ini. 

Bab kedua, berisi tentang Tinjauan Umum mengenai perceraian yang 

meliputi pengertian, dasar hukum, sebab-sebab perceraian, akibat hukum 

perceraian. Tata cara perceraian di Pengadilan Agama dan faktor-faktor 

perceraian tenaga kerja wanita. 

Bab ketiga, berisi mengenai profil Pengadilan Agama Purwokerto dan 

deskripsi putusan cerai gugat tenaga kerja wanita. 

Bab keempat, membahas tentang problematika cerai gugat TKW di 

Pengadilan Agama Purwokerto, analisis putusan cerai gugat TKW tahun 2018 

mengenai apa penyebab utama terjadinya cerai gugat dikalangan tenaga kerja 

wanita dan solusi agar keutuhan rumah tangga TKW tetap rukun dan harmonis. 

Bab kelima, berisi Penutup yang memuat kesimpulan dan saran-saran dan 

kata penutup dari seluruh pembahasan skripsi. Kemudian pada bagian akhir 

skripsi ini terdiri dari daftar pustaka, lampiran-lampiran dan riwayat hidup. 
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BAB II 

TINJAUAN UMUM TENTANG PERCERAIAN  

 

A. Gambaran Umum Tentang Perceraian  

1. Pengertian dan Dasar Hukum Perceraian 

Perceraian merupakan bagian dari pernikahan, karena tidak ada 

perceraian tanpa diawali adanya pernikahan terlebih dahulu. Pernikahan 

merupakan awal hidup bersama antara seorang pria dan seorang wanita yang 

diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam hal ini, 

perkawinan selalu dipandang sebagai dasar bagi unit keluarga yang 

mempunyai arti penting bagi penjaga moral dan akhlak masyarakat dan 

pembentukan peradaban. 

Kata t}alaq dalam bahasa Arab, yang bermakna melepas atau mengurai 

tali pengikat, baik tali pengikat itu bersifat konkrit seperti tali pengikat kuda 

maupun bersifat abstrak seperti tali pengikat perkawinan.
34

 Perceraian dalam 

istilah fiqh disebut t}alaq atau furqah, adapun arti t}alaq adalah membuka 

ikatan, membatalkan perjanjian, sedangkan furqah artinya bercerai yaitu 

lawan dari berkumpul.
35

  

Menurut Sayyid Sabiq t}alaq adalah melepas tali perkawinan dan 

mengakhiri hubungan suami istri. Kemudian menurut Abdur Rahman al-Jaziri 

t}alaq adalah menghilangkan ikatan perkawinan atau mengurangi pelepasan 

                                                             
34

 Zakiah Derajat, llmu Fiqih (Yogyakarta: PT Dana Bakti Wakaf, 1995), hlm. 172. 
35

 Wasman, Wardah Nuroniyah, Hukum Perkawinan Islam di Indonesia (Yogyakarta: CV. 

Mitra Utama, 2011), hlm. 82.  



23 
 

 
 

ikatannya dengan menggunakan lafadz khusus. 
36

Menurut Muhammad Yusuf 

Musa sebagaimana dikutip oleh Djamil Latif, kata furqah bentuk jamaknya 

adalah furuq seperti kata furuq az-zuwaj artinya putusnya ikatan pernikahan 

atau pisahnya hubungan suami istri. 
37

 Dari pengertian tersebut dapat 

disimpulkan bahwa t}alaq adalah menghilangkan ikatan perkawinan sehingga 

setelah hilangnya ikatan perkawinan tersebut istri tidak lagi halal bagi 

suaminya.
38

 

Perceraian menurut Pasal 38 UU No. 1 Tahun 1974 adalah “Putusnya 

perkawinan” karena: a) kematian, b) perceraian, c) atau putusan Pengadilan. 
39

 

Putusnya perkawinan karena perceraian diatur dalam Pasal 39-41 UU No. 1 

Tahun 1974 jo Pasal 14-36 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975. Pasal 39 

UU No. 1 Tahun 1974 menentukan bahwa: 

a. Perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang Pengadilan, setelah 

Pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan 

kedua belah pihak 

b. Untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami 

dan istri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istriTata cara 

perceraian di depan sidang Pengadilan diatur dalam perundang-undangan 

tersendiri. 

                                                             
36

  Supriatna, dkk, Fiqh Munakahat II (Yogyakarta: TERAS, 2009), hlm. 19. 
37

 Djamil Latif, Aneka Hukum Perceraian di Indonesia (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1985), hlm. 

40. 
38

 Abdur Rahman Ghozali, Fiqh Munakahat (Jakarta:Kencana, 2003), hlm. 191 
39

 Undang-undang RI Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam, 

(Bandung: Citra Umbara, 2015), hlm. 13. 
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Ketentuan al-Qur‟an yang mengatur masalah perceraian dalam surat 

at-T{alaq ayat 1: 

وا  صُ حْ وَأَ تِِِنَّ  دَّ عِ لِ نَّ  وهُ لِّقُ طَ فَ ءَ  ا نِّسَ ل ا مُ  تُ لَّقْ طَ ا  ذَ إِ نَّبُِِّ  ل ا ا  هَ ي ُّ أَ ا  يَ
ةَ  دَّ عِ لْ مْ  ِ  ا رَبَّكُ لَّهَ  ل ا وا  قُ ت َّ وتِِِ  ِ  وَا يُ  ُ ب نْ  مِ نَّ  وهُ تُُْرِجُ وَلََ لََ  نَّ 

ةٍ  نَ ي ِّ  َ ب مُ ةٍ  شَ حِ ا فَ بِ يَْ  تِ أْ يَ نْ  أَ لََّ  إِ نَ  لَّهِ  ِ  يََْرُجْ ل ا ودُ  دُ حُ كَ  لْ  ِ  وَتِ
هُ  سَ فْ  َ ن مَ  لَ ظَ دْ  قَ  َ ف لَّهِ  ل ا ودَ  دُ حُ دَّ  عَ  َ ت  َ ي نْ  لَّهَ  ِ  وَمَ ل ا لَّ  عَ لَ رِي  دْ تَ لََ 

ذَ  دَ  عْ  َ ب ثُ  دِ رًاِ  يُُْ مْ أَ كَ  40 لِ
   

Hai Nabi, apabila kamu menceraikan istri-istrimu maka hendaklah 

kamu ceraikan mereka pada waktu mereka dapat (menghadapi) 

iddahnya (yang wajar) dan hitunglah waktu iddah itu serta 

bertakwalah kepada Allah Tuhanmu. Janganlah kamu keluarkan 

mereka dari rumah mereka dan janganlah mereka (diizinkan) ke luar 

kecuali mereka mengerjakan perbuatan keji yang terang. Itulah 

hukum-hukum Allah, maka sesungguhnya dia telah berbuat zalim 

terhadap dirinya sendiri. Kamu tidak mengetahui barangkali Allah 

mengadakan sesudah itu sesuatu hal yang baru. 

 

2. Sebab-Sebab Perceraian 

Dalam hukum Islam, perceraian terjadi karena adanya: 

a. Kh{ulu’ 

Dikalangan para fuqaha, khulu kadang dimaksudkan makna yang 

umum, yaitu perceraian dengan disertai sejumlah harta sebagai „iwadh 

yang diberikan oleh istri kepada suami untuk menebus diri agar terlepas 

dari ikatan perkawinan. Hukum Islam memberi jalan kepada istri yang 

menghendaki perceraian dengan mengajukan khulu‟, sebagaimana hukum 

Islam memberi jalan kepada suami untuk menceraikan istrinya dengan 

jalan talaq. 
41

 

                                                             
40

 Departemen Agama RI, Al-Qur‟an dan Terjemahnya (Surabaya: Halim, 2013), hlm. 558. 
41

 Zakiah Daradjat, llmu Fiqih (Yogyakarta: PT Dana Bakti Wakaf, 1995), hlm. 192. 
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b. Z{ihar 

Menurut bahasa Arab, kata z{ihar diambil dari kata z{ahrun yang 

bermakna punggung. Dalam kaitannya dengan hubungan suami istri, z{ihar 

adalah ucapan suami kepada istrinya yang menyerupakan punggung istri 

dengan punggung ibu, seperti ucapan suami kepada istrinya: “engkau 

bagiku adalah seperti punggung hikmah”. Ucapan z{ihar dimasa Jahiliyyah 

dipergunakan oleh suami yang bermaksud mengharamkan menyetubuhi 

istri dan berakibat menjadi haramnya istri itu bagi suami dan laki-laki 

selainnya, untuk selama-lamanya. 
42

 

c. Ila’ 

Menurut istilah dalam hukum Islam Ila’ ialah sumpah suami 

dengan menyebut nama Allah atau sifatNya yang tertuju kepada istrinya 

untuk tidak mendekati istrinya itu, baik secara mutlak maupun dibatasi 

dengan ucapan selamanya, atau dibatasi empat bulan atau lebih.
43

 

d. Li’an 

Menurut istilah dalam hukum Islam Li’an adalah sumpah yang 

diucapkan oleh suami ketika ia menuduh istrinya berbuat zina dengan 

empat kali kesaksian bahwa ia termasuk orang yang benar dalam 

tuduhannya, kemudian pada sumpah kesaksian kelima disertai pernyataan 

bahwa ia bersedia menerima laknat Allah jika ia berdusta dalam 

tuduhannya itu. 
44

 

                                                             
42

 Zakiah Daradjat, llmu Fiqih, hlm. 196. 
43

 Zakiah Daradjat, llmu Fiqih, hlm. 200. 
44

 Zakiah Daradjat, llmu Fiqih, hlm. 203. 
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e. Syiqaq 

Menurut istilah fiqh syiqaq adalah perselisihan antara suami dan 

istri, yang diselesaikan dua orang hakam. Satu orang dari pihak 

suamindan satu orang dari pihak istripengangkatan hakam bertujuan untuk 

mendamaikan suami istri itu. Hanya dalam keadaan terpaksa sekali dan 

sudah sekuat tenaga berusaha mendamaikan suami istri itu tidak berhasil, 

maka hakam boleh mengambil keputusan menceraikan suami istri 

tersebut.
45

 

f. Fasakh{ 

Fasakh{ adalah pembatalan ikatan perkawinan oleh Pengadilan 

Agama berdasarkan tuntutan istri atau suami yang dibenarkan oleh 

Pengadilan Agama atau karena pernikahan telah terlanjur menyalahi 

hukum perkawinan. Hukum pelaksanaan fasakh pada dasarnya adalah 

mubah atau boleh, yakni tidak disuruh dan tidak pula dilarang. Namun, 

bila melihat kepada keadaan dan bentuk tertentu, hukumnya bisa bergeser 

menjadi wajib. Misalnya jika kelak di kemudian hari ditemukan adanya 

rukun dan syarat yang tidak dipenuhi oleh suami atau istri. 
46

 

Perceraian harus disertai dengan alasan-alasan hukum sebagaimana 

ditentukan dalam Pasal 39 ayat 2 UU No. 1 Tahun 1974 yang telah dijabarkan 

dalam Pasal 19 PP No. 9 Tahun 1975, yaitu: 

a. Salah satu berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi, dan lain 

sebagainya yang sukar disembuhkan 
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b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 tahun berturut-turut 

tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar 

kemampuannya 

c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 tahun atau hukuman yang 

lebih berat setelah perkawinan berlangsung 

d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang 

membahayakan pihak lain 

e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak 

dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami istri 

f. Antara suami istri terus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada 

harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.
47

 

Dalam Pasal 208 KUHP dikatakan bahwa perceraian suatu perkawinan 

sekali-kali tak dapat dicapai dengan suatu persetujuan antara kedua belah 

pihak. Alasan-alasan yang dapat mengakibatkan perceraian adalah sebagai 

berikut: 

a. Zina 

b. Meninggalkan tempat tinggal bersama dengan itikad jahat 

c. Penghukuman dengan hukuman penjara lima tahun lamanya atau dengan 

hukuman yang lebih berat, yang diucapkan setelah perkawinan 

d. Melukai berat atau menganiaya, dilakukan oleh suami atau oleh istri 

terhadap istri atau suaminya sehingga membahayakan jiwa pihak yang 
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dilukai atau dianiaya, atau sehingga mengakibatkan luka-luka yamg 

membahayakan.
48

 

Selain itu ada hal lain yang menjadi sebab terjadinya perceraian 

adalah: tidak mengenal keadaan agama, akhlak atau fisik satu dengan yang 

lain sebelumnya, sebab sebelum menikah tidak mencari tahu lebih lanjut calon 

istri atau suami sebelum menikah. Seharusnya wali dari pihak laki-laki atau 

perempuan memberi tahu aib masing-masing sebelum melanjutkan ke jenjang 

pernikahan. Ini dapat berdampak kepada kehidupan rumah tangga karena 

sebagian dari mereka merasa salah memilih, tidak sesuai yang diharapkan 

yang menyebabkan terjadinya ketegangan dalam rumah tangga yang berujung 

perceraian 

a. Terkena sihir, misal merasa sempit dadanya jika melihat suaminya atau 

melihat suaminya seakan-akan dalam bentuk yang buruk sehingga sang 

istri menjauhinya, begitupun sebaliknya. Sehingga terjadi ketegangan, 

kebencian dan kemudian berujung pada perceraian 

b. Sebagian dari suami yang tidak menunaikan tanggung jawabnya sebagai 

seorang suami atau menunaikan hak-hak istri sehingga sang sitri merasa 

ditelantarkan yang kemudian mendorong sang istri untuk menuntut cerai 

c. Turut campurnya kedua orang tua dan kerabat pada permasalahan-

permasalahan yang terjadi dalam rumah tangga sehingga bisa merusak 

kehidupan rumah tangganya, baik karena terdorong niat yang baik maupun 

terdorong oleh niat yang buruk 
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d. Seorang istri yang membebani atau menuntut suaminya melebihi apa yang 

disanggupi oleh suami, karena tidak adanya sikap qanaah atas nafkah yang 

diberikan, tempat tinggal dan lainnya. Bahkan sang istri melakukn 

tindakan-tindakan yang menyalahi syari‟at untuk mendapatkan apa yang 

dia inginkan dan istri juga tidak melaksanakan kewajibannya sebagai 

seorang istri. Sehingga mengakibatkan ketegangan antara suami dan istri 

sehingga terjadi perceraian.
49

 

3. Macam-Macam Perceraian 

a. Perceraian Karena Talak 

Pengertian talak menurut Islam adalah melepaskan ikatan 

perkawinan atau bubarnya hubungan perkawinan. Walaupun ajaran Islam 

membenarkan seorang suami untuk menjatuhkan talak, namun harus diingat 

bahwa perbuatan halal yang tidak disukai atau dibenci Allah adalah talak. 

Talak menurut hukum Islam ada dua macam: 

1) Talak raj’i adalah talak kesatu dan kedua, dimana suami berhak rujuk 

selama istri dalam masa iddah 

2) Talak ba’in adalah talak yang ketiga kalinya atau talak sebelum istri 

dicampuri atau talak dengan tebusan istri kepada suami. Talak ba’in 

dibagi menjadi dua, yaitu: 

a) Talak ba‟in s{ughra, yaitu talak yang tidak boleh dirujuk tapi boleh 

akad nikah baru dengan mantan suaminya meskipun dalam masa 

iddah. Yang termasuk kepada talak ba‟in s{ughra adalah: talak yang 
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terjadi sebelum dicampuri, talak dengan tebusan atau kh{ulu‟, dan 

talak yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama 

b) Talak ba’in kubra, yaitu talak yang terjadi untuk ketiga kalinya. 

Talak ini tidak dapat dirujuk atau tidak dapat dinikahkan kembali, 

kecuali apabila pernikahan itu dilakukan setelah mantan istri 

menikah dengan orang lain dan kemudian terjadi perceraian 

setelah dicampuri terlebih dahulu dan telah habis masa iddahnya.
50

 

Perceraian menurut hukum Islam yang dipositifkan dalam Pasal 38 

dan Pasal 39 UU No. 1 Tahun 1974 yang telah dijabarkan dalam PP No. 9 

Tahun 1975, mencakup antara lain sebagai berikut: 

1) Perceraian dalam pengertian cerai talak, yaitu perceraian yang diajukan 

permohonan cerainya oleh dan atas inisiatif suami kepada Pengadilan 

Agama, yang dianggap terjadi dan berlaku beserta segala akibat 

hukumnya sejak saat perceraian itu dinyatakan (diikrarkan) di depan 

sidang Pengadilan agama ( vide Pasal 14 sampai dengan Pasal 18 PP 

No. 9 Tahun 1975) 

2) Perceraian dalam pengertian cerai gugat, yaitu perceraian yang diajukan 

gugatan cerainya oleh dan atas inisiatif istri kepada Pengadilan Agama, 

yang dianggap terjadi dan berlaku beserta segala akibat hukumnya sejak 

jatuhnya putusan Pengadilan Agama yang telah mempunyai kekuatan 

hukum tetap (vide Pasal 20 sampai dengan Pasal 36). 
51
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b. Perceraian Karena Cerai Gugat 

Gugatan perceraian diajukan oleh istri atau kuasanya kepada 

Pengadilan Agama yang daerah hukum mewilayahi tempat tinggal 

penggugat kecuali istri meninggalkan tempat kediaman bersama tanpa ijin 

suami. Jika istri meninggalkan tempat kediaman bersama tanpa ijin suami, 

gugatan harus ditujukannya kepada Pengadilan Agama yang daerah 

hukumnya mewilayahi tempat kediaman suaminya. Hak untuk memohon 

memutuskan ikatan perkawinan ini dalam Islam disebut khulu‟, yaitu 

perceraian atas keinginan pihak istri, sedang suami tidak menghendaki. 

Kh{ulu’ hanya dibolehkan kalau ada alasan yang sah, atau seorang suami 

meninggalkan istrinya dan tanpa alasan yang sah, atau suami murtad dan 

tidak memenuhi kewajiban atas istrinya. Sedangkan istri khawatir akan 

melanggar hukum Allah, dalam kondisi seperti ini si istri tidak wajib 

menggauli suaminya dengan baik dan ia berhak untuk kh{ulu’. Alasan-

alasan yang dapat dijadikan oleh istri untuk mengajukan gugatan perceraian 

sama dengan alasan yang digunakan dalam perceraian karena talak.
52

 

Hukum kh{ulu’ atau perceraian yang dikehendaki oleh istri ini 

menurut jumhur ulama hukumnya adalah boleh atau mubah. Dasar dari 

kebolehannya terdapat dalam Al-Qur‟an Surat al-Baqarah ayat 229: 

نِ  ا رَّتَ مَ قُ  طَّلًَّ ل نٍ  ِ  ا ا سَ حْ إِ بِ حٌ  ريِ سْ تَ وْ  أَ رُوفٍ  بَِِعْ كٌ  ا سَ مْ إِ وَلََ  ِ  فَ
لََّ  أَ ا  فَ يَََا نْ  أَ لََّ  إِ ا  ئً يْ شَ نَّ  وهُ مُ تُ يْ  َ ت آ مَِِّا  وا  ذُ خُ أْ تَ نْ  أَ مْ  كُ لَ لُّ  يَُِ
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مَ  ي قِ لَّهِ يُ ل ا ودَ  دُ حُ لًَّ  ِ  ا  فَ لَّهِ  ل ا ودَ  دُ حُ ا  مَ ي قِ يُ لََّ  أَ مْ  تُ فْ خِ نْ  إِ فَ
هِ  بِ تْ  دَ تَ  ْ ف ا ا  مَ ي فِ ا  مَ هِ يْ لَ عَ احَ  نَ لًَّ  ِ  جُ فَ لَّهِ  ل ا ودُ  دُ حُ كَ  لْ تِ

ا  وهَ دُ تَ عْ  َ ولَ  ِ  ت أُ فَ لَّهِ  ل ا ودَ  دُ حُ دَّ  عَ  َ ت  َ ي نْ  ونَ ِ  وَمَ مُ لِ ظَّا ل ا مُ  هُ كَ   ئِ
53
 

Talak (yang dapat dirujuki) dua kali. setelah itu boleh rujuk lagi 

dengan cara yang ma'ruf atau menceraikan dengan cara yang baik. 

tidak halal bagi kamu mengambil kembali sesuatu dari yang telah 

kamu berikan kepada mereka, kecuali kalau keduanya khawatir 

tidak akan dapat menjalankan hukum-hukum Allah. jika kamu 

khawatir bahwa keduanya (suami isteri) tidak dapat menjalankan 

hukum-hukum Allah, Maka tidak ada dosa atas keduanya tentang 

bayaran yang diberikan oleh isteri untuk menebus dirinya. Itulah 

hukum-hukum Allah, Maka janganlah kamu melanggarnya. 

Barangsiapa yang melanggar hukum-hukum Allah mereka Itulah 

orang-orang yang zalim. 
 

 

Adapun rukun-rukun kh{ulu’ menurut ulama Hanafiyyah ada dua 

macam, yaitu ijab dari pihak istri dan qabul dari pihak suami. 

Adapun rukun dan syarat kh{ulu’ adalah sebagai berikut: 

1) Rukun-rukun kh{ulu’: 

a) Al-Qabil adalah penerima kh{ulu’, yaitu pihak istri 

b) Al-Mujib adalah orang yang menyatakan ijab kh{ulu’, yaitu pihak 

suami 

c) Al-Iwad{ sesuatu yang dibayarkan untuk kh{ulu’. 

d) Al-Mu’awwad adalah sesuatu yang diganti dengan iwad{, dalam hal 

ini adalah bud{u’nya sang istri (hak mengambil 

kesenangan/kemanfaatan pada istri). 

e) Al-Shighat adalah lafadz yang digunakan untuk kh{ulu’, misalnya 

“saya mengkhulu‟ kamu dengan lima juta rupiah”. 
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2) Syarat-syarat kh{ulu’: 

Ada beberapa syarat bagi pasangan suami istri untuk bisa 

melakukan kh{ulu’, sebagai berikut: 

a) Seorang istri boleh meminta kepada suaminya untuk melakukan 

kh{ulu’,  jika tampak adanya bahaya yang mengancam dan dia 

merasa takut tidak menegakkan hukum Allah 

b) Kh{ulu’ itu hendaknya dilakukan tanpa dibarengi dengan tindakan 

penganiayaan yang dilakukan oleh suami. Jika suami melakukan 

penganiayaan, maka ia tidak boleh mendapat sesuatu apapun dari 

istrinya. 

c) Kh{ulu’ itu berasal dari istri dan bukan dari suami.
54

 

4. Akibat Hukum Perceraian 

Menurut Pasal 156 Kompilasi Hukum Islam dijelaskan akibat hukum 

dari perceraian meliputi: 

a. Anak yang belum mumayyiz berhak mendapatkan hadhanah dari ibunya, 

kecuali bila ibunya telah meninggal dunia, maka kedudukannya digantikan 

oleh: 

1) Wanita-wanita dalam garis lurus dari ibu 

2) Ayah 

3) Wanita-wanita dalam garis lurus ke atas dari ayah 

4) Saudara perempuan dari anak yang bersangkutan 

5) Wanita-wanita kerabat sedarag menurut garis samping dari ibu 

6) Wanita-wanita kerabat sedarah menurut garis samping dari ayah. 
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b. Anak yang sudah mumayyiz berhak memilih untuk mendapatkan hadhanah 

dari ayah atau ibunya 

c. Apabila pemegang hadhanah ternyata tidak dapat menjamin keselamatan 

jasmani dan rohani anak, meskipun biaya nafkah dan hadhanah telah 

tercukupi, maka atas permintaan kerabat yang bersangkutan, Pengadilan 

Agama dapat memindahkan hak hadhanah kepada kerabat lain yang 

mempunyai hak hadhanah pula. 

d. Semua biaya hadhanah dan nafkah anak menjadi tanggungan ayah menurut 

kemampuannya, sekurang-kurangnya sampai anak tersebut dewasa dan 

dapat mengurus diri sendiri (21 tahun). 

e. Bilamana terjadi perselisihan mengenai hadhanah dan nafkah anak, 

Pengadilan Agama memberikan putusannya berdasarkan huruf (a), (b), (c), 

dan (d). 

f. Pengadilan dapat pula dengan mengingat kemampuan ayahnya menetapkan 

jumlah biaya untuk pemeliharaan dan pendidikan anak yang tidak turut 

padanya. 
55

 

Akibat hukum khuluk adalah mengurangi jumlah talak dan tidak dapat 

dirujuk. Kemudian akibat hukum li‟an adalah bilamana li‟an terjadi maka 

perceraian itu putus untuk selama-lamanya dan anak yang dikandung 

dinasabkan kepada ibunya, sedang suami terbebas dari kewajiban memberi 

nafkah (Pasal 162 KHI).
56
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B. Tata Cara Perceraian Di Pengadilan Agama 

Dalam Bab IV UU No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama diatur 

tentang Hukum Acara di lingkungan Peradilan Agama yang terdiri dari Pasal 54 

sampai dengan Pasal 91. Peradilan Agama adalah adalah salah satu dari tiga 

Peradilan Khusus di Indonesia. Sebagai Peradilan Khusus, Peradilan Agama 

mengadili perkara-perkara perdata tertentu, dan hanya untuk orang-orang tertentu 

saja. Peradilan Agama hanya berwenang dibidang perdata Islam tertentu saja dan 

hanya untuk orang-orang Islam di Indonesia. Oleh karena itu, Peradilan Agama 

dapat disebut sebagai Peradilan Islam di Indonesia, yang pelaksanaannya telah 

disesuaikan dengan keadaan di Indonesia.
57

 

Berdasarkan ketentuan Pasal 54 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 

tentang Peradilan Agama, hukum acara yang berlaku pada pengadilan di 

lingkungan Peradilan Agama adalah sebagaimana juga hukum acara perdata yang 

berlaku di lingkungan Peradilan Umum, di samping hukum acara khusus yang 

diatur tersendiri terutama dalam memeriksa perkara sengketa perkawinan.
58

 

Berdasarkan Pasal 49 UU No. 3 Tahun 2006 tentang perubahan atas 

Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, bahwa Peradilan 

Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara 

di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang: (1) 
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Perkawinan, (2) Waris, (3) Wasiat, (4) Hibah, (5) Wakaf, (6) Zakat, (7) Infak, (8) 

Shadaqah, (9) Ekonomi Syari‟ah.
59

 

Kekuasaan peradilan kaitannya dengan hukum acara perdata biasanya 

menyangkut dua hal yaitu kekuasaan relatif dan kekuasaan absolut. Yang 

dimaksud dengan kekuasaan relatif disini adalah kekuasaan peradilan yang satu 

jenis dan satu tingkatan. Sedangkan kekuasaan absolut adalah kekuasaan 

peradilan yang berhubungan dengan jenis perkara atau jenis pengadilan atau 

tingkatan pengadilan. 
60

 

Kekuasaan relatif berhubungan dengan daerah hukum suatu pengadilan, 

baik pengadilan tingkat tingkat pertama maupun pengadilan tingkat banding. 

Artinya, cakupan dan batasan kekuasaan relatif pengadilan ialah meliputi daerah 

hukumnya berdasarkan peraturan perundang-undangan. Daerah hukum 

Pengadilan Agama, sebagaimana Pengadilan Negeri, meliputi wilayah Kotamadya 

dan Kabupaten. 
61

 

Kekuasaan absolut pengadilan berkenaan dengan jenis perkara dan jenjang 

pengadilan. Pengadilan dalam lingkup Peradilan Agama memiliki kekuasaan 

memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara  perdata tertentu di kalangan 

golongan rakyat tertentu, yaitu orang-orang yang beragama Islam. Peradilan 

Agama dapat dikatakan sebagai peradilan keluarga bagi orang-orang yang 

beragama Islam. Sebagai suatu peradilan keluarga, yaitu peradilan yang 
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menangani perkara-perkara dibidang Hukum Keluarga, tentulah jangkauan 

tugasnya berbeda dengan Peradilan Umum. Kompetensi absolut Peradilan Agama 

yaitu perkara bidang perkawinan, kewarisan, wasiat, hibah, wakaf dan shadakah.
62

 

Dalam UU No. 1 Tahun 1974 Pasal 40 dikatakan bahwa gugatan 

perceraian diajukan ke Pengadilan. Tata cara mengajukan gugatan tersebut diatur 

dalam peraturan perundangan tersendiri. Pengadilan yang dimaksud disini adalah 

Pengadilan Agama untuk mereka yang beragama Islam dan Pengadilan Negeri 

untuk yang lain (Pasal 63 ayat 1 UU No. 1 Tahun 1974 dan Pasal 16 PP No. 9 

Tahun 1957). 

Tata cara perceraian diatur dalam PP No. 9 Tahun 1975 Bab V Pasal 14-36 

dan di dalam UU No. 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama pada Bab IV tentang 

Hukum Acara yang mengatur tentang pemeriksaan sengketa perkawinan, cerai 

talak (Pasal 6-72), cerai gugat (Pasal 73-86), cerai dengan alasan zina (Pasal 87-

88). 
63

 

Perceraian dalam ikatan perkawinan merupakan sesuatu yang dibolehkan 

dalam ajaran Islam. Perceraian terjadi apabila sudah ditempuh cara untuk me 

wujudkan kerukunan, kedamaian dan kebahagiaan, namun harapan dalam tujuan 

perkawinan tidak terwujud atau tercapai. Tata cara perceraian bila dilihat dari 

aspek subjek hukum atau pelaku yang mengawali terjadinya perceraian dapat 

dibagi dalam dua aspek yaitu: 

1. Cerai Talak 
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Apabila suami yang mengajukan permohonan ke Pengadilan untuk 

menceraikan istrinya, kemudian sang istri menyetujuinya disebut cerai talak. 

Hal ini diatur dalam Pasal 66 UUPA. 

1. Seorang suami beragama Islam yang akan menceraikan istrinya mengajukan 

permohonan kepada Pengadilan untuk mengadakan sidang guna 

menyaksikan ikrar talak.(ana dwk) Permohonan diajukan secara tertulis atau 

lisan kepada bagian pendaftaran perkara yaitu Sub Kepanitreraan 

Permohonan dan membayar biaya perkara.
64

 

2. Permohonan sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1) diajukan kepada 

Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman termohon 

kecuali apabila termohon dengan sengaja meninggalkan tempat kediaman 

yang ditentukan bersama tanpa izin pemohon. 

3. Dalam hal termohon bertempat kediaman d  i luar negeri, permohonan 

diajukan kepada Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat 

kediaman pemohon 

4. Dalam hal pemohon dan termohon bertempat kediaman di luar negeri, maka 

permohonan diajukan kepada Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi 

tempat perkawinan mereka dilangsungkan atau kepada Pengadilan Agama 

Jakarta Pusat. 

5. Permohonan soal penguasaan anak, nafkah anak, nafkah istri, dan harta 

bersama suami istri dapat diajukan bersama-sama dengan permohonan cerai 

talak ataupun sesusah ikrar talak diucapkan. 

 

Sesudah permohonan cerai talak diajukan ke Pengadilan Agama, 

Pengadilan Agama melakukan pemeriksaan mengenai alasan-alasan yang 

menjadi dasar diajukannya permohonan tersebut. Hal ini diatur dalam Pasal 68 

UUPA dan Pasal 131 KHI. 

 

Pasal 68 UUPA 

1. Pemeriksaan permohonan cerai talak dilakukan oleh Majelis Hakim 

selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari setelah berkas atau surat 

permohonan cerai talak didaftarkan di Kepaniteraan 
 

2. Pemeriksaan permohonan cerai talak dilakukan dalam sidang tertutup 
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 Pasal 131 KHI 

1. Pengadilan Agama yang bersangkutan mempelajari permohonan dimaksud 

Pasal 129 dan dalam waktu selambat-lambatnya tiga puluh hari memanggil 

pemohon dan istrinya untuk meminta penjelasan tentang segala sesuatu 

yang berhubungan dengan maksud menjatuhkan talak. 

2. Setelah Pengadilan Agama tidak berhasil menasehati kedua belah pihak dan 

ternyata cukup alasan untuk menjatuhkan talak serta yang bersangkutan 

tidak mungkin lagi hidup rukun dalam rumah tangga, Pengadilan Agama 

menjatuhkan keputusannya tentang izin bagi suami untuk mengikrarkan 

talak 

3. Setelah keputusan mempunyai kekuatan hukum tetap, suami mengikrarkan 

talaknya di depan sidang Pengadilan Agama, dihadiri oleh istri dan 

kuasanya 

4. Bila suami tidak mengucapkan ikrar talak dalam tempo 6 (enam) bulan 

terhitung sejak putusan Pengadilan Agama tentang izin ikrar talak baginya 

mempunyai kekuatan hukum tetap, maka hak suami untuk mengikrarkan 

talak gugur dan ikatan perkawinan tetap utuh 

5. Setelah sidang penyaksian ikrar talak, Pengadilan Agama membuat 

penetapan tentang terjadinya talak rangkap empat yang merupakan bukti 

perceraian bagi bekas suami dan istri.
65

 

Selain itu Proses Hukum Cerai Talak antara lain: 

a. Pengajuan Permohonan Cerai Talak 

Seorang suami yang beragam Islam yang akan menceraikan istrinya, 

menurut Pasal 66 jo. Pasal 67 UU No. 7 Tahun 1989 jo. UU No. 3 Tahun 

2006 jo. UU No. 50 Tahun 2009, mengajukan permohonan ke Pengadilan 

Agama untuk mengadakan sidang guna menyaksikan ikrar talak. Jadi, dalam 

proses hukum cerai talak, suami berkedudukan hukum sebagai pemohon, 

sedangkan istri berkedudukan hukum sebagai termohon. 
66

 

Isi permohonan dari ketentuan Pasal 66 ayat (1) dan (2) jo. Pasal 57 

UU Peradilan Agama yang perlu diperhatikan adalah: 

1) Identitas Pemohon dan Termohon. 
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2) Posita, hendaknya singkat, kronologis, jelas, tepat dan terarah untuk 

mendukung isi tuntutan. 

3) Petitum, yaitu isi tuntutan yang oleh pemohon agar dikabulkan oleh 

hakim.
67

 

b. Pemeriksaan dan Perdamaian Permohonan Cerai Talak 

Pemeriksaan permohonan cerai talak, menurut Pasal 68 UU No. 7 

Tahun 1989 jo. UU No. 3 Tahun 2006 jo. UU No. 50 Tahun 2009, dilakukan 

oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama selambat-lambatnya 30 hari setelah 

berkas atau surat permohonan cerai talak didaftarkan di Kepaniteraan. 

Pemeriksaan permohonan cerai talak dilakukan dalam sidang tertutup. 

Jangka waktu 30 hari yang diberikan kepada Majelis Hakim 

Pengadilan Agama dimaksudkan untuk memberikan kesempatan untuk 

memeriksa secara teliti dan cermat dalam rangka mempelajari substansi surat 

permohonan cerai talak, karena dalam permohonannya harus diuraikan 

alasan-alasan perceraian. Selain itu, juga sesuai dengan asas peradilan 

sederhana, cepat dan biaya ringan sebagaimana terkandung dalam Pasal 2 

ayat (4) UU No. 4 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Yang 

dimaksud dengan “sederhana” adalah pemeriksaan dan penyelesaian perkara 

dilakukan dengan cara efektif dan efisien. Selanjutnya yang dimaksud “biaya 

ringan” adalah biaya perkara yang dapat dijangkau oleh masyarakat.  
68

 

Makna perdamaian dalam sengketa perceraian memiliki nilai 

keluhuran tersendiri. Usaha mendamaikan para pihak adalah beban yang 
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diwajibkan oleh hukum kepada para hakim dalam setiap memeriksa, 

mengadili, dan memutuskan perkara perceraian. Pada setiap perkara 

perceraian atas alasan perselisihan atau pertengkaran secara terus-menerus 

yang diperiksa oleh hakim dan apabila hakim tersebut belum mengadakan 

upaya perdamaian secara optimal, maka apabila telah mencapai tahap 

putusan, maka putusan yang dijatuhkan oleh hakim dalam perkara tersebut 

adalah batal demi hukum atau dapat dibatalkan. Hal ini dikarenakan hakim 

belum memenuhi tata tertib beracara dan tidak memenuhi ketentuan aturan 

perundang-undangan yang berlaku.
69

 

Hasil akhir perdamaian harus benar-benar hasil kesepakatan melalui 

kehendak bebas kedua belah pihak, sebab perdamaian dipandang dari sudut 

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (BW) termasuk bidang hukum 

perjanjian yang menuntut terpenuhinya syarat-syarat seperti yang diatur 

dalam Pasal 1320 dan 1321 KUH Perdata. Yakni pertama, adanya 

kesepakatan berdasarkan kehendak bebas kedua belah pihak. Kedua, 

kesepakatan itu tidak boleh mengandung kekhilafan, paksaan baik fisik 

maupun psikis, ataupun penipuan. Ketiga, adanya kecakapan bertindak 

hukum. Keempat, didasarkan atas sebab yang halal. Hakim dalam 

melaksanakan fungsi mendamaikan harus memperhatikan aspek tersebut 

sehingga tidak terjadi bentuk perdamaian yang dihasilkan merupakan 

kehendak kedua belak pihak.
70
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c. Pengucapan dan Penyaksian Ikrar Talak 

Setelah Majelis Hakim berkesimpulan bahwa kedua belah pihak 

sudah tidak dapat didamaikan lagi dan telah memenuhi alasan perceraian, 

maka Majelis Hakim berdasarkan Pasal 70 UU No. 7 Tahun 1989 jo. UU No. 

3 Tahun 2006 jo. UU No. 50 Tahun 2009 menetapkan bahwa permohonan 

tersebut dikabulkan. Terhadap penetapan Majelis Hakim tentang pengabulan 

permohonan cerai telak tersebut, istri sebagai termohon dapat mengajukan 

upaya hukum banding ke Pengadilan Tinggi. 

Setelah penetapan tentang pengabulan permohonan cerai talak 

tersebut memperoleh kekuatan hukum tetap, Majelis Hakim kemudian 

menentukan hari sidang penyaksian ikrar talak dengan memanggil kedua 

belah pihak baik suami maupun istri atau wakilnya untuk menghadiri sidang 

penyaksian ikrar talak tersebut. Dalam penyaksian ikrar talak itu suami 

sebagai pemohon atau wakilnya diberi kuasa khusus dalam suatu “akta 

otentik” untuk mengucapkan ikrar talak.
71

 

Jika istri sebagai termohon telah mendapat panggilan yang sah dan 

patut, tetapi tidak datang menghadap sidang atau tidak mendatangkan 

wakilnya, maka suami sebagai pemohon atau wakilnya dapat mengucapkan 

ikrar talak tanpa kehadiran istri atau wakilnya. Jika suami sebagai pemohon 

dalam tenggang waktu 6 bulan sejak ditetapkan hari sidang penyaksian ikrar 

talak, tidak datang pada sidang tersebut padahal sudah mendapat panggilan 

                                                             
71

 Muhammad Syaifuddin, dkk, Hukum Perceraian, hlm. 247. 



43 
 

 
 

yang sah dan patut, maka gugurlah kekuatan hukum dari penetapan Majelis 

Hakim tentang pengabulan permohonan cerai talak. 
72

 

d. Penetapan Hakim tentang Putusnya Perkawinan karena Cerai Talak 

Majelis Hakim membuat penetapan yang isinya menyatakan bahwa 

perkawinan putus sejak ikrar talak diucapkan dan penetapan tersebut tidak 

dapat dimintakan upaya hukum banding maupun kasasi ke Mahkamah 

Agung. Menurut Pasal 72 jo. Pasal 84 ayat (1) UU No. 7 Tahun 1989 jo. UU 

No. 3 Tahun 2006 jo. UU No. 50 Tahun 2009, salinan penetapan Majelis 

Hakim wajib dikirimkan oleh Panitera atau Pejabat yang ditunjuk oleh 

Pengadilan Agama, apabila sudah mempunyai kekuatan hukum tetap, tanpa 

bermaterai kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi 

kediaman suami sebagai pemohon dan istri sebagai termohon untuk 

mendaftarkan Penetapan Majelis Hakim tentang putusnya perkawinan karena 

cerai talak.
73

 

2. Cerai Gugat 

Cerai gugat adalah ikatan perkawinan yang putus sebagai akibat 

permohonan yang diajukan oleh istri ke Pengadilan Agama, yang kemudian 

termohon (suami) menyetujuinya, sehingga Pengadilan Agama mengabulkan 

permohonan tersebut. Cerai gugat diatur dalam Pasal 73 UUPA sebagai 

berikut: 
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Pasal 73 UUPA 

 

1. Gugatan perceraian diajukan oleh istri atau kuasanya kepada Pengadilan 

yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman penggugat, kecuali 

apabila penggugat dengan sengaja meninggalkan tempat kediaman bersama 

tanpa ijin tergugat 

2. Dalam hal penggugat bertempat kediaman di luar negeri, gugatan perceraian 

diajukan kepada Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat 

kediaman tergugat 

3. Dalam hal penggugat dan tergugat bertempat kediaman di luar negeri, maka 

gugatan diajukan kepada Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi 

perkawinan mereka dilangsungkan atau ke Pengadilan Agama Jakarta 

Pusat.
74

 

 

Proses Hukum Cerai Gugat 

a. Pengajuan Gugatan Perceraian 

Gugatan perceraian menurut Pasal 73 UU No. 7 Tahun 1989 jo. UU 

No. 3 Tahun 2006 jo. UU No. 50 Tahun 2009 diajukan oleh istri sebagai 

penggugat atau kuasanya kepada Pengadilan Agama yang daerah hukumnya 

meliputi tempat kediaman istri sebagai penggugat, kecuali jika istri dengan 

sengaja meninggalkan tempat kediaman bersama tanpa ijin suami sebagai 

tergugat. Jika istri bertempat tinggal di luar negeri, maka gugatan perceraian 

diajukan kepada Pengadilan Agama yang daerah hukumnya meliputi tempat 

kediaman suami sebagai tergugat. Jika istri dan suami bertempat kediaman 

di luar negeri, maka gugatan perceraian diajukan kepada Pengadilan Agama 

yang daerah hukumnya meliputi tempat perkawinan mereka dilangsungkan 

atau ke Pengadilan Agama Jakarta Pusat.
75

 

Apabila gugatan perceraian didasarkan atas alasan salah satu pihak 

mendapat pidana penjara, maka untuk memperoleh putusan perceraian 

sebagai bukti, menurut Pasal 74 UU No. 7 Tahun 1989 jo. UU No. 3 Tahun 
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2006 jo. UU No. 50 Tahun 2009 istri cukup menyampaikan salinan putusan 

Pengadilan Negeri yang berwenang memutuskan perkara disertai keterangan 

bahwa putusan itu mempunyai kekuatan hukum tetap. 

Apabila gugatan perceraian didasarkan karena suami memiliki cacat 

badan atau penyakit sehingga tidak dapat menjalankan kewajibannya 

sebagai suami, menurut Pasal 75 UU No. 7 Tahun 1989 jo. UU No. 3 Tahun 

2006 jo. UU No. 50 tahun 2009, dapat memerintahkan suami untuk 

memeriksakan diri ke dokter.
76

 

Apabila gugatan perceraian didasarkan atas alasan syiqaq 

(pertengkaran), maka menurut Pasal 76 UU No. 7 Tahun 1989 jo. UU No. 3 

Tahun 2006 jo. UU No. 50 tahun 2009, harus didengar keterangan saksi-

saksi yang berasal dari keluarga atau orang-orang yang dekat dengan suami 

istri tersebut. Setelah Majelis Hakim mendengarkan keterangan saksi, 

kemudian Majelis Hakim mengangkat seorang atau lebih dari masing-

masing keluarga kedua belah pihak maupun orang lain untuk dijadikan 

sebagai Hakam.
77

 

b. Penetapan Pengadilan tentang Tindakan Sementara untuk Melindungi Hak 

Suami Istri dan Anak-Anak Selama Berlangsungnya Gugatan Perceraian. 

Atas permohonan istri sebagai penggugat atau suami sebagai tergugat 

atau berdasarkan pertimbangan bahaya yang mungkin ditimbulkan selama 

berlangsungnya gugatan perceraian, berdasarkan Pasal 77 UU No. 7 Tahun 
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1989 jo. UU No. 3 Tahun 2006 jo. UU No. 50 tahun 2009, Pengadilan 

Agama mengizinkan suami dan istri untuk tidak tinggal dalam satu rumah. 

Kemudian menurut Pasal 78 UU No. 7 Tahun 1989 jo. UU No. 3 

Tahun 2006 jo. UU No. 50 tahun 2009, istri dapat menentukan nafkah yang 

ditanggung suami atau menentukan hal-hal yang perlu untuk menjamin 

pemeliharaan dan pendidikan anak atau menentukan hal-hal untuk 

menjamin terpeliharanya barang-barang yang menjadi hak bersama suami 

istri atau barang-barang yang menjadi hak istri.
78

 

Selanjutnya menurut Pasal 79 UU No. 7 Tahun 1989 jo. UU No. 3 

Tahun 2006 jo. UU No. 50 tahun 2009, gugatan perceraian dapat gugur 

apabila diantara suami dan istri ada yang meninggal dunia sebelum adanya 

putusan Pengadilan Agama.
79

 

c. Pemeriksaan dan Perdamaian Guagatan Perceraian 

Menurut Pasal 80 UU No. 7 Tahun 1989 jo. UU No. 3 Tahun 2006 jo. 

UU No. 50 tahun 2009, Majelis Hakim melakukan pemeriksaan atas 

gugatan perceraian selambat-lambatnya 30 hari setelah berkas gugatan 

perceraian didaftarkan ke Kepaniteraan Pengadilan Agama. Pemeriksaan itu 

dilakukan dalam sidang tertutup.
80

 

 Menurut Pasal 82 UU No. 7 Tahun 1989 jo. UU No. 3 Tahun 2006 jo. 

UU No. 50 tahun 2009, pada sidang pertama pemeriksaan gugatan 

perceraian Majelis Hakim berusaha mendamaikan kedua belah pihak. Pada 

sidang tersebut suami dan istri harus datang secara pribadi, kecuali apabila 
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salah satu pihak bertempat tinggal di luar negeri maka dapat diwakilkan 

oleh kuasanya secara khusus. Apabila kedua belah pihak bertempat tinggal 

di luar negeri maka pada sidang pertama yang merupakan sidang 

perdamaian itu harus mengahadap secara pribadi. Selama perkara tersebut 

belum diputuskan maka usaha untuk mendamaikan dapat dilakukan pada 

setiap sidang pemeriksaan.
81

 

Upaya mencapai perdamaian wajib dilakukan dengan cara mediasi 

yaitu suatu usaha untuk mendamaikan suami dan istri yang dimediasi oleh 

Hakim sebagai mediator yang ditunjuk Oleh Pengadilan Agama. 

Berdasarkan PERMA No. 1 Tahun 2008 mediasi dilakukan dalam jangka 

waktu paling lama 40 hari dan dapat diperpanjang selama 14 hari. 

Jika terjadi perdamaian, berdasarkan Pasal 83 UU No. 7 Tahun 1989 

jo. UU No. 3 Tahun 2006 jo. UU No. 50 tahun 2009, tidak dapat diajukan 

gugatan perceraian baru berdasarkan alasan yang ada. Pasal ini mengandung 

asas nebis in idem atau “tidak dua kali dalam hal yang sama”. Namun 

apabila mediasi gagal, maka moderator membuat surat untuk disampaikan 

kepada Majelis Hakim bahwasanya pasangan suami istri tersebut gagal 

mencapai perdamaian. Akibat hukumnya, Majelis Hakim harus melanjutkan 

proses hukum cerai gugat tersebut.
82

 

d. Putusan Pengadilan tentang Putusnya Perkawinan karena Gugatan 

Perceraian 

Putusan Pengadilan Agama tentang putusnya perkawinan karena 

gugatan perceraian diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan sejak 
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putusan Pengadilan Agama memperoleh kekuatan hukum tetap, perceraian 

itu dianggap terjadi beserta segala akibat hukumnya sebagaimana tercantum 

pada  Pasal 81 ayat (1)  dan (2) UU No. 7 Tahun 1989 jo. UU No. 3 Tahun 

2006 jo. UU No. 50 tahun 2009.  

Kemudian menurut Pasal 84 ayat (4) UU No. 7 Tahun 1989 jo. UU 

No. 3 Tahun 2006 jo. UU No. 50 tahun 2009, Panitera berkewajiban 

memberikan akta cerai sebagai bukti cerai gugat kepada para pihak 

selambat-lambatnya 7 hari terhitung setelah putusan Pengadilan Agama 

memperoleh kekuatan hukum tetap.
83

 

 

C. Faktor-Faktor Perceraian Tenaga Kerja Wanita 

1. Alasan menjadi tenaga kerja wanita 

Pada zaman sekarang ini banyak problem rumah tangga yang muncul 

yang dapat menjadi tantangan bagi pasangan suami istri untuk 

mengahadapinya. Salah satu problem yang sering terjadi dalam kehidupan 

berumah tangga adalah kurang tercukupinya kebutuhan hidup dalam keluarga. 

Masalah ekonomi yang biasa timbul dalam kehidupan berumah tangga 

menjadikan salah satu anggota keluarga terutama wanita untuk ikut serta 

dalam memenuhi kebutuhan hidup dengan bekerja. 

Ekonomi merupakan merupakan masalah yang penting dalam 

kehidupan. Masalah ekonomi sering berhubungan dengan masalah pendapatan 

atau penghasilan. Dengan penghasilan yang cukup atau bahkan lebih, kita 
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akan dapat memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari.
84

 Hidup sejahtera 

merupakan harapan setiap orang. Hidup sejahtera diidentikan dengan 

terpenuhinya kebutuhan primer dan sekunder. Namun dalam kehidupan 

berumah tangga terkadang hal tersebut menjadi permasalahan. 

Tuntutan untuk mengahadapi permasalahan pemenuhan kebutuhan 

keluarga, para wanita mengembangkan strategi dan jalan keluar agar dapat 

bertahan.  Bagi sebagian kalangan wanita, bekerja menjadi tenaga kerja wanita 

di luar negeri merupakan solusi terbaik untuk membantu memperbaiki 

perekonomian keluarga. Mereka lebih memilih untuk bekerja di luar negeri 

karena lapangan kerja yang semakin menyempit di negeri sendiri dan kecilnya 

upah saat mereka bekerja di negeri sendiri. 

Persoalan di atas adalah salah satu alasan atau faktor pendorong bagi 

para wanita untuk memilih bekerja sebagai tenaga kerja wanita di luar negeri.  

Sebagian kalangan masyarakat terutama wanita memiliki persepsi bahwasanya 

mereka dapat mengecap kesuksesan di perantauan dengan berpisah dari 

kampung halaman, keluarga dan juga sanak saudara yang mereka cintai. 

Faktor lain adalah adanya informasi mengenai kesempatan bekerja di luar 

negeri dengan upah yang tinggi dan syarat yang mudah bagi TKI perempuan 

dibandingkan dengan TKI laki-laki, serta melihat bukti nyata kesuksesan hasil 

kerja orang lain membuat perempuan memilih untuk bekerja di luar negeri 

dengan harapan mampu mengubah kehidupan dari segi ekonomi dan sosial. 

Latar belakang kehidupan ekonomi yang kurang menguntungkan, 

pendapatan kecil dan pas-pasan yang tidak dapat mencukupi kebutuhan 
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sehari-hari menjadi persoalan yang harus dipecahkan dikarenakan 

meningkatnya kebutuhan ekonomi membuat para perempuan mengambil 

keputusan untuk memilih menjadi tenaga kerja wanita yang diharapkan akan 

memulihkan keadaan ekonomi keluarga mereka. 

Alasan atau faktor pendorong lain untuk bekerja di luar negeri adalah 

situasi pasar tenaga kerja domestik yang kelebihan suplai. Sementara itu 

situasi ketenagakerjaan Indonesia cenderung tinggi tingkat penganggurannya 

dan lemahnya daya serap pada bidang formal. Begitu pula lapangan kerja di 

bidang informal dengan upah yang relatif rendah. Realita ini yang 

menyebabkan para pencari kerja memilih alternatif untuk bekerja di luar 

negeri. Ditambah dengan faktor penarik dari luar negeri berupa upah yang 

lebih tinggi di banding bekerja di dalam negeri menambah motivasi bagi para 

pencari kerja untuk bekerja di luar negeri. 
85

  

Sebagai TKW juga tidak hanya semata-mata untuk memperbaiki 

perekonomian keluarga, tetapi juga karena sempitnya lahan kerja di Indonesia 

dan untuk mencari ataupun menambah pengalaman kerja. Dorongan dari 

keluarga juga dapat menjadi alasan keberangkatan TKW ke luar negeri 

dikarenakan rata-rata keluarganya berprofesi sebagai TKI. 
86

 

2. Hubungan suami istri sebelum menjadi TKW dan pasca menjadi TKW 

Keberangkatan tenaga kerja wanita ke luar negeri untuk bekerja dapat 

menimbulkan dampak positif dan negatif terutama bagi keluarga. Dampak 

positif dari keberangkatan TKW terhadap keluarga adalah terpenuhinya 
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kebutuhan ekonomi rumah tangga yang sebelumnya mungkin sangat sulit 

terpenuhi.  

Selain adanya dampak positif dari bekerja menjadi tenaga kerja wanita, 

ada juga dampak negatif yang akan timbul sebagai konsekuensi menjadi 

tenaga kerja wanita di luar negeri terutama terhadap diri sendiri, rumah tangga 

maupun terhadap anak seperti kurangnya kasih sayang ibu terhadap anak dan 

dampak paling ekstrim yang dapat terjadi adalah perceraian. Keluarga yang 

tidak utuh dapat berpengaruh negatif terhadap perkembangan anak. Dalam 

masa pertumbuhan seorang anak membutuhkan suasana keluarga yang hangat 

dan penuh kasih sayang.  

Kepergian tenaga kerja wanita ke luar negeri juga berpengaruh 

terhadap perubahan struktur dalam keluarga. Sistem keluarga Indonesia 

menganut sistem patriarki yaitu menganggap laki-laki atau suami sebagai 

pencari nafkah utama dalam keluarga. Namun dengan kepergian istri bekerja 

menjadi tenaga kerja wanita menyebabkan terjadinya pergeseran peran karena 

pencari nafkah utama adalah sang istri. Hal ini dapat berakibat terjadinya 

keterpisahan anggota keluarga dan keberfungsian keluarga antara lain 

berkurangnya intensitas komunikasi, melemahnya ikatan kekerabatan, 

goyahnya stabilitas keluarga, serta melonggarnya keterikatan moral terhadap 

budaya setempat.
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Resiko bekerja sebagai tenaga kerja wanita di luar negeri tidaklah 

kecil. Kasus-kasus penganiayaan terhadap tenaga kerja wanita sudah banyak 

terjadi. Kasus kekerasan fisik merupakan kasus yang sering terjadi di kalangan 

tenaga kerja wanita. Kekerasan fisik adalah perbuatan yang mengakibatkan 

rasa sakit, jatuh sakit atau luka berat. Jenis kekerasan ini paling mudah 

diidentifikasi karena dapat meninggalkan bekas luka seperti memar dan 

pendarahan. Kekerasan fisik yang biasa dialami oleh tenaga kerja wanita 

adalah dijambak, ditendang, dilukai atau mengalami pemukulan.
88

 

Kasus lain yang menimpa tenaga kerja wanita berkaitan dengan 

pelanggaran kontrak kerja, misalnya gaji yang tidak kunjung dibayarkan, jam 

kerja yang berlebihan dan beban kerja yang tidak sesuai dengan yang 

tercantum dalam kontrak kerja. Adapun beberapa kasus yang dianggap berat 

seperti kekerasan dan pelecehan seksual.
89

  

Perubahan sosial yang dialami TKW adalah perubahan gaya hidup. 

Sebelum mereka bekerja di luar negeri kehidupan yang dijalani sangat 

sederhana layaknya orang desa pada umumnya, namun setelah kembali dari 

luar negeri mereka cenderung mengalami perubahan tersebut. Faktor 

penyebabnya adalah pengaruh lingkungan. Perubahan gaya hidup yang paling 
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jelas adalah berubahnya cara berpenampilan, perubahan selera, timbulnya sifat 

konsumerisme terhadap gadget dan fashion. 
90

  

Akibat dari istri yang berangkat bekerja ke luar negeri juga 

menyangkut tentang pemenuhan hak dan kewajibannya terhadap suami. 

Akibat yang timbul adalah kebutuhan biologis kurang terpenuhi dengan baik. 

Dalam berkeluarga, nafkah batin juga cukup penting bagi keharmonisan 

rumah tangga. Dengan meninggalkan suami untuk bekerja, pastilah kebutuhan 

biologis keduanya kurang terpenuhi dengan baik. Sebagai manusia normal, 

kebutuhan biologis adalah kebutuhan yang tidak dapat disepelekan. Karena 

semua itu bisa menimbulkan hal yang tidak diinginkan oleh setiap pasangan 

hidup. Bahaya yang timbul dari hal ini adalah dapat timbul perasaan nyaman 

jika sendirian, karena sudah terbiasa tinggal terpisah dari pasangan yang 

akhirnya masing-masing menikmati kesendirian tersebut.
91

 

Keberangkatan istri (ibu) sebagai tenaga kerja wanita di luar negeri 

juga akan berdampak terhadap anak. Sebagai gantinya sang anak akan diasuh 

oleh anggota keluarga yang lain seperti bapak, nenek ataupun kakeknya. 

Anak-anak mereka biasanya dicukupi kebutuhan fisiknya oleh kakek atau 

neneknya dari hasil kerja sang ibu sebagai TKW. Namun kebutuhan rohani 

dan kasih sayang dari seorang ibu sangatlah sedikit untuk sang anak. Efeknya 

akan membawa pengaruh psikologis yang luar biasa besar pada anak. 

                                                             
90

 Eli Karlina, Muhammad Arif, Sodikin, “Pengaruh Bekerja di Luar Negeri terhadap Tingkat 

Ekonomi dan Perceraian”, Jurnal Pendidikan Ilmu Sosial Vol. 4 (1), 2017, Jakarta: UIN Syarif 

Hidayatullah Jakarta, hlm. 55. 
91

 Dwi Suratno, Ermi Suhasti, “Hak dan Kewajiban Suami Istri pada Keluarga TKI di Desa 

Tresnorejo, Kebumen, Jawa Tengah: Antara Yuridis dan Realita”, Jurnal Hukum Keluarga Islam Vol. 8 

No. 1, 2015, yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, hlm. 82. 



54 
 

 
 

Kenakalan remaja seperti kebut-kebutan, merokok, minum-minuman keras 

kerap kali dilakukan oleh anak-anak TKW tersebut. Kondisi dan keadaan ini 

yang paling ditakutkan karena akan membawa pengaruh terhadap peranan dan 

pola pelaksanaannya dalam keluarga. Hal ini terjadi karena keluarga tersebut 

timpang dengan tidak adanya seorang ibu. Sebuah keluarga, khususnya 

seorang ibu memiliki tiga peran terhadap anaknya, yaitu: (1) Merawat fisik 

anak agar tetap tumbuh dan berkembang dengan sehat, (2) Proses sosialisasi 

anak agar belajar menyesuaikan diri terhadap lingkungannya (keluarga, 

masyarakat dan kebudayaan), serta (3) Kesejahteraan psikologis dan 

emosional dari anak.
92

 

Menjadi tenaga kerja wanita di luar negeri memang memberikan 

jaminan gaji yang berkali-kali lipat besarnya dibandingkan dengan bekerja di 

dalam negeri. Padahal dengan memutuskan untuk bekerja di luar negeri, 

banyak sekali resiko-resiko yang harus ditanggung terutama berkaitan dengan 

masalah keluarga. Resiko bekerja di luar negeri dengan meninggalkan 

keluarga harus dipikirkan secara matang-matang. Menjadi TKW dengan 

meningalkan keluarga selama bertahun-tahun meemiliki resiko yang tidak 

kecil. Komunikasi antar anggota keluarga akan jarang terjadi dikarenakan 

jarak dan juga kesibukan bekerja.  

Komunikasi yang jarang terjadi akan berpengaruh terhadap emosinal 

dari masing-masing anggota keluarga baik yang meninggalkan dengan yang 

ditinggalkan, terutama bagi suami dan istri. Jarak yang jauh antara suami dan 
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istri rentan menimbulkan kesalahpahaman dalam komunikasi yang terjalin.
93

 

Dalam hal komunikasi memang sedikit terhambat, karena tidak mungkin 

setiap hari harus telepon dengan biaya yang dibilang lumayan mahal. 

Komunikasi memang suatu hal yang sangat penting terlebih kepada pasangan 

yang berjauhan seperti suami atau istri yang berkerja menjadi TKI. Karena 

dengan adanya komunikasi akan berpengaruh besar terhadap kelanggengan 

rumah tangga yang bahagia, dengan adanya kesibukan dan jarak yang jauh 

dari keluarga menyebabkan kurangnya komunikasi dan jarang bertemu.
94

 

Kurangnya komunikasi akan berdampak pada keretakan rumah tangga 

antara lain karena pihak suami yang lama ditinggal oleh istri kemudian 

berselingkuh. Uang kiriman digunakan oleh suami untuk menikah lagi. 

Kondisi ini amat memperihatinkan. Demikian juga dengan pihak perempuan, 

mereka terkadang pulang ke desa dengan membawa laki-laki lain, 

menyampaikan permohonan pada suami untuk bersedia menceraikan, sebab 

mereka sudah memiliki kekasih baru di tempat kerja yang juga sama-sama 

orang Indonesia. Dalam hal ini biasanya ada perhitungan ganti rugi, serta 

perundingan pembagian harta gono gini. Kemudian terjadilah kegoncangan 

dalam rumah tangga, dengan akibat negatif yang dapat merugikan anak 
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mereka, kejadian perceraian yang demikian kebanyakan dimulai oleh pihak 

suami yang tidak sabar menunggu kedatangan istri.
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BAB III 

PROFIL PENGADILAN AGAMA PURWOKERTO DAN DESKRIPSI 

PENETAPAN HAKIM PENGADILAN AGAMA PURWOKERTO 

 

 

A. Profil Pengadilan Agama Purwokerto 

Pengadilan Agama Purwokerto beralamat di Jalan Gerilya No. 7A, Telp. 

(0281) 636366, Fax. (0281) 643289, Purwokerto, 53143, website: pa-

purwokerto.go.id, email: pa.purwokerto@gmail.com. 

1. Sejarah Pembentukan Pengadilan Agama Purwokerto 

a. Masa Sebelum Penjajahan 

Kabupaten Banyumas berdiri pada tanggal 6 April 1582 pasa masa 

pemerintahan Kerajaan Panjang yang merupakan kerjaan Islam di Jawa 

dan setelah Kerajaan Panjang runtuh maka Kabupaten Banyumas berada di 

bawah Kerajaan Mataram. Dalam sejarah Kerajaan Mataram terdapat ciri 

dalam menempatkan bidang agama sebagai abgian pemerintahan umum. 

Jabatan di tingkat Desa disebut dengan Kaum, Amil, Modin/Kayim, Lebai 

dan sebagainya yang selalu ada di samping Kepala Desa. Pada tingkat 

Kecamatan atau Kawedanan selalu ada Penghulu Naib. Pada pemerintahan 

umum dan kabupaten selalu ada seorang Penghulu Kabupaten dibidang 

agama. Pada tingkat pusat Kerajaan Mataram dijumpai Jabatan Kanjeng 

Penghulu atau Penghulu Ageng. Penghulu Ageng dan Penghulu 

Kabupaten berfungsi sebagai Hakim pada Majelis Pengadilan Agama yang 

ada pada waktu itu. 
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Dengan demikian, dapat dipastikan bahwa pada masa Kerajaan 

Mataram tersebut di Kabupaten Banyumas telah ada Majelis Pengadilan 

Agama yang bertugas untuk menyelesaikan sengketa antar umat Islam 

dalam bidang perkara tertentu dan yang bertindak sebagai Hakim adalah 

Penghulu Kabupaten. 

b. Masa Penjajahan Belanda 

Pengadilan Agama yang wilayah yurisdiksinya meliputi sebagian 

wilayah Kabupaten Banyumas, termasuk wilayah di tanah Jawa yang 

kemudian menjadi daerah jajahan Belanda dengan demikian Pengadilan 

Agama Purwokerto dengan sendirinya mengikuti pula peraturan-peraturan 

perundangan yang dibuat oleh Pemerintahan Hindia Belanda. 

Berdasarkan Stb. 1882 Nomor 152 tentang pembentukan 

Pengadilan Agama di Jawa dan Madura yang dinyatakan mulai berlaku 

pada tanggal 1 Agustus 1882, maka secara resmi Pengadilan Agama diakui 

sebagai Pengadilan yang sah di wilayah jajahan Belanda. Ketika itu 

pimpinan Pengadilan Agama dijabat oleh seorang ketua yang dirangkap 

oleh seorang pejabat Adviseur Bij De Landraad atau yang populer dengan 

sebutan “Penghulu Landraad”. 

Kemudian berdasarkan Stb. 1937 Nomor 116 kekuasaan dan 

kewenangan Pengadilan Agama yang sebelumnya meliputi masalah 

kewarisan dan kebendaan yang berkaitan dengan perkawinan telah 

dikurangi dan kewenangan Pengadilan Agama akhirnya terbatas hal-hal 

seperti: 
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1) Memeriksa perselisihan-perselisihan antara suami istri yang beragama 

Islam. 

2) Perkara-perkara lain tentang nikah, talak, rukuk dan penceraian antara 

orang yang beragama Islam. 

3) Memeriksa dan memutus perceraian dan menyatakan bahwa syarat 

untuk jatuhnya talak yang digabungkan sudah ada atau memenuhi 

syarat. 

4) Memeriksa dan memutus gugatan nafkah dan mas kawin yang belum 

dibayar serta hak-hak bekas istri yang diceraikan seperti nafkah dan 

uang mut‟ah. 

Disamping pengurangan wewenang Pengadilan Agama tersebut, 

Pemerintah Hindia Belanda juga menghapus kedudukan Ketua Pengadilan 

Agama sebagai penasehat Landraad. 

c. Masa Penjajahan Jepang 

Pada masa penjajahan Jepang, Pengadilan Agama tetap 

dipertahankan berdasarkan Peraturan Peralihan Pasal 3 Undang-Undang 

Bala Tentara Jepang (Qsamu Saire) dari Gunseikanbu dan disebut dengan 

Sooriyo Hooin. Pada Pengadilan Agama Purwokerto dan berdasarkan arsip 

putusan tersebut dapat diketahui Ketua Pengadilan Agama Purwokerto 

pada tahun 1938 sampai dengan 1945 adalah Penghulu Tihoo Hooin 

Muhammadirja. Adapun yang menjadi anggota Majelis Pengadilan Agama 

pada saat itu adalah: 

 H. Abumansur (Badal Penghulu) 
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 R. Abdul Ali (Lurah Khotib) 

 Masjudi (Guru Agama Islam) 

Pada saat permulaan Indonesia merdeka, maka Pengadilan Agama 

di bawah Kementrian Kehakiman. Baru setelah berdiri Kementrian Agama 

pada tanggal 3 Januari 1946, maka berdasarkan penetapan Pemerintah 

Nomor 5 sampai dengan tanggal 25 Maret 1946, Pengadilan Agama 

dipindahkan dari Kementrian Kehakiman dan masuk Kementrian Agama. 

Sejak Indonesia merdeka, Pengadilan Purwokerto dipimpin oleh 

Ketua Pengadilan berturut-turut sebagai berikut: 

1) K. Muhammadirja  tahun 1938-1945 

2) KH. Abumansur tahun 1945-1950 

3) K. Ach. Bunyamin  tahun 1950-1963 

4) KH. Ach. Mudtassir  tahun 1963-1973 

5) Drs. H. Syamsuhadi Irsyad, S.H. tahun 1973-1988 

6) Drs. H. M. Basiran Yusuf, S.H. tahun 1988-1997 

7) Drs. H. M. Djamhuri Ramadan, S.H.  tahun 1997-1998 

8) Drs. H. Zubaedi, S.H.  tahun 1998-2002 

9) Drs. H. Munasib Zaenuri, S.H.  tahun 2002-2007 

10) Dra. Hj. Siti Muniroh, S.H., M.SI. tahun 2007-2009 

11) Drs. Asep Imaduddin  tahun 2009-2013 

12) Drs. H. Tahrir tahun 2013-2014 

13) Drs. H. Syafi‟uddin, S.H., M.H. tahun 2014-2015 

14) Drs. Arifin, M.H. tahun 2015-2016 
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15) Drs. Ali Mufid tahun 2016-2017 

16) Drs. H. Tahrir tahun 2017 sampai sekarang. 

d. Masa Berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 

Setelah berlakunya secara efektif Undang-Undang Nomor 1 Tahun 

1974 tentang perkawinan dan sejak dikeluarkannya Peraturan Pemerintah 

Nomor 9 Tahun 1975, maka tugas-tugas Pengadilan Agama semakin besar 

karena perkara yang dijatuhkan oleh suami (cerai talak) yang selama ini 

tidak harus dilakukan dimuka sidang Pengadilan Agama, sekarang harus 

dilakukan di Pengadilan Agama. Demikian pula perkara ijin poligami, 

dispensasi kawin, ijin kawin dan gugatan cerai dari istri. Adapun perkara 

lain yang menyangkut yang belum diatur dalam PP Nomor 9 Tahun 1975 

tetap belum menjadi kewenangan Pengadilan Agama. Dengan berlaku 

efektif Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tersebut maka jumlah 

perkara yang ditangani Pengadilan Agama Purwokerto menjadi meningkat 

secara drastis. 

2. Visi dan Misi Pengadilan Agama Purwokerto 

- Visi Pengadilan Agama Purwokerto: 

Terwujudnya Pengadilan Agama Purwokerto yang Agung dan Pelayanan 

Lembaga Peradilan yang Prima. 

- Misi Pengadilan Agama Purwokerto: 

1. Menjaga Kemandirian Pengadilan Agama Purwokerto. 

2. Memberikan Pelayanan Hukum yang Berkeadilan. 

3. Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia Peradilan. 
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4. Meningkatkan Kredibilitas dan Transparansi Informasi. 

5. Meningkatkan Integritas dan Wibawa Pegawai Pengadilan Agama. 

3. Tugas dan Fungsi Pengadilan Agama Purwokerto 

Berdasarkan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang 

Peradilan Agama yang telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 

50 Tahun 2009, tugas pokok Peradilan Agama adalah menerima, memeriksa, 

mengadili dan menyelesaikan setiap perkara antara orang-orang yang 

beragama Islam di bidang perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat, 

infaq, shodaqoh dan ekonomi syari‟ah. 

Sementara fungsi Pengadilan Agama Purwokerto adalah sebagai 

berikut: 

a. Fungsi mengadili, yakni menerima, memeriksa dan menyelesaikan 

perkara-perkara tertentu yang menjadi kewenangan Pengadilan Agama 

(vide Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Thaun 2006). 

b. Fungsi pembinaan dan pengawasan serta fungsi administratif yakni 

memberikan pengarahan, bimbingan, petunjuk serta melaksanakan 

pengawasan kepada segenap jajarannya baik menyangkut teknis yudusial 

maupun non yudisial dibidang administrasi umum, keuangan, 

kepegawaian dan lainnya untuk mendukung pelaksanaan tugas pokok 

Teknis Peradilan dan Administrasi Peradilan. 

c. Fungsi nasehat, yakni memberikan pertimbangan-pertimbangan dan 

nasehat tentang hukum Islam kepada instansi pemerintah di daerah 
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hukumnya apabila diminta (vide Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Nomor 

7 Tahun 1989). 

d. Fungsi kemasyarakatan, yaitu Pengadilan Agama berkewajiban 

memberikan kepastian kebenaran (isbat) kesaksian ruqyah hilal awal bulan 

tahun Hijriyah (vide Pasal 52A Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006). 

4. Wewenang Pengadilan Agama Purwokerto 

Wewenang Pengadilan Agama berdasarkan penjelasan Pasal 49 

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-

Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama adalah: 

a. Perkawinan 

Dalam perkawinan, wewenang Pengadilan Agama diatur dalam 

atau berdasarkan Undang-Undang mengenai perkawinan yang berlaku 

yang dilakukan menurut syari‟ah, antara lain: 

1) Ijin beristri lebih dari seorang, 

2) Ijin melangsungkan perkawinan bagi bagi orang yang belum berusia 

21 tahun dalam hal orang tua, wali, atau keluarga dalam garis lurus 

ada perbedaan pendapat, 

3) Dispensasi kawin, 

4) Pencegahan perkawinan, 

5) Penolakan perkawinan oleh Pegawai Pencatat Nikah, 

6) Pembatalan perkawinan, 

7) Gugatan kelalaian atas kewajiban suami atau istri, 

8) Perceraian karena talak, 
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9) Gugatan perceraian, 

10) Penyelesaian harta bersama, 

11) Ibu dapat memikul biaya pemeliharaan dan pendidikan anak bilamana 

bapak yang seharusnya bertanggung jawab tidak memenuhinya, 

12) Penguasaan anak-anak, 

13) Penentuan kewajiban memberikan biaya penghidupan oleh suami 

kepada bekas istri atau penentuan suatu kewajiban bagi bekas istri, 

14) Putusan tentang sah tidaknya seorang anak, 

15) Putusan tentang pencabutan kekuasaan orang tua, 

16) Pencabutan kekuasaan wali, 

17) Penunjukkan orang lain sebagai wali oleh pengadilan dalam hal 

kekuasaan seorang wali dicabut, 

18) Penunjukkan seorang wali dalam hal seorang anak yang belum cukup 

umur 18 (delapan belas) tahun yang ditinggal kedua orang tuanya, 

padahal tidak ada penunjukkan wali oleh orang tuanya, 

19) Pembebasan berkewajiban ganti kerugian atas harta benda anak yang 

ada di bawah kekuasaannya, 

20) Penetapan asal usul seorang anak dan penetapan pengangkatan anak 

berdasarkan hukum Islam, 

21) Putusan tentang hal penolakan pemberian keterangan untuk 

melakukan perkawinan campur, 



65 
 

 
 

22) Pernyataan tentang sahnya perkawinan yang terjadi sebelum Undang-

Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan dan dijalankan 

menurut peraturan yang lain. 

b. Waris 

Dalam perkara waris, yang menjadi tugas dan wewenang 

Pengadilan Agama disebutkan berdasarkan penjelasan Pasal 49 huruf b 

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-

Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama adalah sebagai 

berikut:  

1) Penentuan siapa-siapa yang menjadi ahli waris, 

2) Penentuan mengenai harta peninggalan, 

3) Penentuan bagian masing-masing ahli waris, 

4) Melaksanakan pembagian harta peninggalan tersebut, 

5) Penetapan Pengadilan atas permohonan seseorang tentang penentuan                  

 siapa yang menjadi ahli waris, dan penentuan bagian-bagiannya. 

Dalam penjelasan umum Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 

tentang Peradilan Agama terdapat kalimat yang berbunyi: “Para pihak 

sebelum berperkara dapat mempertimbangkan untuk memilih hukum apa 

yang dipergunakan dalam pembagian warisan”. kini, dengan adanya 

amandemen terhadap Undang-Undang tersebut, kalimat itu dinyatakan 

dihapus. Dalam penjelasan umum Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 

tentang Peradilan Agama dijelaskan, bilamana pewarisan itu dilakukan 

berdasarkan hukum Islam, maka penyelesaiannya dilaksanakan oleh 
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Pengadilan Agama. Selanjutnya dikemukakan pula mengenai keseragaman 

kekuasaan Pengadilan Agama di seluruh wilayah nusantara yang selama 

ini berbeda satu sama lain, karena perbedaan dasar hukumnya. 

Selain itu, berdasarkan Pasal 107 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 

1989 tentang Peradilan Agama juga diberi tugas dan wewenang untuk 

menyelesaikan permohonan pembagian harta peninggalan di luar sengketa 

antara orang-orang yang beragama Islam yang dilakukan berdasarkan 

hukum Islam. 

c. Wasiat 

Mengenai wasiat, wewenang Pengadilan Agama diatur dalam 

penjelasan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan atas 

Undang-Undang Peradilan Agama dijelaskan bahwa definisi wasiat 

adalah: “Perbuatan seseorang memberikan sesuatu kepada orang lain atau 

lembaga atau badan hukum, yang berlaku setelah yang memberi tersebut 

meninggal dunia.” Namun, Undang-Undang tersebut tidak mengatur lebih 

jauh tentang wasiat. Ketentuan lebih detail diatur dalam InstruksiPresiden 

Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam (KHI). dalam KHI, 

wasiat ditempatkan pada bab V, dan diatur melalui Pasal 16. 

Ketentuan mendasar yang diatur di dalamnya adalah tentang: syarat 

orang membuat wasiat, harta benda yang diwasiatkan, kapan wasiat mulai 

berlaku, dimana wasiat dilakukan, seberapa banyak maksimal wasiat dapat 

diberikan, bagaimana kedudukan wasiat kepada ahli waris, dalam wasiat 

harus disebut dengan jelas siapa yang akan menerima harta benda wasiat, 



67 
 

 
 

kapan wasiat batal, wasiat mengenai hasil investasi, pencabutan wasiat, 

bagaimana jika harta benda wasiat menyusut, wasiat melebihi sepertiga 

sedang ahli waris tidak setuju, dimana surat wasiat disimpan, bagaimana 

jika wasiat dicabut, bagaimana jika pewasiat meninggal dunia, wasiat 

dalam kondisi perang, wasiat dalam perjalanan, kepada siapa tidak 

diperbolehkan wasiat, bagi siapa wasiat tidak berlaku, wasiat wajiba bagi 

orang tua angkat dan besarnya, dan wasiat wajibah bagi anak angkat serta 

besarnya.   

d. Hibah 

Penjelasan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 memberikan 

definisi tentang hibah sebagai: “Pemberian suatu benda secara sukarela dan 

tanpa imbalan dari seseorang atau badan hukum kepada orang lain atau 

badan hukum untuk dimiliki. 

Hibah juga tidak diregulasi secara rinci dalam Undang-Undang a 

quo. Secara garis besar diatur dalam KHI, dengan menempati bab VI, dan 

hanya diatur dalam lima pasal. Secara garis besar pasal-pasal ini berisi : 

subjek hukum hibah, besarnya hibah, dimana hibah dilakukan, harta benda 

yang dihibahkan, hibah orang tua kepada anak, kapan hibah harus 

mendapat persetujuan ahli waris, dan hibah yang dilakukan di luar wilayah 

Republik Indonesia. 

e. Wakaf 

Wakaf dalam penjelasan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 

dimaknai sebagai: “perbuatan seseorang atau sekelompok orang (wakif) 
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untuk memisahkan dan/atau menyerahkan sebagian harta benda miliknya 

untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai 

dengan kepentingannya guna keperluan ibadah dan/atau kesejahteraan 

umum menurut syari‟ah.”  

Ketentuan lebih luas tercantum dalam KHI, Buku III, Bab I hingga 

Bab V, yang mencakup 14 pasal. Pasal-pasal tersebut mengatur ketentuan 

umum, yaitu: definisi wakaf, wakif, ikrar, benda wakaf, nadzir, pejabat 

pembuat akta ikrar wakaf, fungsi wakaf, subjek hukum yang dapat 

mewakafkan harta bendanya, syarat benda wakaf, prosedur mewakafkan, 

syarat-syarat nadzir, kewajiban dan hak-hak nadzir, pendaftaran benda 

wakaf, perubahan, penyelesaian dan pengawasan benda wakaf. Khusus 

mengenai perwakafan tanah milik, KHI tidak mengaturnya. Ia telah 

diregulasi empat tahun sebelumnya dalam Peraturan Pemerintah Nomor 28 

Tahun 1977, Lembaran Negara Nomor 38 Tahun 1977 tentang Perwakafan 

Tanah Milik. 

f. Zakat 

Zakat adalah harta yang wajib disisihkan oleh seorang muslim atau 

badan hukum yang dimiliki oleh orang muslim sesuai dengan ketentuan 

syari‟ah untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya. Regulasi 

mengenai zakat telah diatur tersendiri dalam Undang-Undang Nomor 38 

Tahun 1999 dan Lembaran Negara Nomor 164 Tahun 1999 tentang 

Pengelolaan Zakat. Secara garis besar, isi Undang-Undang ini adalah: 

Pemerintah memandang perlu untuk campur tangan dalam bidang zakat, 
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yang mencakup: perlindungan, pembinaan, dan pelayanan kepada 

muzakki, mustahiq dan amil zakat, tujuan pengelolaan zakat, organisasi 

pengelolaan zakat, pendayagunaan zakat, pengawasan pengelolaan zakat, 

dan sanksi terhadap pelanggaran regulasi pengelolaan zakat. 

g. Infaq 

Infaq dalam penjelasan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 

diartikan dengan: “perbuatan seseorang memberikan sesuatu kepada orang 

lain guna menutupi kebutuhan, baik berupa makanan, minuman, 

mendermakan, memberikan rizqi (karunia), atau menafkahkan sesuatu 

kepada orang lain berdasarkan rasa ikhlas dan karena Allah SWT. 

h. Shadaqah 

Mengenai shadaqah diartikan sebagai: “perbuatan seseorang 

memberikan sesuatu kepada orang lain atau lembaga/badan hukum secara 

spontan dan sukarela tanpa dibatasi oleh waktu dan jumlah tertentu dengan 

mengharap ridha Allah dan pahala semata.”  

i. Ekonomi Syari‟ah 

Ekonomi syari‟ah diartikan dengan: “perbuatan atau kegiatan usaha 

yang dilaksanakan menurut prinsip syari‟ah.” Kewenangan itu antara lain: 

1) Bank Syari‟ah, 

2) Lembaga Keuangan Mikro Syari‟ah, 

3) Asuransi Syari‟ah, 

4) Reasuransi Syari‟ah, 

5) Reksadana Syari‟ah, 
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6) Obligasi Syari‟ah dan Surat Berharga Berjangka Menengah Syari‟ah, 

7) Sekuritas Syari‟ah, 

8) Pembiayaan Syari‟ah, 

9) Pegadaian Syari‟ah, 

10) Dana Pensiun Lembaga Keuangan Syari‟ah,  

11) Bisnis Syari‟ah. 

 

B. Deskripsi Penetapan Hakim Pengadilan Agama Purwokerto 

1. Penetapan Pengadilan Agama Purwokerto Nomor 1194/Pdt.G/2018/PA.Pwt 

Tentang Cerai Gugat Tenaga Kerja Wanita. 

a. Subyek Hukum 

Penggugat, umur 32 tahun agama Islam pendidikan SD pekerjaan 

Tenaga Kerja Indonesia bertempat tinggal di Desa Jingkang Kecamatan 

Ajibarang Kabupaten Banyumas, selanjutnya disebut sebagai Penggugat. 

Melawan Tergugat, umur 41 tahun agama Islam pendidikan SD 

pekerjaan Buruh bertempat tinggal di Desa Jingkang Kecamatan 

Ajibarang Kabupaten Purbalingga, selanjutnya disebut sebagai tergugat. 

Pengadilan Agama Purwokerto telah mempelajari berkas perkara 

gugatan yang bersangkutan dan telah mendengar keterangan dari 

Penggugat, Tergugat dan para saksi di muka persidangan untuk dijadikan 

bukti sehingga bisa memperlancar pemutusan perkara.  

b. Tentang Duduk Perkaranya 

Tentang posita atau duduk perkaranya dalam surat gugatan 

tertanggal 17 Mei 2018 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan 
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Agama Purwokerto, Nomor: 1194/Pdt.G/2018/PA.Pwt. telah mengajukan 

gugatan untuk melakukan cerai gugat terhadap Tergugat. 

Pada tanggal 12 Mei 2011 Penggugat telah melangsungkan 

pernikahan dengan Tergugat dengan wali nikah ayah kandung Penggugat 

sebagaimana tertera dalam Duplikat Kutipan Akta Nikah yang 

dikeluarkan oleh kantor Urusan Agama Kecamatan Ajibarang, 

Kabupaten Banyumas pada tanggal 2 April 2018 dalam status duda 

janda. 

Setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di 

rumah orang tua Penggugat di Desa Jingkang selama 1 minggu, 

kemudian tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat hingga Maret 

2017. Selama berumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah melakukan 

hubungan  layaknya suami istri (ba‟da dukhul) dan telah dikaruniai 1 

(satu) orang anak yang lahir pada tanggal 4 Oktober 2011. 

Semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan 

harmonis, tidak ada problem atau permasalahan yang terjadi. Namun 

sejak Januari 2012 antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi 

perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena nafkah dari 

Tergugat sebagai tukang ojek tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan 

sehari-hari dimana terkadang Tergugat hanya memberi uang sebesar Rp. 

5.000,- kadang Rp. 7.000,- itupun tidak setiap hari dan ketika Penggugat 

meminta tambahan uang justru timbul pertengkaran.  Namun demikian 

Penggugat tetap berusaha sabar kepada Terugat.  
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Bahkan akhirnya pada Maret 2012 untuk membantu memenuhi 

kebutuhan rumah tangga, Penggugat pergi bekerja sebagai tenaga kerja 

wanita ke Singapura dan hasil jerih payahnya kirimkan kepada Tergugat. 

Namun dengan dikirimkan uang dari Penggugat, Tergugat tidak 

termotivasi untuk menjadi giat bekerja bahkan Penggugat mulai 

mendengar Tergugat menjalin hubungan asmara dengan wanita lain. 

Keadaan ini semakin menyakitkan Penggugat namun Penggugat tetap 

berusaha sabar kepada Tergugat. 

Kemudian pada tahun 2016 Penggugat dan Tergugat berencana 

untuk membangun rumah sendiri. Tergugat ingin membangun rumah di 

atas tanah orang tua Tergugat dan Penggugat ingin di atas tanah dekat 

keluarga Penggugat. Pemilihan lokasipun menimbulkan pertengkaran 

bahkan Tergugat mengatakan bila rumah tersebut dibangun di dekat 

rumah orang tua Penggugat sama saja dengan membubarkan rumah 

tangga. Bahkan kemudian Tergugat hendak meminjam sertifikat tanah 

milik orang tua Penggugat untuk utang bank dan Penggugat keberatan 

sehingga semakin bertambah runcinglah masalah yang terjadi antara 

Penggugat dan Tergugat. Apalagi pada Desember 2017 Tergugat 

meminta agar tanah pembelian hasil Penggugat kerja diatas namakan 

Tergugat sehingga Penggugat sangat marah dan kecewa karena 

Penggugat merasa bahwa selama berumah tangga ternyata Tergugat 

hanya memanfaatkan Penggugat sebagai alat untuk keuntungan Tergugat 

sehingga habislah kesabaran Penggugat. 
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Penggugat adalah seperti wanita pada umumnya yang 

mengharapkan suami yang setia dan bertanggung jawab. Namun 

Tergugat tidak melakukan itu semua bahkan Tergugat juga tidak 

memiliki kepedulian terhadap anak Penggugat dari perkawinan terdahulu 

dan keadan ini membuat Penggugat sangat menderita dan Penggugat 

tidak ridlo hingga akhirnya Penggugat mengajukan gugatan cerai dengan 

alasan sesuai Pasal 39 ayat 2 UU Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf 

(f) PP Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum 

Islam. 

c. Petimbangan Hukum Hakim 

Berdasarkan keterangan Penggugat dan bukti-bukti yang telah 

disampaikan, rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak 

harmonis, sering berselisih dan bertengkar karena masalah ekonomi 

keluarga yang kurang dimana Tergugat jarang memberi nafkah kepada 

Penggugat sehingga untuk mencukupi kebutuhan Penggugat pergi bekerja 

ke Singapura. Penggugat dan Tergugat juga berencana membangun rumah 

namun Tergugat menghendaki rumah tersebut dibangun di dekat rumah 

orang tua Tergugat sedangkan Penggugat menghendaki rumah dibangun di 

dekat rumah orang tua Penggugat. Dan telah diketahui fakta bahwa 

Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal yang menunjukkan 

bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak lagi saling percaya dan saling 

pengertian dan sudah tidak ada lagi komunikasi suami istri yang harmonis 

yang merupakan bagian dari gejala perselisihan dalam rumah tangga. 
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Maka telah cukup alasan bagi Penggugat untuk melakukan perceraian 

dengan Tergugat bedasarkan Pasal 39 ayat 2 UU Nomor 1 Tahun 1974 jo 

Pasal 19 huruf (f) PP Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) 

Kompilasi Hukum Islam yaitu: “antara Penggugat dan Tergugat sering 

terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan sulit 

didamaikan”. 

Dari pertimbangan hukum tersebut, maka Hakim mengabulkan 

gugatan Penggugat dengan verstek dan menjatuhkan talak satu ba‟in 

sughra Tergugat terhadap Penggugat. 

2. Penetapan Pengadilan Agama Purwokerto Nomor 1231/Pdt.G/2018/PA.Pwt 

Tentang Cerai Gugat Tenaga Kerja Wanita. 

a. Subyek Hukum 

Penggugat, umur 36 tahun agama Islam pendidikan SLTA pekerjaan 

Tenaga Kerja Indonesia bertempat tinggal di Desa Candinegara 

Kecamatan Pekuncen Kabupaten Banyumas, selanjutnya disebut sebagai 

Penggugat. Melawan Tergugat, umur 36 tahun agama Islam pekerjaan 

Buruh bertempat tinggal di Desa Candinegara Kecamatan Pekuncen 

Kabupaten Banyumas, selanjutnya disebut sebagai Tergugat. 

Pengadilan Agama Purwokerto telah mempelajari berkas perkara 

gugatan yang bersangkutan dan telah mendengar keterangan dari 

Penggugat, Tergugat dan para saksi di muka persidangan untuk dijadikan 

bukti sehingga bisa memperlancar pemutusan perkara.  
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b. Tentang Duduk Perkaranya 

Tentang posita atau duduk perkaranya dalam surat gugatan 

tertanggal 18 Mei 2018 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan 

Agama Purwokerto, Nomor: 1231/Pdt.G/2018/PA.Pwt. telah mengajukan 

gugatan untuk melakukan cerai gugat terhadap Tergugat. 

Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah dan telah 

menikah dihadapan pegawai pencatat nikah Kantor Urusan Agama 

Kecamatan Pekuncen Kabupaten Banyumas pada tanggal 20 Januari 2014, 

dengan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama 

Kecamatan Pekuncen Kabupaten Banyumas. 

Setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah 

saudara Penggugat sampai sekitar bulan Oktober 2016 dan telah 

melakukan hubungan layaknya suami istri dan mempunyai seorang anak 

yang lahir 15 April 2014. 

Pada mulanya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan 

harmonis tidak ada problem dan permasalahan. Namun sejak akhir tahun 

2015, rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai retak dan sering terjadi 

perselisihan dikarenakan masalah ekonomi yang kurang karena hasil kerja 

Tergugat yang tidak dapat untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga. 

Puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan 

Tergugat terjadi pada sekitar akhir tahun 2016, dengan permasalahan yang 

sama akibat masalah ekonomi, yang akhirnya Tergugat pergi 

meninggalkan Penggugat tanpa alasan yang jelas pulang ke rumah orang 
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tua Tergugat sendiri di Desa Candinegara Kecamatan Pekuncen 

Kabupaten Banyumas. Sejak saat itulah antara Penggugat dan Tergugat 

berpisah tempat tinggal sampai sekarang selama kurang lebih 1 (satu) 

tahun dan hubungan antara keduanya tidak pernah rukun kembali. 

Karena Penggugat membutuhkan biaya hidup dan biaya anak, maka 

pada sekitar bulan Februari 2017 Penggugat bekerja sebagai tenaga kerja 

wanita di Taiwan dan sampai sekarang belum pulang ke Indonesia 

sehingga tidak bisa menghadiri persidangan di Pengadilan Agama 

Purwokerto. 

Penggugat merasa perkawinannya dengan Tergugat tidak dapat 

dipertahankan lagi, sehingga Penggugat berketetapan hati memilih jalan 

perceraian untuk mengakhiri perkawinannya dengan Tergugat. Dengan 

demikian Penggugat berkeyakinan telah cukup alasan untuk mengajukan 

Gugatan Cerai sesuai dengan yang diatur dalam PP No. 9 Tahun 1975 

Pasal 19 huruf (f) jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam. 

c. Pertimbangan Hukum Hakim 

Bahwa berdasarkan fakta rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat 

sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan sulit 

didamaikan yang disebabkan karena masalah ekonomi kurang karena hasil 

kerja Tergugat tidak mencukupi kebutuhan rumah tangga mereka. 

Akibatnya sejak tahun 2016 berturut-turut hingga sekarang, Tergugat pergi 

meninggalkan Penggugat pulang ke rumah orang tuanya. Usaha 

mendamaikan sudah dilakukan namun tidak berhasil. Dengan demikian, 
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gugatan Penggugat telah memenuhi alasan perceraian Pasal 19 huruf (f) 

PP No. 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam 

yaitu: “antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan 

pertengkaran yang terus menerus dan sulit didamaikan”. 

Dari pertimbangan hukum tersebut, maka Hakim mengabulkan 

gugatan Penggugat dengan verstek dan menjatuhkan talak satu ba‟in 

sughra Tergugat terhadap Penggugat. 

3. Penetapan Pengadilan Agama Purwokerto Nomor 1727/Pdt.G/2018/PA.Pwt 

Tentang Cerai Gugat Tenaga Kerja Wanita. 

a. Subyek Hukum 

Penggugat, umur 41 tahun agama Islam pendidikan SLTP 

pekerjaan Tenaga Kerja Indonesia bertempat tinggal di Desa 

Karangnangka Kecamatan Kedungbanteng Kabupaten Banyumas, dalam 

hal ini memberikan kuasanya kepada Advokat yang berkantor di Jalan 

Waru I Perum Bumi Tanjung Elok Purwokerto No. 081 berdasarkan surat 

kuasa khusus tanggal 5 Juli 2018, selanjutnya disebut sebagai Penggugat. 

Melawan Tergugat, umur 39 tahun agama Islam pendidikan SLTP 

pekerjaan Buruh bertempat tinggal di Kelurahan Arcawinangun 

Kecamatan Purwokerto Timur Kabupaten Banyumas, selanjutnya disebut 

sebagai Tergugat. 

Pengadilan Agama Purwokerto telah mempelajari berkas perkara 

gugatan yang bersangkutan dan telah mendengar keterangan dari 
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Penggugat, Tergugat dan para saksi di muka persidangan untuk dijadikan 

bukti sehingga bisa memperlancar pemutusan perkara.  

b. Tentang Duduk Perkaranya 

Tentang posita atau duduk perkaranya dalam surat gugatan 

tertanggal 26 Juli 2018 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan 

Agama Purwokerto, Nomor: 1727/Pdt.G/2018/PA.Pwt. telah mengajukan 

gugatan untuk melakukan cerai gugat terhadap Tergugat. 

Penggugat dan Tergugat merupakan suami istri yang sah yang 

menikah pada 27 Februari 2002 seperti yang tertera pada Kutipan Akta 

Nikah yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Kedungbanteng Kabupaten 

Banyumas. Setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat tinggal atau 

menetap bersama di rumah orang tua dari Penggugat selama 8 tahun lebih 

sampai pertengahan tahun 2010 dan telah melakukan hubungan 

sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 2 orang anak yakni 

satu anak laki-laki yang berumur 15 tahun dan satu anak perempuan yang 

berumur 12 tahun.  

Mulanya keadaan rumah tangga dari Penggugat dan Tergugat 

tersebut baik-baik saja, hidup rukun dan bahagia tanpa ada permasalahan. 

Namun pada pertengahan tahun 2010 terjadi problem dalam rumah tangga 

mereka dimana Tergugat pergi meninggalkan Penggugat beserta anak-

anaknya pulang ke rumah orang tua Tergugat yang beralamat di Kelurahan 

Arcawinangun, Kecamatan Purwokerto Timur, Kabupaten Banyumas. Dan 
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semenjak kepergian itu, Tergugat tidak pernah pulang atau kembali kepada 

Penggugat selama kurun waktu delapan tahun.  

Setelah satu tahun semenjak ditinggal oleh Tergugat, demi untuk 

mencukupi kebutuhan hidup keluarga sehari-hari, akhirnya Penggugat 

berinisiatif untuk berkerja sebagai tenaga kerja wanita di Arab Saudi 

selama dua tahun dan pulang sekitar bulan Juli 2012 karena telah habis 

kontrak. Setelah tiga bulan di rumah setelah kepulangannya bekerja 

sebagai di Arab Saudi, tepatnya pada bulan Oktober 2012 Penggugat 

kembali berangkat bekerja menjadi tenaga kerja wanita ke Hongkong. 

Pada awal sampai pertengahan bulan September, Penggugat pernah cuti 

kemudian berangkat lagi dan sampai sekarang belum kembali.  

Setiap pulang ke rumah, Penggugat tidak pernah bertemu Tergugat 

dan semenjak kepergian Tergugat, hubungan dan komunikasi antara 

Penggugat dan anak-anaknya dengan Tergugat putus sama sekali. 

Akhirnya dengan keadaan rumah tangga yang sudah tidak harmonis dan 

tidak bisa dilanjutkan, Penggugat berinisiatif untuk mengajukan cerai 

gugat kepada Tergugat dengan alasan yang tertera dalam Undang-Undang 

Nomor 1 Tahun 1974 jo. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Pasal 

19 huruf b dan Kompilasi Hukum Islam Pasal 116 huruf b.  

c. Pertimbangan Hukum Hakim 

Bahwa berdasarkan bukti dan keterangan saksi-saksi ditemukan 

fakta bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis karena 

Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat tanpa alasan dan tanpa 
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pamit selama kurang lebih 8 tahun. Selama Tergugat pergi meninggalkan 

Penggugat sudah tidak ada komunikasi dan Tergugat tidak pernah kembali 

lagi ke rumah kediaman bersama. Penggugat sudah berusaha mencari 

Tergugat melalui keluarganya namun tidak berhasil karena Tergugat tidak 

diketahui lagi alamatnya yang pasti. Antara Penggugat dan Tergugat tidak 

ada harapan untuk hidup rukun kembali sebagai suami istri. Dengan 

demikian, gugatan Penggugat telah memenuhi alasan perceraian 

sebagaimana diatur dalam Pasal 39 ayat 2 UU No. 1 Tahun 1974 tentang 

Perkawinan jo Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam yaitu: “salah 

satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 tahun berturut-turut tanpa 

izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar 

kemampuannya”. 

Dari pertimbangan hukum tersebut, maka Hakim mengabulkan 

gugatan Penggugat dengan verstek dan menjatuhkan talak satu ba‟in 

sughra Tergugat terhadap Penggugat. 

4. Penetapan Pengadilan Agama Purwokerto Nomor 0418/Pdt.G/2018/PA.Pwt 

Tentang Cerai Gugat Tenaga Kerja Wanita. 

a. Subyek Hukum 

Penggugat, umur 42 tahun agama Islam pendidikan SD pekerjaan 

Tenaga Kerja Indonesia bertempat tinggal di Desa Pesawahan Kecamatan 

Rawalo Kabupaten Banyumas, dalam hal ini memberikan kuasanya 

kepada Advokat yang berkantor di Dusun Bojong Desa Klapagading 

Kulon Kecamatan Wangon Kabupaten Banyumas, berdasarkan surat kuasa 
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khusus tanggal 13 Oktober 2017, selanjutnya disebut sebagai Penggugat. 

Melawan Tergugat, umur 43 tahun agama Islam pendidikan SD pekerjaan 

Swasta bertempat tinggal di Desa Ciwuni Kecamatan Kesugihan 

Kabupaten Cilacap, selanjutnya disebut sebagai Tergugat. 

Pengadilan Agama Purwokerto telah mempelajari berkas perkara 

gugatan yang bersangkutan dan telah mendengar keterangan dari 

Penggugat, Tergugat dan para saksi di muka persidangan untuk dijadikan 

bukti sehingga bisa memperlancar pemutusan perkara.  

b. Tentang Duduk Perkaranya 

Tentang posita atau duduk perkaranya dalam surat gugatan 

tertanggal 8 Februari 2018 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan 

Agama Purwokerto, Nomor: 0418/Pdt.G/2018/PA.Pwt. telah mengajukan 

gugatan untuk melakukan cerai gugat terhadap Tergugat. 

Penggugat dan Tergugat merupakan suami istri yang sah yang 

menikah pada hari Selasa, 13 September 1994 seperti yang tertera pada 

Duplikat Kutipan Akta Nikah No. 010/DN/I/2012 yang dikeluarkan oleh 

KUA Kecamatan Rawalo Kabupaten Banyumas tertanggal 27 Januari 

2012. Setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat tinggal atau menetap 

bersama di rumah orang tua dari Penggugat di Desa Pesawahan, 

Kecamatan Rawalo Kabupaten Banyumas. Kemudian Penggugat dan 

Tergugat tinggal bersama di rumah pribadi milik Penggugat dan Tergugat 

di Desa Pesawahan Kecamatan Rawalo Kabupaten Banyumas. Setelah 

melakukan akad nikah, Penggugat dan Tergugat telah melakukan 
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hubungan sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 2 orang 

anak perempuan yang lahir di Banyumas, tanggal 25 November 1995 dan 

pada tanggal 12 April 2006.  

Sekitar tahun 2009 Penggugat meminta ijin kepada Tergugat untuk 

merantau atau bekerja di Luar Negeri sebagai Tenaga Kerja Wanita di 

Taiwan. Akhirnya Tergugat mengizinkan Penggugat untuk berangkat 

merantau dan hasil kerja dari Penggugat dikirimkan kepada Tergugat 

hingga Penggugat pulang pada sekitar bulan April 2012. 

Awal mulanya rumah tangga dari Penggugat dan Tergugat baik-

baik saja, hidup rukun dan damai tanpa ada problem-problem yang terjadi. 

Namun, selepas Penggugat pulang dari Luar Negeri sejak sekitar bulan 

Mei 2012, rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai retak dan sering 

terjadi perselisihan dan pertengkaran diantara keduanya. Penyebab dari 

perselisihan tersebut dikarenakan hasil kerja Penggugat selama bekerja di 

Luar Negeri yang dikirimkan kepada Tergugat habis dan tidak tepat atau 

tidak jelas penggunaannya oleh Tergugat. Bahkan Tergugat memiliki 

hutang yang cukup besar kepada 2 orang tetangganya yaitu senilai sekitar 

Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah) dan  Rp. 4.000.000,- (empat juta 

rupiah). Sebab yang lain karena Tergugat terlalu mengandalkan hasil kerja 

dari Penggugat bekerja di Luar Negeri. Bahkan untuk memenuhi 

kebutuhan hidup dan pendidikan anak-anak, semuanya dari hasil kerja dari 

Penggugat. Tergugat juga seringkali masih meminta jatah kiriman uang 

untuk Tergugat sendiri. 
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Penggugatpun merasa kecewa dengan Tergugat karena Tergugat 

hanya mengandalkan hasil kerja dari Penggugat dan tidak ada usaha untuk 

ikut membantu memenuhi kebutuhan keluarga. Ditambah lagi kiriman dari 

Penggugat yang selalu habis dan tidak jelas penggunaannya oleh Tergugat. 

Dan akhirnya pada sekitar bulan Juni 2012, Penggugat memutuskan untuk 

berangkat lagi ke Luar Negeri (Taiwan) untuk bekerja guna mencari 

penghasilan untuk biaya hidup dan biaya pendidikan anak-anak dari 

Penggugat dan Tergugat yang harus dicukupi.  

Pada sekitar bulan April 2015 Penggugat pulang kembali ke 

Indonesia. Namun kepulangan dari Penggugat bukannya menciptakan 

suasana bahagia tetapi malah kembali terjadi pertengkaran yang semakin 

memuncak. Penyebab dari pertengkaran tersebut masih sama dengan yang 

sebelumnya dan ditambah permasalahan Penggugat yang sudah 

mengirimkan uang kepada Tergugat untuk menebus gadai sawah tetapi 

tidak dibayarkan oleh Tergugat. 

Penggugat merasa sangat kecewa dengan perbuatan yang dilakukan 

oleh Tergugat yang menyebabkan Penggugat sudah tidak bersabar dan 

tidak terima atas perbuatan Tergugat yang tidak bertanggung jawab dalam 

memenuhi kebutuhan hidup dan pendidikan anak-anak, serta tidak jelas 

dan tidak bertanggung jawab dalam mengelola uang kiriman yang 

diberikan oleh Penggugat. Oleh karena itu, Penggugat memutuskan untuk 

kembali merantau ke Luar Negeri tepatnya di Negara Taiwan pada sekitar 

bulan Mei 2015 hingga sekarang. 
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Kemelut yang terjadi pada rumah tangga Penggugat dan Tergugat 

berujung pada Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan Tergugat 

pulang ke rumah orang tua Tergugat di Desa Ciwuni Kecamatan 

Kesuginan Kabupaten Cilacap hingga sekarang. Karena dirasa rumah 

tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat dirukunkan 

kembali karena sering terjadinya perselisihan dan pertengkaran dan karena 

Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah selama 2 tahun 8 bulan 

akhirnya Penggugat berinisiatif untuk mengajukan gugatan cerai ke 

Pengadilan Agama Purwokerto guna memutuskan perkawinan Penggugat 

dan Tergugat. Bahwasanya dalil gugatan dari Penggugat telah memenuhi 

unsur atau alasan-alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 19 

huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf 

(f) Kompilasi Hukum Islam. 

c. Pertimbangan Hukum Hakim 

Berdasarkan bukti dan keterangan saksi, diperoleh fakta bahwa 

semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat berlangsung rukun dan 

harmonis sampai dikaruniai 2 orang anak, namun semenjak Mei 2012 

antara Penggugat dan Tergugat sering terlibat pertengkaran terus menerus, 

yang disebabkan uang kiriman dari Penggugat yang dikirimkan kepada 

Tergugat dari hasil kerja di luar negeri tidak jelas penggunaannya bahkan 

Tergugat banyak hutang kepada orang lain. Dampak dari pertengkaran 

yang terus menerus tersebut adalah Penggugat dan Tergugat berpisah 

tempat kediaman bersama. Penggugat pergi bekerja ke luar negeri dan 
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Tergugat pulang ke rumah orang tuanya hingga sekarang sampai kurang 

lebih tiga tahun tanpa komunikasi. Pihak keluarga sudah berusaha 

mendamaikan Penggugat dan Tergugat tetapi tidak berhasil. Rumah tangga 

Penggugat dan Tergugat sudah dapat dikatakan tidak dapat disatukan lagi 

karena keduanya selalu berselisih dan bertengkar. Dengan demikian, 

gugatan Penggugat telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur 

dalam Pasal 39 ayat 2 UU No. 1 Tahun 1974 jo Pasal 19 huruf (f) PP No. 

9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam yaitu: 

“antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan 

pertengkaran yang terus menerus dan sulit didamaikan”. 

Dari pertimbangan hukum tersebut, maka Hakim mengabulkan 

gugatan Penggugat dengan verstek dan menjatuhkan talak satu ba‟in 

sughra Tergugat terhadap Penggugat. 

5. Penetapan Pengadilan Agama Purwokerto Nomor 1970/Pdt.G/2018/PA.Pwt 

Tentang Cerai Gugat Tenaga Kerja Wanita. 

a. Subyek Hukum 

Penggugat, umur 43 tahun agama Islam pendidikan SD pekerjaan 

Tenaga Kerja Indonesia bertempat tinggal di Desa Darmakradenan 

Kecamatan Ajibarang Kabupaten Banyumas, dalam hal ini memberikan 

kuasanya kepada Advokat yang berkantor di Jalan Tipar Baru 48 

Purwokerto, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 7 Agustus 2018, 

selanjutnya disebut sebagai Penggugat. Melawan Tergugat, umur 49 tahun 

agama Islam pendidikan SD pekerjaan Buruh bertempat tinggal di Desa 
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Samudra Kulon Kecamatan Gumelar Kabupaten Banyumas, selanjutnya 

disebut sebagai Tergugat. 

Pengadilan Agama Purwokerto telah mempelajari berkas perkara 

gugatan yang bersangkutan dan telah mendengar keterangan dari 

Penggugat, Tergugat dan para saksi di muka persidangan untuk dijadikan 

bukti sehingga bisa memperlancar pemutusan perkara.  

b. Tentang Duduk Perkaranya 

Tentang posita atau duduk perkaranya dalam surat gugatan 

tertanggal 27 Agustus 2018 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan 

Agama Purwokerto, Nomor: 1970/Pdt.G/2018/PA.Pwt. telah mengajukan 

gugatan untuk melakukan cerai gugat terhadap Tergugat. 

Penggugat dan Tergugat merupakan suami istri yang sah yang 

menikah pada tanggal 5 April 2010 dihadapan Pegawai Pencatat Nikah 

KUA Kecamatan Ajibarang seperti yang tertera pada Kutipan Akta Nikah 

No. 0295/28/IV/2010 dan hingga sekarang belum pernah bercerai. Setelah 

akad nikah Penggugat dan Tergugat tinggal atau menetap bersama di 

rumah orang tua dari Penggugat di Desa Darmakradenan, Kecamatan 

Ajibarang Kabupaten Banyumas selama kurang lebih 3 (tiga) bulan. 

Kemudian Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah kontrakan di 

Batam selama kurang lebih 3 (tiga) tahun. Namun kemudian Penggugat 

dan Tergugat kembali tinggal di rumah orang tua dari Penggugat yang 

beralamat di Desa Darmakradenan Kecamatan ajibarang Kabupaten 

Banyumas selama kurang lebih 3 (tiga) tahun. Setelah melakukan akad 



87 
 

 
 

nikah, Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan sebagaimana 

layaknya suami istri dan telah dikaruniai seorang anak laki-laki yang kini 

berumur 5 tahun. 

Pada awalnya kehidupan rumah tangga dari Penggugat dan 

Tergugat baik-baik saja, tetap rukun dan tidak ada problem yang timbul. 

Namun pada awal tahun 2012 rumah tangga yang sebelumnya baik-baik 

saja, mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus 

terjadi antara Penggugat dan Tergugat. Penyebab dari perselisihan tersebut 

adalah karena masalah ekonomi yang kurang untuk memenuhi kebutuhan 

hidup karena Tergugat tidak memberikan nafkah yang cukup untuk 

Penggugat. Tergugat hanya memberi uang sebesar Rp. 500.000,- (lima 

ratus ribu rupiah) perbulan, itupun tidak rutin dan nafkah tersebut tidak 

dapat mencukupi kebutuhan keluarga setiap bulannya karena diperkirakan 

kebutuhan keluarga dapat tercukupi apabila nafkah yang diberikan 

berkisar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah). 

Penyebab lain timbulnya perselisihan antara Penggugat dan 

Tergugat dikarenakan Tergugat tidak mau atau keberatan untuk memenuhi 

kebutuhan hidup anak bawaan dari Penggugat. Padahal sebelum menikah 

Tergugat sudah berjanji kepada Penggugat akan menerima semua kondisi 

Penggugat dan anak bawaan Penggugat dan Tergugat juga berjanji akan 

menyanggupi untuk memenuhi kebutuhan hidup Penggugat dan anak 

bawaan Penggugat. 
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Seiring terjadinya perselisihan yang terus menerus, akhirnya sejak 

bulan Desember 2016 antara Penggugat dan Tergugat berpisah tempat 

tinggal disebabkan Tergugat pulang dan tinggal di rumah orang tua 

Tergugat di Desa Samudra Kulon Kecamatan Gumelar Kabupaten 

Banyumas, sedangkan Penggugat tetap tinggal di rumah orang tua 

Penggugat di Desa Darmakradenan Kecamatan Ajibarang Kabupaten 

Banyumas.  

Untuk memenuhi kebutuhan hidup dari Penggugat dan anak 

Penggugat, akhirnya pada bulan Agustus 2017 Penggugat berinisiatif 

untuk bekerja sebagai tenaga kerja wanita di Taiwan. Dan selama itupun 

tidak pernah ada komunikasi antara Penggugat dan Tergugat. Terhitung 

kurang lebih sudah 1 (satu) tahun 8 (delapan) bulan antara Penggugat dan 

Tergugat berpisah dan selama itu pula Tergugat tidak pernah mengunjungi 

Penggugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat. 

Dikarenakan hubungan antara Penggugat dan Tergugat dirasa 

sudah tidak bisa rukun dan tidak bisa dipertahankan lagi, akhirnya 

Penggugat berinisiatif untuk mengajukan gugatan perceraian ke 

Pengadilan Agama Purwokerto karena Penggugat merasa menderita lahir 

batin dan tidak rela atas apa yang telah dilakukan oleh Tergugat. 

Gugatan Penggugat telah memenuhi alasan perceraian 

sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. 

Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Pasal 19 huruf (f) dan 

Kompilasi Hukum Islam Pasal 116 huruf (f).  
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c. Pertimbangan Hukum Hakim 

Berdasarkan bukti dan keterangan saksi, diperoleh fakta bahwa 

antara Penggugat dan Tergugat sejak awal tahun 2012 telah terjadi 

pertengkaran dan perselisihan terus menerus yang disebabkan karena 

faktor ekonomi yaitu Tergugat tidak dapat memberikan nafkah yang cukup 

dan Tergugat tidak cocok dengan anak bawaan Penggugat. Akibat sering 

berselisih dan bertengkar, Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat 

tinggal kurang lebih satu tahun delapan bulan tanpa ada komunikasi. Pihak 

keluarga sudah mencoba mendamaikan kedua belah pihak namun tidak 

berhasil. Antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada harapan untuk 

hidup rukun kembali sebagai pasangan suami istri. Berdasarkan dalil 

gugatan Penggugat telah memenuhi alasan perceraian berdasarkan Pasal 

39 ayat 2 UU No. 1 Tahun 1974 jo Pasal 19 huruf (f) PP No. 9 Tahun 197 

jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam yaitu: “antara Penggugat 

dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus 

menerus dan sulit didamaikan”. 

Dari pertimbangan hukum tersebut, maka Hakim mengabulkan 

gugatan Penggugat dengan verstek dan menjatuhkan talak satu ba‟in 

sughra Tergugat terhadap Penggugat. 

6. Penetapan Pengadilan Agama Purwokerto Nomor 2215/Pdt.G/2018/PA.Pwt 

Tentang Cerai Gugat Tenaga Kerja Wanita. 
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a. Subyek Hukum 

Penggugat, umur 19 tahun agama Islam pendidikan SLTP 

pekerjaan Tenaga Kerja Indonesia bertempat tinggal di Desa Canduk 

Kecamatan Lumbir Kabupaten Banyumas, dalam hal ini memberikan 

kuasanya kepada Advokat yang berkantor di Desa Jambu Kecamatan 

Wangon Kabupaten Banyumas, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 14 

Agustus 2018, selanjutnya disebut sebagai Penggugat. Melawan Tergugat, 

umur 33 tahun agama Islam pendidikan SLTP pekerjaan Buruh bertempat 

tinggal di Desa Canduk Kecamatan Lumbir Kabupaten Banyumas, 

selanjutnya disebut sebagai Tergugat. 

Pengadilan Agama Purwokerto telah mempelajari berkas perkara 

gugatan yang bersangkutan dan telah mendengar keterangan dari 

Penggugat, Tergugat dan para saksi di muka persidangan untuk dijadikan 

bukti sehingga bisa memperlancar pemutusan perkara.  

b. Tentang Duduk Perkaranya 

Tentang posita atau duduk perkaranya dalam surat gugatan 

tertanggal 25 September 2018 yang didaftarkan di Kepaniteraan 

Pengadilan Agama Purwokerto, Nomor: 2215/Pdt.G/2018/PA.Pwt. telah 

mengajukan gugatan untuk melakukan cerai gugat terhadap Tergugat. 

Penggugat dan Tergugat merupakan suami istri yang sah yang 

menikah pada tanggal 23 Agustus 2012 dihadapan Pegawai Pencatat 

Nikah KUA Kecamatan Lumbir Kabupaten Banyumas seperti yang tertera 

pada Kutipan Akta Nikah No. 0320/022/V11/2015 dan hingga sekarang 
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belum pernah bercerai. Setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat tinggal 

atau menetap bersama di rumah orang tua dari Penggugat di Desa Canduk, 

Kecamatan Lumbir Kabupaten Banyumas selama kurang lebih 3 (tiga) 

tahun atau sampai bulan November 2015. Setelah melakukan akad nikah, 

Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan sebagaimana layaknya 

suami istri dan telah dikaruniai seorang anak laki-laki yang berumur 5 

tahun. 

Pada awalnya pernikahan Penggugat dan Tergugat selalu harmonis 

dan diliputi kebahagiaan tanpa ada permasalahan yang timbul. Namun 

kurang lebih sejak bulan Februari 2014, pernikahan antara Penggugat dan 

Tergugat mulai goyah karena disebabkan masalah ekonomi yang kurang 

tercukupi. Tergugat dirasa kurang layak dalam memberikan nafkah karena 

Tergugat hanya memberi uang bulanan kepada Penggugat sebesar Rp. 

500.000,- (lima ratus ribu rupiah) itupun kalau Tergugat bekerja. Padahal 

Tergugat juga jarang bekerja sehingga membuat kehidupan ekonomi 

semakin buruk dan menjadi pemicu keretakan rumah tangga antara 

Penggugat dan Tergugat. 

Puncak keretakan hubungan rumah tangga antara Penggugat dan 

Tergugat terjadi sekitar bulan November 2015 dimana antara Penggugat 

dan Tergugat pisah tempat tinggal karena Tergugat pergi meninggalkan 

Penggugat dan pulang ke rumah orang tua Tergugat yang beralamat di 

Desa Canduk Kecamatan Lumbir Kabupaten Banyumas. 
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Untuk memenuhi kebutuhan hidup dari Penggugat dan anak 

Penggugat, akhirnya pada bulan akhir Juli 2017 Penggugat berinisiatif 

untuk bekerja sebagai tenaga kerja wanita di Singapura. Dan selama itupun 

tidak pernah ada komunikasi antara Penggugat dan Tergugat. Terhitung 

kurang lebih sudah 2 (dua) tahun 8 (delapan) bulan antara Penggugat dan 

Tergugat berpisah dan selama itu pula Tergugat tidak pernah mengunjungi 

Penggugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat. 

Sebenarnya telah dilakukan upaya untuk memperbaiki rumah 

tangga antara Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil. Karena 

Penggugat sudah tidak sanggup lagi untuk melanjutkan hubungan rumah 

tangga dengan Tergugat, akhirnya Penggugat berketetapan hati untuk 

memilih jalan perceraian untuk mengakhiri hubungan dengan mengajukan 

gugatan perceraian ke Pengadilan Agama Purwokerto. 

Gugatan Penggugat telah memenuhi alasan perceraian 

sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. 

Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Pasal 19 huruf (f) dan 

Kompilasi Hukum Islam Pasal 116 huruf (f).  

c. Pertimbangan Hukum Hakim 

Berdasarkan bukti dan keterangan saksi diperoleh fakta bahwa 

antara Pengggat dan Tergugat sejak Februari 2014 telah terjadi 

perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang terjadi karena faktor 

ekonomi yang kurang. Akibat sering berselisih dan bertengkar, Penggugat 

dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama dua tahun delapan 
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bulan tanpa komunikasi. Pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan 

kedua belah pihak namun tidak berhasil. Antara Penggugat dan Tergugat 

sudah tidak ada lagi harapan untuk hidup rukun kembali sebagai pasangan 

suami istri. Berdasarkan dalil gugatan Penggugat telah memenuhi alasan 

hukum sesuai Pasal 39 ayat 2 UU No. 1 Tahun 1974 jo Pasal 19 huruf (f) 

PP No. 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam 

yaitu: “antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan 

pertengkaran yang terus menerus dan sulit didamaikan”. 

Dari pertimbangan hukum tersebut, maka Hakim mengabulkan 

gugatan Penggugat dengan verstek dan menjatuhkan talak satu ba‟in 

sughra Tergugat terhadap Penggugat. 
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BAB IV 

ANALISIS TERHADAP FAKTOR UTAMA DAN PERTIMBANGAN HAKIM 

MENGENAI CERAI GUGAT TENAGA KERJA WANITA BERDASARKAN 

PUTUSAN PENGADILAN AGAMA PURWOKERTO TAHUN 2018 

 

A. Analisis Tentang Faktor Utama Cerai Gugat Berdasarkan Putusan 

Pengadilan Agama Purwokerto Tahun 2018 

Berdasarkan data cerai gugat dan cerai talak dari tahun 2016-2018 di 

Pengadilan Agama Purwokerto: 

No Jenis Perkara Tahun 2016 Tahun 2017 Tahun 2018 

1 Cerai Talak 743 705 712 

1.  Cerai Gugat 1910 1788 2006 

 

Berdasarkan data di atas dapat diketahui bahwa angka cerai gugat lebih 

tinggi dibandingkan angka cerai talak.  Pada tahun  2016 perkara cerai gugat yang 

telah diputus sebanyak 1910, pada tahun 2017 ada 1788 perkara yang diputus, 

dan pada tahun 2018 terdapat 2006 perkara yang telah diputus. Dari tiga tahun 

terakhir mengalami ketidakstabilan angka cerai gugat, hal ini dibuktikan tahun 

2016 lebih tinggi dibandingkan dengan tahut berikutnya yaitu tahun 2017. Pada 

tahun 2018 terjadi kenaikan yang cukup tinggi  yaitu 2,18 % dibanding dengan 

tahun 2017.  

Dalam memahami alasan pengajuan cerai gugat yang dilakukan oleh 

tenaga kerja wanita, perlu dipahami terlebih dahulu alasan mendasar seseorang 
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bersedia untuk bekerja di luar negeri menjadi TKW. Alasan yang paling sering 

ditemui adalah persoalan mengenai faktor ekonomi dalam keluarga yang 

seringkali kurang tercukupi untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Ekonomi 

merupakan merupakan masalah yang penting dalam kehidupan. Masalah 

ekonomi sering berhubungan dengan masalah pendapatan atau penghasilan. 

Dengan penghasilan yang cukup atau bahkan lebih, kita akan dapat memenuhi 

kebutuhan hidup sehari-hari.
96

 Hidup sejahtera merupakan harapan setiap orang. 

Hidup sejahtera diidentikan dengan terpenuhinya kebutuhan primer dan sekunder. 

Namun dalam kehidupan berumah tangga terkadang hal tersebut menjadi 

permasalahan. 

Alasan ekonomi pada dasarnya merupakan alasan awal bagi para wanita 

untuk memutuskan bekerja di luar negeri menjadi TKW, namun alasan tersebut 

juga dijadikan dasar bagi para istri untuk menggugat suaminya. Alasan suami 

tidak atau kurang memenuhi nafkah menjadi alasan para TKW mengajukan 

gugatan cerai ke Pengadilan. Faktor ekonomi juga dapat menjadi pemicu awal 

kegoncangan rumah tangga antara suami dan istri. Kurang terpenuhinya 

kebutuhan dapat menimbulkan perselisihan dan pertengkaran antara suami dan 

istri sehingga untuk memenuhi kebutuhan hidup, para istri berinisiatif untuk 

bekerja menjadi TKW. Dan apabila telah mapan, sang istri akan menggugat cerai 

sang suami dengan alasan ekonomi atau dengan alasan pertengkaran dan 

perselisihan terus menerus yang tidak dapat didamaikan lagi. 
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Faktor ekonomi memang selalu menjadi pemicu awal dalam goncangnya 

rumah tangga. Namun dari masalah ekonomi tersebut, dapat muncul persoalan-

persoalan lain yang lebih besar. Selain akan timbul pertengkaran dan perselisihan, 

tidak jarang karena sudah habis kesabaran salah satu anggota keluarga terutama 

suami yang pergi meninggalkan istri. Ini juga menjadi salah satu alasan para istri 

menggugat cerai suami karena istri merasa ditelantarkan.  

 Cerai gugat yang terjadi di Pengadilan Agama  pada tahun 2018 terdapat 

2006 perkara, dalam penelitian ini penulis mengambil sampel sebanyak enam 

putusan. Dari beberapa salinan putusan mengenai cerai gugat tenaga kerja wanita 

yang diputus di Pengadilan Agama Purwokerto, penyebab utama keretakan 

rumah tangga yang berujung perceraian adalah perselisihan dan pertengkaran 

terus menerus dalam rumah tangga. Perselisihan dan pertengkaran ini disebabkan 

karena faktor ekonomi dalam keluarga. Faktor ekonomi menjadi pemicu awal 

timbulnya pertengkaran dan perselisihan dalam keluarga. Karena terjadinya 

perselisihan yang terus menerus, pada beberapa kasus sampai ada salah satu 

pihak yang meninggalkan pihak lain dikarenakan tidak tahan dengan 

pertengkaran yang terjadi.  

Selain faktor ekonomi, ada faktor lain yang menyebabkan terjadinya 

perselisihan dalam rumah tangga yaitu suami yang tidak bertanggung jawab. 

Selain tidak ada tanggung jawab dalam memberikan nafkah, para suami juga 

melepas tanggung jawabnya dalam mengurus keluarga. Dibeberapa kasus 

dibuktikan para suami lebih memilih untuk pergi meninggalkan keluarganya 

daripada berusaha untuk memenuhi tanggung jawabnya sebagai seorang kepala 
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keluarga. Semestinya suami sebagai kepala keluarga harus menunaikan 

kewajibannya dengan memberikan nafkah kepada keluarga. Sebenarnya dalam 

kasus ini, sebelumnya suami memang memberikan nafkah kepada istri, namun 

tidak mencukupi untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Sehingga terjadi 

perselisihan terus-menerus dan akhirnya sang suami pergi meninggalkan istri dan 

tidak kembali. 

 Pada satu kasus juga ada suami yang tidak bertanggung jawab dalam 

menggunakan uang kiriman istri yang bekerja sebagai tenaga kerja wanita. Ini 

yang menjadi penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran dalam keluarga 

karena istri merasa kecewa dengan suami yang menggunakan uang kiriman istri 

dengan tidak jelas.  

Dengan adanya permasalahan-permasalahan tersebut, membuat hubungan 

keluarga sudah tidak harmonis lagi dan membuat para istri merasa marah dan 

kecewa terhadap suami karena para istri seperti pada umumnya menginginkan 

suami yang setia dan bertanggungjawab namun para suami tidak melakukan itu 

semua bahkan tidak memiliki kepedulian terhadap keluarga. Karena sudah 

terlanjur merasa kecewa dan menderita, akhirnya para istri berketetapan hati 

memilih untuk menggugat cerai para suami.  

 

B. Analisis Tentang Pertimbangan Hakim Mengenai Cerai Gugat Tenaga 

Kerja Wanita 

Perkawinan adalah suatu akad atau perikatan untuk menghalalkan 

hubungan kelamin antara laki-laki dan perempuan dalam rangka mewujudkan 
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kebahagiaan hidup berkeluarga yang diliputi rasa ketentraman serta kasih sayang 

dengan cara yang diridhai Allah SWT.
97

 Perkawinan menurut Pasal 1 ayat 1 

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 adalah ikatan lahir batin antara seorang 

pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga 

(rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha 

Esa.
98

 

Tujuan perkawinan menurut agama Islam adalah untuk memenuhi 

petunjuk agama dalam rangka mendirikan keluarga yang harmonis, sejahtera dan 

bahagia. Sejahtera artinya terciptanya ketenangan lahir dan batin disebabkan 

terpenuhinya keperluan hidup lahir dan batinnya. Sehingga timbullah 

kebahagiaan yakni kasih sayang antar anggota keluarga.
99

 Dalam Kompilasi 

Hukum Islam, berkenaan dengan tujuan perkawinan dinyatakan dalam Pasal 3 

yaitu perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang 

sakinah, mawaddah, dan rahmah.”
100

 

Dengan demikian, sudah jelas bahwa tujuan perkawinan adalah 

membentuk keluarga yang harmonis, sejahtera dan bahagia. Tujuan tersebut 

dapat tercapai jika dalam keluarga telah tercapai ketenangan lahir dan batin yang 

akan tercipta apabila telah terpenuhinya keperluan hidup lahir maupun batinnya. 

Dengan terpenuhinya keperluan lahir dan batin, maka akan tercipta rasa kasih 

sayang antar anggota keluarga. 
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Namun terkadang fenomena berkata lain. Perkawinan yang diharapkan 

kekal dan bahagia dapat kandas di tengah jalan karena adanya permasalahan 

dalam keluarga. Dalam setiap kehidupan berkeluarga, memang suatu hal wajar 

apabila timbul permasalahan. Tinggal bagaimana pasangan tersebut 

menyelesaikannya dengan tenang supaya terhindar dari pertengkaran dan 

perselisihan. 

Permasalahan yang timbul dalam keluarga memang menjadi suatu 

tantangan bagi pasangan suami istri untuk dapat mengatasinya. Salah satu 

persoalan yang sering terjadi dalam kehidupan berumah tangga adalah masalah 

ekonomi. Masalah ekonomi berkaitan dengan kurang tercukupinya kebutuhan 

hidup dalam keluarga. Kurangnya kesiapan dalam hal ekonomi terkadang 

menjadikan timbulnya pertengkaran dan perselisihan. Dengan adanya 

permasalahan tersebut, tidak jarang para istri ikut serta bekerja untuk dapat 

memenuhi kebutuhan hidup keluarga. Dan biasanya para istri berinisiatif untuk 

bekerja menjadi TKW di luar negeri. 

Namun terkadang dengan kepergian istri menjadi TKW di luar negeri 

akan menimbulkan permasalahan baru dalam rumah tangga. Hal ini dapat terjadi 

karena keterpisahan anggota keluarga dan keberfungsian keluarga antara lain, 

berkurangnya intensitas komunikasi, melemahnya ikatan kekerabatan, goyahnya 

stabilitas keluarga, serta melonggarnya keterikatan moral terhadap budaya 

setempat.
101

 Yang seringkali menjadi permasalahan adalah mengenai komunikasi 

dan pemenuhan hak dan kewajiban antar anggota keluarga.  
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Komunikasi yang jarang terjadi akan berpengaruh terhadap emosinal dari 

masing-masing anggota keluarga baik yang meninggalkan dengan yang 

ditinggalkan, terutama bagi suami dan istri. Jarak yang jauh antara suami dan istri 

rentan menimbulkan kesalahpahaman dalam komunikasi yang terjalin.
102

 Akibat 

yang timbul adalah kebutuhan biologis kurang terpenuhi dengan baik. Dalam 

berkeluarga, nafkah batin juga cukup penting bagi keharmonisan rumah tangga. 

Dengan meninggalkan suami untuk bekerja, pastilah kebutuhan biologis 

keduanya kurang terpenuhi dengan baik. Sebagai manusia normal, kebutuhan 

biologis adalah kebutuhan yang tidak dapat disepelekan. Karena semua itu bisa 

menimbulkan hal yang tidak diinginkan oleh setiap pasangan hidup. Bahaya yang 

timbul dari hal ini adalah dapat timbul perasaan nyaman jika sendirian, karena 

sudah terbiasa tinggal terpisah dari pasangan yang akhirnya masing-masing 

menikmati kesendirian tersebut.
103

 

Perceraian dalam pengertian cerai gugat, yaitu perceraian yang diajukan 

gugatan cerainya oleh dan atas inisiatif istri kepada Pengadilan Agama, yang 

dianggap terjadi dan berlaku beserta segala akibat hukumnya sejak jatuhnya 

putusan Pengadilan Agama yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap (vide 

Pasal 20 sampai dengan Pasal 36). 
104
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Gugatan perceraian diajukan oleh istri atau kuasanya kepada Pengadilan 

Agama yang daerah hukum mewilayahi tempat tinggal penggugat kecuali istri 

meninggalkan tempat kediaman bersama tanpa ijin suami. Jika istri meninggalkan 

tempat kediaman bersama tanpa ijin suami, gugatan harus ditujukannya kepada 

Pengadilan Agama yang daerah hukumnya mewilayahi tempat kediaman 

suaminya. Hak untuk memohon memutuskan ikatan perkawinan ini dalam Islam 

disebut khulu‟, yaitu perceraian atas keinginan pihak istri, sedang suami tidak 

menghendaki. Khulu‟ hanya dibolehkan kalau ada alasan yang sah, atau seorang 

suami meninggalkan istrinya dan tanpa alasan yang sah, atau suami murtad dan 

tidak memenuhi kewajiban atas istrinya. Sedangkan istri khawatir akan 

melanggar hukum Allah, dalam kondisi seperti ini si istri tidak wajib menggauli 

suaminya dengan baik dan ia berhak untuk khulu‟. Alasan-alasan yang dapat 

dijadikan oleh istri untuk mengajukan gugatan perceraian sama dengan alasan 

yang digunakan dalam perceraian karena talak.
105

 

Hukum khulu‟ atau perceraian yang dikehendaki oleh istri ini menurut 

jumhur ulama hukumnya adalah boleh atau mubah. Dasar dari kebolehannya 

terdapat dalam Al-Qur‟an Surat al-Baqarah ayat 229: 
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106
 

Talak (yang dapat dirujuki) dua kali. setelah itu boleh rujuk lagi 

dengan cara yang ma'ruf atau menceraikan dengan cara yang baik. 

tidak halal bagi kamu mengambil kembali sesuatu dari yang telah 

kamu berikan kepada mereka, kecuali kalau keduanya khawatir tidak 

akan dapat menjalankan hukum-hukum Allah. jika kamu khawatir 

bahwa keduanya (suami isteri) tidak dapat menjalankan hukum-hukum 

Allah, Maka tidak ada dosa atas keduanya tentang bayaran yang 

diberikan oleh isteri untuk menebus dirinya. Itulah hukum-hukum 

Allah, Maka janganlah kamu melanggarnya. Barangsiapa yang 

melanggar hukum-hukum Allah mereka Itulah orang-orang yang zalim. 

 

1. Pertimbangan Hakim pada Putusan Nomor 1231/Pdt.G/2018/PA.Pwt. 

Pada salinan putusan cerai gugat tenaga kerja wanita dengan Nomor 

1231/Pdt.G/2018/PA.Pwt, bahwa Tergugat tidak hadir di persidangan. Bahwa 

ternyata Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke 

persidangan akan tetapi tidak hadir dan  tidak ada alasan yang sah, oleh karena itu 

Tergugat dianggap tidak hadir dan karenanya gugatan Penggugat bersifat verstek. 

Verstek diatur dalam Pasal 125 ayat 1 HIR yang berbunyi: 

Jikalau tergugat, walaupun dipanggil secara sah dan patut, tidak 

menghadap pada hari yang ditentukan, dan tidak juga menyuruh orang lain 

menghadap sebagai wakilnya, maka gugatan tersebut diterima dengan putusan 

tidak hadir (verstek), kecuali jika nyata pada Pengadilan Negeri, bahwa gugatan 

itu melawan hak atau tidak beralasan. 

 

Dalam persidangan tidak dijumpai adanya keinginan dari para Tergugat 

untuk hadir dipersidangan, dan tidak pula mengajukan eksepsi (tangkisan) dari 

Tergugat terhadap gugatan yang diajukan oleh Penggugat, maka Majelis Hakim 

berkesimpulan bahwa perkara ini dikabulkan secara verstek. 
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Dalam pokok gugatan, Penggugat mengajukan cerai gugat terhadap 

Tergugat dengan alasan sering terjadi pertengkaran dan perselisihan yang 

disebabkan karena masalah ekonomi yang kurang karena hasil kerja Tergugat 

tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga. Berdasarkan dari hasil 

pemeriksaan dipersidangan ditemukan fakta bahwa memang kehidupan rumah 

tangga antara Penggugat dan Tergugat seringkali terjadi perselisihan dan 

pertengkaran yang disebabkan karena masalah ekonomi dalam keluarga. Dengan 

demikian, gugatan Penggugat telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana 

diatur dalam Pasal 19 huruf (f) PP No. 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) 

Kompilasi Hukum Islam. 

Selain itu dalam memutuskan suatu perkara Majelis Hakim juga berhak 

mendengarkan keterangan dari saksi-saksi dipersidangan. Kemudian keterangan 

dari saksi-saksi tersebut dihubungkan dengan dalil-dalil gugatan yang telah 

diajukan.  Dari keterangan saksi-saksi juga ditemukan fakta bahwa antara 

Penggugat dan Tergugat memang sering terjadi perselisihan dan pertengkaran 

mulut karena masalah ekonomi kurang karena hasil kerja Tergugat tidak cukup 

untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga mereka. Akhirnya pada tahun 2016 

Tergugat pergi meninggalkan Penggugat pulang ke rumah orang tuanya dan pada 

bulan Februari 2017 Penggugat pergi ke luar negeri untuk bekerja hingga 

sekarang tidak kembali lagi kepada Tergugat. Dari keterangan saksi tersebut, 

Majelis Hakim berpendapat bahwa tujuan dari perkawinan menjadi keluarga yang 

sakinah mawaddah dan rahmah tidak tercapai. 
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Dari beberapa pertimbangan hakim tersebut, maka peneliti setuju dan 

sepakat dengan Majelis Hakim dalam perkara ini bahwa rumah tangga antara 

Penggugat dan Tergugat telah pecah dan tidak ada harapan untuk rukun kembali 

karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus. Terkait itu 

maka gugatan cerai tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) PP No. 

9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam yaitu :”antara suami 

dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan 

akan rukun lagi dalam rumah tangga”. 

Majelis Hakim juga berkesimpulan bahwa apabila perkawinan antara 

Penggugat dan Tergugat dipertahankan, maka akan menimbulkan mafsadat yang 

lebih besar lagi karena baik Penggugat dan Tergugat tidak akan dapat 

melaksanakan kewajibannya masing-masing sebagaimana Pasal 33 dan 34 ayat 

(1) dan (2) UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo Pasal 77 Kompilasi 

Hukum Islam. 

Pada perkara ini setelah dilakukan pemeriksaan oleh Majelis Hakim 

tentang tentang gugatan yang diajukan oleh Penggugat, maka Majelis Hakim 

dapat mempertimbangkan alasan yang sebenarnya. Dengan alasan-alasan yang 

telah dikemukakan, maka gugatan Penggugat telah cukup alasan sebagaimana 

ketentuan Pasal Pasal 19 huruf (f) PP No. 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) 

Kompilasi Hukum Islam. Oleh karena itu, gugatan ini dapat dikabulkan dengan 

menjatuhkan talak satu bain sughra dari Tergugat kepada Penggugat. 
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2. Pertimbangan Hakim pada Putusan Nomor 1194/Pdt.G/2018/PA.Pwt. 

Pada salinan putusan cerai gugat tenaga kerja wanita dengan Nomor 

1231/Pdt.G/2018/PA.Pwt, bahwa Tergugat tidak hadir di persidangan. Bahwa 

ternyata Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke 

persidangan akan tetapi tidak hadir dan  tidak ada alasan yang sah, oleh karena itu 

Tergugat dianggap tidak hadir dan karenanya gugatan Penggugat bersifat verstek. 

Verstek diatur dalam Pasal 125 ayat 1 HIR yang berbunyi: 

Jikalau tergugat, walaupun dipanggil secara sah dan patut, tidak 

menghadap pada hari yang ditentukan, dan tidak juga menyuruh orang lain 

menghadap sebagai wakilnya, maka gugatan tersebut diterima dengan putusan 

tidak hadir (verstek), kecuali jika nyata pada Pengadilan Negeri, bahwa gugatan 

itu melawan hak atau tidak beralasan. 

 

Dalam persidangan tidak dijumpai adanya keinginan dari para Tergugat 

untuk hadir dipersidangan, dan tidak pula mengajukan eksepsi (tangkisan) dari 

Tergugat terhadap gugatan yang diajukan oleh Penggugat, maka Majelis Hakim 

berkesimpulan bahwa perkara ini dikabulkan secara verstek. 

Dalam pokok gugatan, Penggugat mengajukan cerai gugat terhadap 

Tergugat dengan alasan sering terjadi pertengkaran dan perselisihan yang 

disebabkan karena masalah ekonomi yang dimana Tergugat jarang memberi 

nafkah kepada Penggugat dan Tergugat juga berencana membangun rumah namun 

Tergugat menghendaki rumah tersebut dibangun di dekat orang tua Tergugat 

sedangkan Penggugat menghendaki rumah tersebut dibangun di dekat orang tua 

Penggugat. Berdasarkan dari hasil pemeriksaan dipersidangan ditemukan fakta 

bahwa memang kehidupan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat 

seringkali terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena masalah 
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ekonomi dalam keluarga. Dengan demikian, gugatan Penggugat telah memenuhi 

alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 39 ayat 2 UU No. 1 Tahun 

1974 jo Pasal 19 huruf (f) PP No. 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi 

Hukum Islam. 

Selain itu dalam memutuskan suatu perkara Majelis Hakim juga berhak 

mendengarkan keterangan dari saksi-saksi dipersidangan. Kemudian keterangan 

dari saksi-saksi tersebut dihubungkan dengan dalil-dalil gugatan yang telah 

diajukan.  Dari keterangan saksi-saksi juga ditemukan fakta bahwa antara 

Penggugat dan Tergugat memang sering terjadi perselisihan dan pertengkaran 

karena masalah ekonomi yang dimana Tergugat jarang memberi nafkah kepada 

Penggugat dan Tergugat juga berencana membangun rumah namun Tergugat 

menghendaki rumah tersebut dibangun di dekat orang tua Tergugat sedangkan 

Penggugat menghendaki rumah tersebut dibangun di dekat orang tua Penggugat. 

Keduanya berpisah tempat tinggal karena Penggugat pergi ke luar negeri untuk 

bekerja sedangkan Tergugat pulang ke rumah orang tuanya. Dari keterangan saksi 

tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa tujuan dari perkawinan menjadi 

keluarga yang sakinah mawaddah dan rahmah tidak tercapai. 

Dari beberapa pertimbangan hakim tersebut, maka peneliti setuju dan 

sepakat dengan Majelis Hakim dalam perkara ini bahwa rumah tangga antara 

Penggugat dan Tergugat telah pecah dan tidak ada harapan untuk rukun kembali 

karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus. Terkait itu 

maka gugatan cerai tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat 2 UU No. 1 

Tahun 1974 jo Pasal 19 huruf (f) PP No. 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) 
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Kompilasi Hukum Islam yaitu :”antara suami dan istri terus menerus terjadi 

perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan rukun lagi dalam rumah 

tangga”. 

Majelis Hakim juga berkesimpulan bahwa apabila perkawinan antara 

Penggugat dan Tergugat dipertahankan, maka akan menimbulkan mafsadat yang 

lebih besar lagi karena baik Penggugat dan Tergugat tidak akan dapat 

melaksanakan kewajibannya masing-masing sebagaimana Pasal 33 dan 34 ayat 

(1) dan (2) UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo Pasal 77 Kompilasi 

Hukum Islam. 

Pada perkara ini setelah dilakukan pemeriksaan oleh Majelis Hakim 

tentang tentang gugatan yang diajukan oleh Penggugat, maka Majelis Hakim 

dapat mempertimbangkan alasan yang sebenarnya. Dengan alasan-alasan yang 

telah dikemukakan, maka gugatan Penggugat telah cukup alasan sebagaimana 

ketentuan Pasal 39 ayat 2 UU No. 1 Tahun 1974 jo Pasal Pasal 19 huruf (f) PP 

No. 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam. Oleh karena 

itu, gugatan ini dapat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain sughra dari 

Tergugat kepada Penggugat. 

3. Pertimbangan Hakim pada Putusan Nomor 1727/Pdt.G/2018/PA.Pwt.  

Pada salinan putusan cerai gugat tenaga kerja wanita dengan nomor 

perkara 1727/Pdt.G/2018/PA.Pwt, bahwa Tergugat tidak hadir di persidangan. 

Bahwa ternyata Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap 

ke persidangan akan tetapi tidak hadir dan  tidak ada alasan yang sah, oleh karena 
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itu Tergugat dianggap tidak hadir dan karenanya gugatan Penggugat bersifat 

verstek. Verstek diatur dalam Pasal 125 ayat 1 HIR yang berbunyi: 

Jikalau tergugat, walaupun dipanggil secara sah dan patut, tidak 

menghadap pada hari yang ditentukan, dan tidak juga menyuruh orang lain 

menghadap sebagai wakilnya, maka gugatan tersebut diterima dengan putusan 

tidak hadir (verstek), kecuali jika nyata pada Pengadilan Negeri, bahwa gugatan 

itu melawan hak atau tidak beralasan. 

 

Dalam persidangan tidak dijumpai adanya keinginan dari para Tergugat 

untuk hadir dipersidangan, dan tidak pula mengajukan eksepsi (tangkisan) dari 

Tergugat terhadap gugatan yang diajukan oleh Penggugat, maka Majelis Hakim 

berkesimpulan bahwa perkara ini dikabulkan secara verstek. 

Dalam pokok gugatan, Penggugat mengajukan cerai gugat terhadap 

Tergugat dengan alasan Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi karena 

Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat tanpa alasan selama kurang lebih 8 

tahun. Semenjak Tergugat pergi meninggalkan Penggugat tidak pernah ada 

komunikasi dan Tergugat tidak pernah kembali lagi ke rumah kediaman bersama. 

Penggugat sudah berusaha mencari Tergugat melalui keluarganya namun tidak 

berhasil karena Tergugat tidak diketahui lagi alamatnya yang pasti. Berdasarkan 

dari hasil pemeriksaan dipersidangan ditemukan fakta bahwa memang kehidupan 

rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi karena 

Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat tanpa alasan selama kurang lebih 8 

tahun.. Dengan demikian, gugatan Penggugat telah memenuhi alasan perceraian 

sebagaimana diatur dalam Pasal 39 ayat 2 UU No. 1 Thun 1974 jo Pasal 19 huruf 

(b) PP No. 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam. 
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Selain itu dalam memutuskan suatu perkara Majelis Hakim juga berhak 

mendengarkan keterangan dari saksi-saksi dipersidangan. Kemudian keterangan 

dari saksi-saksi tersebut dihubungkan dengan dalil-dalil gugatan yang telah 

diajukan.  Dari keterangan saksi-saksi juga ditemukan fakta bahwa antara 

Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi karena Tergugat telah pergi 

meninggalkan Penggugat tanpa alasan selama kurang lebih 8 tahun. Semenjak 

Tergugat pergi meninggalkan Penggugat tidak pernah ada komunikasi dan 

Tergugat tidak pernah kembali lagi ke rumah kediaman bersama. Penggugat sudah 

berusaha mencari Tergugat melalui keluarganya namun tidak berhasil karena 

Tergugat tidak diketahui lagi alamatnya yang pasti. Dari keterangan saksi 

tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa tujuan dari perkawinan menjadi 

keluarga yang sakinah mawaddah dan rahmah tidak tercapai. Sebagaimana Pasal 1 

UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam 

yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia, sakinah, mawaddah dan rahmah. 

Dari beberapa pertimbangan hakim tersebut, maka peneliti setuju dan 

sepakat dengan Majelis Hakim dalam perkara ini bahwa rumah tangga antara 

Penggugat dan Tergugat telah pecah dan tidak ada harapan untuk rukun kembali 

karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus. Terkait itu 

maka gugatan cerai tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat 2 UU No. 

Tahun 1974 jo Pasal 19 huruf (b) PP No. 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (b) 

Kompilasi Hukum Islam yaitu :”salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 

dua tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau 

karena hal lain di luar kemampuannya”. 
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Pada perkara ini setelah dilakukan pemeriksaan oleh Majelis Hakim 

tentang tentang gugatan yang diajukan oleh Penggugat, maka Majelis Hakim 

dapat mempertimbangkan alasan yang sebenarnya. Dengan alasan-alasan yang 

telah dikemukakan, maka gugatan Penggugat telah cukup alasan sebagaimana 

ketentuan Pasal 39 ayat 2 UU No. 1 Tahun 1974 jo Pasal 19 huruf (b) PP No. 9 

Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam. Oleh karena itu, 

gugatan ini dapat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain sughra dari 

Tergugat kepada Penggugat sesuai dengan Pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi 

Hukum Islam. 

4. Pertimbangan Hakim pada Putusan Nomor 0418/Pdt.G/2018/PA.Pwt.  

Pada salinan putusan cerai gugat tenaga kerja wanita dengan nomor 

perkara 0418/Pdt.G/2018/PA.Pwt, bahwa Tergugat tidak hadir di persidangan. 

Bahwa ternyata Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap 

ke persidangan akan tetapi tidak hadir dan  tidak ada alasan yang sah, oleh karena 

itu Tergugat dianggap tidak hadir dan karenanya gugatan Penggugat bersifat 

verstek. Verstek diatur dalam Pasal 125 ayat 1 HIR yang berbunyi: 

Jikalau tergugat, walaupun dipanggil secara sah dan patut, tidak 

menghadap pada hari yang ditentukan, dan tidak juga menyuruh orang lain 

menghadap sebagai wakilnya, maka gugatan tersebut diterima dengan putusan 

tidak hadir (verstek), kecuali jika nyata pada Pengadilan Negeri, bahwa gugatan 

itu melawan hak atau tidak beralasan. 

 

Dalam persidangan tidak dijumpai adanya keinginan dari para Tergugat 

untuk hadir dipersidangan, dan tidak pula mengajukan eksepsi (tangkisan) dari 

Tergugat terhadap gugatan yang diajukan oleh Penggugat, maka Majelis Hakim 

berkesimpulan bahwa perkara ini dikabulkan secara verstek. 
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Dalam pokok gugatan, Penggugat mengajukan cerai gugat terhadap 

Tergugat dengan alasan sering terjadi pertengkaran dan perselisihan yang 

disebabkan karena hasil kerja Penggugat selama bekerja menjadi tenaga kerja 

wanita di luar negeri yang dikirimkan kepada Tergugat habis dan tidak jelas 

penggunaannya. Selain itu Tergugat juga memiliki banyak hutang dan Tergugat 

hanya mengandalkan hasil kerja dari Penggugat, yang membuat Penggugat 

merasa kecewa yang akhirnya menimbulkan perselisihan dan pertengkaran. 

Berdasarkan dari hasil pemeriksaan dipersidangan ditemukan fakta bahwa 

memang kehidupan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat seringkali 

terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena uang kiriman dari 

Penggugat dari hasil bekerja di luar negeri tidak jelas penggunaannya bahkan 

Tergugat memiliki banyak hutang. Dengan demikian, gugatan Penggugat telah 

memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 19 huruf (f) PP No. 

9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam. 

Selain itu dalam memutuskan suatu perkara Majelis Hakim juga berhak 

mendengarkan keterangan dari saksi-saksi dipersidangan. Kemudian keterangan 

dari saksi-saksi tersebut dihubungkan dengan dalil-dalil gugatan yang telah 

diajukan.  Dari keterangan saksi-saksi juga ditemukan fakta bahwa antara 

Penggugat dan Tergugat memang sering terjadi perselisihan dan pertengkaran 

karena uang kiriman dari Penggugat dari hasil bekerja di luar negeri tidak jelas 

penggunaannya bahkan Tergugat memiliki banyak hutang. Dampak dari 

perselisihan tersebut adalah Tergugat pergi meninggalkan Penggugat pulang ke 

rumah orang tuanya kurang lebih tiga tahun tanpa ada komunikasi. Dari 



112 
 

 
 

keterangan saksi tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa tujuan dari 

perkawinan menjadi keluarga yang sakinah mawaddah dan rahmah tidak tercapai. 

Sebagaimana Pasal 1 UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo Pasal 3 

Kompilasi Hukum Islam yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia, sakinah, 

mawaddah dan rahmah. 

Dari beberapa pertimbangan hakim tersebut, maka peneliti setuju dan 

sepakat dengan Majelis Hakim dalam perkara ini bahwa rumah tangga antara 

Penggugat dan Tergugat telah pecah dan tidak ada harapan untuk rukun kembali 

karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus. Terkait itu 

maka gugatan cerai tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) PP No. 

9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam yaitu :”antara suami 

dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan 

akan rukun lagi dalam rumah tangga”. 

Pada perkara ini setelah dilakukan pemeriksaan oleh Majelis Hakim 

tentang tentang gugatan yang diajukan oleh Penggugat, maka Majelis Hakim 

dapat mempertimbangkan alasan yang sebenarnya. Dengan alasan-alasan yang 

telah dikemukakan, maka gugatan Penggugat telah cukup alasan sebagaimana 

ketentuan Pasal Pasal 19 huruf (f) PP No. 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) 

Kompilasi Hukum Islam. Oleh karena itu, gugatan ini dapat dikabulkan dengan 

menjatuhkan talak satu bain sughra dari Tergugat kepada Penggugat sesuai 

dengan Pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam. 
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5. Pertimbangan Hakim pada Putusan Nomor 1970/Pdt.G/2018/PA.Pwt.  

Pada salinan putusan cerai gugat tenaga kerja wanita dengan nomor 

perkara 1970/Pdt.G/2018/PA.Pwt, bahwa Tergugat tidak hadir di persidangan. 

Bahwa ternyata Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap 

ke persidangan akan tetapi tidak hadir dan  tidak ada alasan yang sah, oleh karena 

itu Tergugat dianggap tidak hadir dan karenanya gugatan Penggugat bersifat 

verstek. Verstek diatur dalam Pasal 125 ayat 1 HIR yang berbunyi: 

Jikalau tergugat, walaupun dipanggil secara sah dan patut, tidak 

menghadap pada hari yang ditentukan, dan tidak juga menyuruh orang lain 

menghadap sebagai wakilnya, maka gugatan tersebut diterima dengan putusan 

tidak hadir (verstek), kecuali jika nyata pada Pengadilan Negeri, bahwa gugatan 

itu melawan hak atau tidak beralasan. 

 

Dalam persidangan tidak dijumpai adanya keinginan dari para Tergugat 

untuk hadir dipersidangan, dan tidak pula mengajukan eksepsi (tangkisan) dari 

Tergugat terhadap gugatan yang diajukan oleh Penggugat, maka Majelis Hakim 

berkesimpulan bahwa perkara ini dikabulkan secara verstek. 

Dalam pokok gugatan, Penggugat mengajukan cerai gugat terhadap 

Tergugat dengan alasan sering terjadi pertengkaran dan perselisihan yang 

disebabkan karena masalah ekonomi yaitu Tergugat tidak dapat memberikan 

nafkah yang cukup dan Tergugat tidak cocok dengan anak bawaan Penggugat. 

Akibat sering terjadi pertengkaran dan perselisihan, Penggugat dan Tergugat 

berpisah tempat tinggal selama satu tahun delapan bulan tanpa komunikasi. 

Berdasarkan dari hasil pemeriksaan dipersidangan ditemukan fakta bahwa 

memang kehidupan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat seringkali 

terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena masalah ekonomi 
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yaitu Tergugat tidak dapat memberikan nafkah yang cukup dan Tergugat tidak 

cocok dengan anak bawaan Penggugat. Dengan demikian, gugatan Penggugat 

telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 39 ayat 2 UU 

No. 1 Thun 1974 jo Pasal 19 huruf (f) PP No. 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) 

Kompilasi Hukum Islam. 

Selain itu dalam memutuskan suatu perkara Majelis Hakim juga berhak 

mendengarkan keterangan dari saksi-saksi dipersidangan. Kemudian keterangan 

dari saksi-saksi tersebut dihubungkan dengan dalil-dalil gugatan yang telah 

diajukan.  Dari keterangan saksi-saksi juga ditemukan fakta bahwa antara 

Penggugat dan Tergugat memang sering terjadi perselisihan dan pertengkaran 

karena masalah ekonomi yaitu Tergugat tidak dapat memberikan nafkah yang 

cukup dan Tergugat tidak cocok dengan anak bawaan Penggugat. Dampak dari 

perselisihan tersebut adalah Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal 

selama satu tahun delapan bulan tanpa ada komunikasi. Dari keterangan saksi 

tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa tujuan dari perkawinan menjadi 

keluarga yang sakinah mawaddah dan rahmah tidak tercapai. Sebagaimana Pasal 1 

UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam 

yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia, sakinah, mawaddah dan rahmah. 

Dari beberapa pertimbangan hakim tersebut, maka peneliti setuju dan 

sepakat dengan Majelis Hakim dalam perkara ini bahwa rumah tangga antara 

Penggugat dan Tergugat telah pecah dan tidak ada harapan untuk rukun kembali 

karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus. Terkait itu 

maka gugatan cerai tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat 2 UU No. 
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Tahun 1974 jo Pasal 19 huruf (f) PP No. 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) 

Kompilasi Hukum Islam yaitu :”antara suami dan istri terus menerus terjadi 

perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan rukun lagi dalam rumah 

tangga”. 

Pada perkara ini setelah dilakukan pemeriksaan oleh Majelis Hakim 

tentang tentang gugatan yang diajukan oleh Penggugat, maka Majelis Hakim 

dapat mempertimbangkan alasan yang sebenarnya. Dengan alasan-alasan yang 

telah dikemukakan, maka gugatan Penggugat telah cukup alasan sebagaimana 

ketentuan Pasal 39 ayat 2 UU No. 1 Tahun 1974 jo Pasal 19 huruf (f) PP No. 9 

Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam. Oleh karena itu, 

gugatan ini dapat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain sughra dari 

Tergugat kepada Penggugat sesuai dengan Pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi 

Hukum Islam. 

6. Pertimbangan Hakim pada Putusan Nomor 2215/Pdt.G/2018/PA.Pwt.  

Pada salinan putusan cerai gugat tenaga kerja wanita dengan nomor 

perkara 2215/Pdt.G/2018/PA.Pwt, bahwa Tergugat tidak hadir di persidangan. 

Bahwa ternyata Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap 

ke persidangan akan tetapi tidak hadir dan  tidak ada alasan yang sah, oleh karena 

itu Tergugat dianggap tidak hadir dan karenanya gugatan Penggugat bersifat 

verstek. Verstek diatur dalam Pasal 125 ayat 1 HIR yang berbunyi: 

Jikalau tergugat, walaupun dipanggil secara sah dan patut, tidak 

menghadap pada hari yang ditentukan, dan tidak juga menyuruh orang lain 

menghadap sebagai wakilnya, maka gugatan tersebut diterima dengan putusan 

tidak hadir (verstek), kecuali jika nyata pada Pengadilan Negeri, bahwa gugatan 

itu melawan hak atau tidak beralasan. 
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Dalam persidangan tidak dijumpai adanya keinginan dari para Tergugat 

untuk hadir dipersidangan, dan tidak pula mengajukan eksepsi (tangkisan) dari 

Tergugat terhadap gugatan yang diajukan oleh Penggugat, maka Majelis Hakim 

berkesimpulan bahwa perkara ini dikabulkan secara verstek. 

Dalam pokok gugatan, Penggugat mengajukan cerai gugat terhadap 

Tergugat dengan alasan sering terjadi pertengkaran dan perselisihan yang 

disebabkan karena masalah ekonomi yaitu Tergugat tidak dapat memberikan 

nafkah yang layak dan Tergugat juga jarang bekerja sehingga membuat kehidupan 

ekonomi keluarga selalu kurang. Akibat sering terjadi pertengkaran dan 

perselisihan, Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal selama dua tahun 

delapan bulan tanpa komunikasi. Berdasarkan dari hasil pemeriksaan 

dipersidangan ditemukan fakta bahwa memang kehidupan rumah tangga antara 

Penggugat dan Tergugat seringkali terjadi perselisihan dan pertengkaran yang 

disebabkan karena masalah ekonomi yaitu Tergugat tidak dapat memberikan 

nafkah yang layak dan Tergugat juga jarang bekerja sehingga membuat kehidupan 

ekonomi keluarga selalu kurang. Dengan demikian, gugatan Penggugat telah 

memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 39 ayat 2 UU No. 1 

Thun 1974 jo Pasal 19 huruf (f) PP No. 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) 

Kompilasi Hukum Islam. 

Selain itu dalam memutuskan suatu perkara Majelis Hakim juga berhak 

mendengarkan keterangan dari saksi-saksi dipersidangan. Kemudian keterangan 

dari saksi-saksi tersebut dihubungkan dengan dalil-dalil gugatan yang telah 

diajukan.  Dari keterangan saksi-saksi juga ditemukan fakta bahwa antara 
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Penggugat dan Tergugat memang sering terjadi perselisihan dan pertengkaran 

karena masalah ekonomi yaitu Tergugat tidak dapat memberikan nafkah yang 

layak dan Tergugat juga jarang bekerja sehingga membuat kehidupan ekonomi 

keluarga selalu kurang. Dampak dari perselisihan tersebut adalah Penggugat dan 

Tergugat berpisah tempat tinggal selama dua tahun delapan bulan tanpa ada 

komunikasi. Dari keterangan saksi tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa 

tujuan dari perkawinan menjadi keluarga yang sakinah mawaddah dan rahmah 

tidak tercapai. Sebagaimana Pasal 1 UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan 

jo Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia, 

sakinah, mawaddah dan rahmah. 

Dari beberapa pertimbangan hakim tersebut, maka peneliti setuju dan 

sepakat dengan Majelis Hakim dalam perkara ini bahwa rumah tangga antara 

Penggugat dan Tergugat telah pecah dan tidak ada harapan untuk rukun kembali 

karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus. Terkait itu 

maka gugatan cerai tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat 2 UU No. 

Tahun 1974 jo Pasal 19 huruf (f) PP No. 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) 

Kompilasi Hukum Islam yaitu :”antara suami dan istri terus menerus terjadi 

perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan rukun lagi dalam rumah 

tangga”. 

Pada perkara ini setelah dilakukan pemeriksaan oleh Majelis Hakim 

tentang tentang gugatan yang diajukan oleh Penggugat, maka Majelis Hakim 

dapat mempertimbangkan alasan yang sebenarnya. Dengan alasan-alasan yang 

telah dikemukakan, maka gugatan Penggugat telah cukup alasan sebagaimana 
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ketentuan Pasal 39 ayat 2 UU No. 1 Tahun 1974 jo Pasal 19 huruf (f) PP No. 9 

Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam. Oleh karena itu, 

gugatan ini dapat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain sughra dari 

Tergugat kepada Penggugat sesuai dengan Pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi 

Hukum Islam. 

Dari beberapa pertimbangan hakim mengenai cerai gugat tenaga kerja 

wanita di atas, dapat disimpulkan bahwa rumah tangga antara Penggugat dan 

Tergugat memang telah pecah dan tidak dapat rukun kembali yang disebabkan 

karena sering terjadi pertengkaran dan perselisihan terus menerus. Majelis Hakim 

berpendapat bahwa tujuan dari perkawinan menjadi keluarga yang sakinah 

mawaddah dan rahmah tidak tercapai. Sebagaimana Pasal 1 UU No. 1 Tahun 

1974 Tentang Perkawinan jo Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam yaitu membentuk 

rumah tangga yang bahagia, sakinah, mawaddah dan rahmah. Karena tujuan 

membangun keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah tidak tercapai, maka 

hakim memutuskan untuk mengabulkan gugatan cerai Penggugat terhadap 

Tergugat. 
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BAB V 

PENUTUP 

 

A. Kesimpulan  

Dari beberapa putusan cerai gugat tenaga kerja wanita yang dijadikan 

sampel, dapat diketahui bahwa faktor utama cerai gugat adalah pertengkaran 

dan perselisihan terus menerus dalam rumah tangga. Penyebab pertengkaran 

dan perselisihan tersebut karena faktor ekonomi dalam rumah tangga yang 

tidak tercukupi, dibarengi dengan tidak adanya kondisi rumah tangga yang 

tidak harmonis. Faktor ekonomi menjadi pemicu awal timbulnya pertengkaran 

dan perselisihan dalam keluarga. Karena terjadinya perselisihan yang terus 

menerus, pada beberapa kasus sampai ada salah satu pihak yang meninggalkan 

pihak lain dikarenakan tidak tahan dengan pertengkaran yang terjadi.  

Selain faktor ekonomi, faktor lain yang menyebabkan terjadinya 

perselisihan dalam rumah tangga yaitu suami yang tidak bertanggung jawab. 

Selain tidak ada tanggung jawab dalam memberikan nafkah, para suami juga 

melepas tanggung jawabnya dalam mengurus keluarga. Ini dibuktikan dengan 

suami yang sengaja pergi meninggalkan istri dan tidak kembali. Semestinya 

suami sebagai kepala keluarga harus menunaikan kewajibannya dengan 

memberikan nafkah kepada keluarga. Pada satu kasus juga ada suami yang 

tidak bertanggung jawab dalam menggunakan uang kiriman istri yang bekerja 

sebagai tenaga kerja wanita. Ini yang menjadi penyebab terjadinya perselisihan 

dan pertengkaran dalam keluarga karena istri merasa kecewa dengan suami 

yang menggunakan uang kiriman istri dengan tidak jelas.  
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Dengan adanya permasalahan-permasalahan tersebut, membuat 

hubungan keluarga sudah tidak harmonis lagi dan membuat para istri merasa 

marah dan kecewa terhadap suami karena para istri seperti pada umumnya 

menginginkan suami yang setia dan bertanggungjawab namun para suami 

tidak melakukan itu semua bahkan tidak memiliki kepedulian terhadap 

keluarga. Karena sudah terlanjur merasa kecewa dan menderita, akhirnya para 

istri berketetapan hati memilih untuk menggugat cerai para suami.  

Dalam perkara cerai gugat tenaga kerja wanita, berdasarkan putusan 

hakim dapat disimpulkan bahwa kehidupan rumah tangga antara Penggugat 

dan Tergugat telah pecah sehingga keduanya tidak dapat rukun kembali yang 

disebabkan karena pertengkaran dan perselisihan yang terus menerus terjadi. 

Majelis Hakim berpendapat bahwa tujuan dari perkawinan menjadi keluarga 

yang sakinah mawaddah dan rahmah tidak tercapai. Sebagaimana Pasal 1 UU 

No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam 

yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia, sakinah, mawaddah dan rahmah. 

Karena tujuan membangun keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah 

tidak tercapai, sehingga Majelis Hakim memutuskan untuk mengabulkan 

gugatan cerai Penggugat kepada Tergugat. 

B. Saran  

Perceraian adalah langkah yang harus ditempuh ketika pernikahan 

sudah tidak dapat diselamatkan yang apabila terus dilanjutkan akan semakin 

banyak menimbulkan masalah. Permasalahan-permasalahan dalam rumah 

tangga sebenarnya dapat dihindari. Sebelum membentuk sebuah keluarga, 
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hendaknya calon pasangan sudah mempersiapkan diri baik lahir maupun 

batin. Tanamkan pada diri dan keluarga bahwa perkawinan adalah suatu 

komitmen suci yang tidak boleh dianggap remeh dan enteng. Pastikan bahwa 

pasangan mengerti bahwa mereka adalah prioritas utama dalam hidup. 

Menjaga komunikasi antar pasangan. Terbuka dalam segala hal dan 

membantu menghindari permasalahan dalam keluarga. Mengesampingkan 

ego pribadi, jangan anggap diri sendiri paling benar. Kemudian suami 

berkewajiban untuk memenuhi kebutuhan istri dan anak yang merupakan hak 

yang harus diberikan. Hal tersebut berhubungan dengan faktor ekonomi 

dalam keluarga. Sebab apabila hak tersebut tidak diberikan, berpotensi 

menimbulkan permasalahan dan perselisihan dalam rumah tangga yang 

berujung pada gugatan cerai yang diajukan oleh istri.  
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DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA 

 

Pengadilan Agama Purwokerto yang memeriksa dan mengadili perkara 

tertentu pada tingkat pertama, dalam sidang Majelis telah menjatuhkan putusan 

sebagai berikut  dalam perkara cerai gugat antara :  ------------------------------------------------  

Yeti Agustinah binti Suwarno, lahir Cilacap, 08 Agustus 1981 / umur 36 tahun, 

Agama: Islam, Pendidikan : SLTA, Pekerjaan: Buruh/ TKI, beralamat di 

RT.002 / RW.003, Desa Candinegara, Kecamatan Pekuncen, 

Kabupaten Banyumas, sekarang berdomisili di : 14 F # 13 LN 204 Song 

Shan RD Tipei 110, Taipei City, Taiwan 10800 R.O.C ; Paspor Nomor : 

AT 803553 ;  selanjutnya berdasarkan surat Kuasa Khusus tanggal 02 

April 2018, memberikan Kuasa kepada : Rabun Edi Ismanto,SH.,MH. 

dan Tunggul Aji Widigdo,SH ; Advokat beralamat Kantor di Jl.Sadang 

No.44, Gumilir, Cilacap, selanjutnya disebut sebagai Penggugat ; -------- 

----------------------------- M e l a w a n  -------------------------------------  

Yuswanto bin Suyoko, umur 36 tahun ( 09 Oktober 1981), Agama islam, 

Pekerjaan Buruh, beralamat di RT.004 / RW.003, Desa 

Candinegara, Kecamatan Pekuncen, Kabupaten Banyumas, 

selanjutnya disebut sebagai Tergugat; -------------------------------------

------------------------------ 

Pengadilan Agama tersebut;  ------------------------------------------------------------------------------  

Telah membaca  surat- surat perkara; ------------------------------------------------------------------  

Telah mendengar keterangan Penggugat dan saksi-saksi di muka sidang; -----------------  

----------------------------------------- DUDUK PERKARA  -----------------------------------------------  



 

 

Bahwa  Penggugat dengan surat Gugatannya tanggal 18 Mei 2018 telah  

mengajukan gugat cerai yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama 

Purwokerto dengan Nomor :  1231/Pdt.G/2018/PA.Pwt, tanggal  24 Mei 2018, 

dengan dalil-dalil sebagai berikut : -----------------------------------------------------------------------  

 

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah dan 

telah menikah dihadapan pegawai pencatat nikah Kantor Urusan 

Agama Kec.Pekuncen, Kab.Banyumas, pada tanggal 20 Januari 

2014, Akta Nikah Nomor : 0013/013/I/2014, yang dikeluarkan oleh 

Kantor Urusan Agama Kec.Pengkuncen, Kab.Banyumas; -------------

------------------------- 

 

2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat  tinggal  bersama di 

rumah Saudara Penggugat sampai sekitar bulan Oktober 2016, Ba’da 

Dhukul dan mempunyai seorang anak yang bernama Genta Nuzrul 

Zafrano, lahir 15 April 2014   ;------------------------------------------------------ 

 

3. Bahwa pada mulanya rumah tangga Penggugat dan Tergugat 

rukun dan harmonis namun sejak akhir tahun 2015, rumah tangga 

mulai retak sering terjadi perselisihan dikarenakan masalah 

ekonomi yang kurang karena hasil  kerja Tergugat tidak cukup 

untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga;---------------------------------

------------------------------------------- 

 
4. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada sekitar 

akhir tahun 2016, dengan permasalahan yang sama sebagaimana 

posita ke 3 (tiga), yang akhirnya Tergugat pergi meninggalkan 

Penggugat tanpa alasan yang jelas pulang kerumah orang tua 

Tergugat sendiri di Desa Candinegara, Kec.Pekuncen, 

Kab.Banyumas sejak itulah antara Penggugat dan Tergugat 

berpisah tempat tinggal sampai sekarang selama + 1 (sati) tahun 

dan tidak pernah rukun kembali; --------------------- 



 

 

 
5. Bahwa oleh karena Penggugat membutuhkan biaya hudup dan 

biaya anak, maka pada sekitar bulan Februari 2017 Penggugat 

berangkat kerja ke Luar Negeri (Taiwan) dan sampai sekarang 

belum  pulang ke Indonesia sehingga tidak bisa menghadiri 

persidangan di Pengadilan Agama Purwokerto;---------------------------

---------------------------------------- 

 
 

6. Bahwa Penggugat merasa perkawinannya dengan Tergugat tidak dapat 

dipertahankan lagi, sehingga Penggugat berketetapan hati memilih jalan 

perceraian untuk mengakhiri perkawinanannya dengan Tergugat ;---------- 

 

7. Bahwa dengan demikian Penggugat berkeyakinan telah cukup alasan 

untuk  mengajukan Gugatan Cerai ini sesuai dengan yang diatur dalam 

PP No.9 Tahun 1975 pasal 19 huruf  (f),  jo pasal 116 huruf  (f) Kompilasi 

Hukum Islam; -------------------------------------------------------------------------- 

 

Berdasarkan alasan-alasan dan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, 

kami mohon kehadapan  Bapak  Ketua  Pengadilan Agama  Purwokerto  

berkenan  untuk  menerima Gugatan Perceraian  ini, kemudian memanggil kedua 

belah pihak untuk diperiksa perkaranya, selanjutnya mengadili dan menjatuhkan 

Putusan  yang amarnya berbunyi sebagai berikut : ------------------- 

 

 

1. Mengabulkan Gugatan Perceraian Penggugat . ----------------------------------- 
 

2. Menjatuhkan talak satu Ba’in Sughro dari Tergugat Yuswanto bin Suyoko 

kepada Penggugat  Yeti Agustinah binti Suwarno ;--------------------------------- 
 

3. Membebankan semua biaya yang timbul dalam perkara ini sesuai ketentuan 

hukum yang berlaku; ------------------------------------------------------- 



 

 

Atau, apabila Bapak Ketua Pengadilan Agama Purwokerto berpendapat lain, 

Penggugat  melalui Kuasa Hukumnya, dengan ini mohon untuk dapat dijatuhkan 

Putusan yang seadil-adilnya . ------------------------------------------------- 

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat telah datang 

menghadap ke muka sidang, akan tetapi Tergugat tidak datang menghadap atau 

menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai wakilnya, meskipun 

menurut relaas panggilan tanggal 22 Juni 2018,  7 Agustus 2018 dan 20 Agustus 

2018 Nomor : 1231/Pdt.G/2018/PA.Pwt. yang dibacakan di dalam sidang 

Tergugat  telah dipanggil secara resmi dan patut, dan tidak ternyata bahwa tidak 

datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah ;  ---------------------------------------------  

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat supaya 

tidak bercerai dengan Tergugat, akan tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil 

gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat ;  ------------------------------------------------------  

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah 

datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, lalu  

pemeriksaan perkara ini dimulai dengan membacakan surat Gugatan Penggugat 

yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat ;  -------------------------------------------------  

Bahwa Penggugat untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya telah 

mengajukan alat-alat bukti berupa  : --------------------------------------------------------------------  

I. Surat : ------------------------------------------------------------------------------------------------------  

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk nomor : 3301224808810008 atas nama 

Yeti Agustinah yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten 

Banyumas tanggal 15 Juni 2017, (bukti P.1);  --------------------------------------------  

2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah nomor: 0013/013/I/2014 yang dikeluarkan 

oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan 

Pekuncen, Kabupaten Banyumas tanggal 20 Januari 2014, (bukti P.2); ----------  

 

II. Saksi-saksi :  ---------------------------------------------------------------------------------------------  

1. Sugeng Priyatno bin Atmo Suratno, umur 34 tahun, agama Islam, 

pekerjaan buruh, tempat tinggal di RT.01 RW.03 Kelurahan Mertasinga, 



 

 

Kecamatan Cilacp Utara, Kabupaten Cilacap, saksi tersebut 

memberikan keterangan  di bawah sumpah  yang pada pokoknya 

sebagai berikut :  ----------------------------------------------------------------------------------  

      - Bahwa saksi kenal kedua pihak, karena saksi adalah paman 

Penggugat; ------------------------------------------------------------------------ 

- Bahwa saksi masih ingat, Penggugat dan Tergugat menikah pada 

bulan Januari 2014; -------------------------------------------------------------- 

- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama 

berpindah-pindah. Kadang di rumah orangtua Penggugat di Cilacap, 

terkadang di rumah orangtua Tergugat. Tetapi terakhir Penggugat 

dan Tergugat tinggal bersama di rumah orangtua Tergugat di Desa 

Candinegara, Kecamatan Pekuncen, Kabupaten Banyumas; ---------- 

-   Bahwa mereka sudah dikaruniai 1 (satu) orang anak; -------------------- 

- Bahwa saksi tahu bahwa semula rumahtangga Penggugat dan 

Tergugat baik-baik saja, tapi sejak akhir tahun 2015 antara 

Penggugat dan Tergugat sering bertengkar; --------------------------------- 

-  Bahwa saksi tahu kerena saksi sering berkunjung ke rumah orangtua 

Penggugat dan saksi pernah mendengar mereka bertengkar ketika 

mereka tinggal di rumah orangtua Penggugat; ---------------------------- 

-   Bahwa Penggugat dan Tergugat sering bertengkar mulut; ------------- 

- Bahwa Penyebab pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat 

adalah karena masalah ekonomi kurang. Hasil kerja Tergugat tidak 

cukup untuk memenuhi kebutuhan rumahtangga mereka; -------------- 

- Bahwa sekarang mereka sudah berpisah tempat tinggal. Penggugat 

telah pergi meninggalkan Tergugat, pulang ke rumah orangtuanya 

sejak akhir tahun 2016, kemudian pada sekitar bulan Februari 2017 

Penggugat pergi bekerja ke luar negeri dan hingga sekarang tidak 

pernah kembali lagi kepada Tergugat; -------------------------------------- 



 

 

- Bahwa  saksi sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, 

akan tetapi tidak berhasil, dan sekarang saksi sudah tidak sanggup 

lagi untuk merukunkan mereka; ----------------------------------- 

2. Yoga Apri Setiadi bin Asran, umur 21 tahun, agama Islam, pekerjaan 

buruh, alamat di RT.01 RW.03 Kelurahan Mertasinga, Kecamatan 

Cilacp Utara, Kabupaten Cilacap;, saksi tersebut telah memberikan 

keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :  -------------------  

- Bahwa saksi kenal Penggugat, karena saksi adalah tetangga Penggugat, 

dan saksi kenal Tergugat, namanya Yuswanto;; ---------- 

-  Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tahun 2014; ----------- 

- Bahwa setahu saksi, setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal 

bersama berpindah-pindah. Kadang di rumah orangtua Penggugat di 

Cilacap, dan  terkadang di rumah orangtua Tergugat di Cilacap. Tetapi 

terakhir Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orangtua 

Tergugat di Desa Candinegara, Kecamatan Pekuncen, Kabupaten 

Banyumas; ------------------------------------------ 

-   Bahwa selama berumah tangga mereka sudah dikaruniai 1 (satu) orang 

anak; ---------------------------------------------------------------------- 

-  Bahwa yang saksi tahu bahwa semula rumahtangga Penggugat dan 

Tergugat baik-baik saja, tapi sejak akhir tahun 2015 antara Penggugat 

dan Tergugat sering bertengkar; ------------------------------- 

- Bahwa saksi tahu kerena rumah saksi berdekatam dengan rumah orangtua 

Penggugat dan saksi pernah mendengar mereka bertengkar ketika 

mereka tinggal di rumah orangtua Penggugat; ----- 

-   Bahwa Penggugat dan Tergugat sering bertengkar mulut; ------------- 

- Bahwa setahu saksi yang menjadi penyebab pertengkaran antara 

Penggugat dan Tergugat adalah karena masalah ekonomi kurang. Hasil 

kerja Tergugat tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan rumahtangga 



 

 

mereka; --------------------------------------------------------- 

- Bahwa sekarang mereka sudah berpisah tempat tinggal. Karena Penggugat 

telah pergi meninggalkan Tergugat, pulang ke rumah orangtuanya sejak 

akhir tahun 2016, kemudian pada awal tahun tahun 2017 Penggugat pergi 

ke luar negeri dan hingga sekarang tidak pernah kembali lagi kepada 

Tergugat; -------------------------------- 

- Bahwa  pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan 

Tergugat, akan tetapi tidak berhasil; ---------------------------------- 

Bahwa Penggugat mengajukan kesimpulan secara lisan  yang pada 

pokoknya mohon gugatan  dikabulkan; ---------- ------------------------------------------------------ 

Bahwa tentang jalannya persidangan semuanya telah dicatat dalam 

berita acara sidang, maka untuk mempersingkat uraian putusan ini semua hal 

yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak 

terpisahkan dari putusan ini;  ------------------------------------------------------------------------------  

----------------------------------- TENTANG HUKUMNYA  -----------------------------------------------  

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Gugatan Penggugat pada 

pokoknya adalah sebagaimana tersebut di atas ;  --------------------------------------------------  

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat telah dipanggil secara resmi dan 

patut untuk menghadap di persidangan sebagaimana relaas panggilan tersebut 

di atas akan tetapi tidak hadir dan  tidak ternyata bahwa tidak hadirnya itu 

disebabkan suatu halangan yang sah, oleh karena itu Tergugat harus dinyatakan 

tidak hadir dan karenanya gugatan Penggugat tersebut dapat diputus dengan 

verstek, sesuai dengan pasal 125 ayat (1) HIR ; ----------------------------------------------------  

Menimbang, bahwa sesuai dengan pasal 125 ayat (1) HIR yang 

berbunyi: “ Jikalau si tergugat (  tergugat -  tergugat ), walaupun dipanggil dengan 

patut, tidak menghadap pada hari yang ditentukan, dan tidak juga menyuruh 

orang lain menghadap selaku wakilnya, maka gugatan itu diterima dengan 

keputusan tak hadir (verstek) kecuali jika nyata kepada pengadilan negeri, bahwa 

gugatan itu melawan hak atau tidak beralasan”, maka Majelis membebani 

Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;------------------ 



 

 

Menimbang, bahwa pokok gugatan Penggugat adalah gugatan 

perceraian dengan alasan pasal 19 huruf (f) PP No. 9 Tahun 1975  jo pasal 116 

huruf (f) Kompilasi Hukum Islam yaitu: antara Penggugat dengan Tergugat sering 

terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan sulit didamaikan, 

yang disebabkan karena masalah ekonomi yang kurang karena hasil kerja 

Tergugat tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga mereka, oleh 

karena itu yang harus dibuktikan oleh Penggugat adalah dalil-dalil yang dijadikan 

alasan gugatan tersebut ;  ----------------------------------------------------------------------------------  

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti-bukti dan saksi-

saksi di persidangan yang dipertimbangkan sebagai berikut ;  ----------------------------------  

Bahwa bukti Penggugat yang diberitanda P.1, dan P.2 seluruhnya 

berupa fotokopi yang telah dicocokkan oleh Majelis Hakim di persidangan dan 

ternyata sesuai dengan aslinya serta bermeterai cukup sehingga dapat diterima 

sebagai alat bukti yang sah di depan sidang ;  -------------------------------------------------------  

Bahwa bukti P.1 (berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama 

Penggugat  yang merupakan akta autentik dan menjelaskan mengenai identitas 

Penggugat sehinggga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, 

maka menurut pasal 165 HIR mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna 

(voilledig) dan mengikat (bindende), serta terbukti benar identitas Penggugat 

seperti yang tercantum dalam surat gugatan ;  -------------------------------------------------------  

Bahwa bukti P.2 (berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama 

Penggugat dengan Tergugat) yang merupakan akta autentik dan menjelaskan 

bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah sah pada tanggal  20 Januari 

2014 di hadapan Petugas Kantor Urusan Agama Kecamatan Pekuncen, 

Kabupaten Banyumas, sehinggga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil 

dan materiil, maka menurut pasal 165 HIR mempunyai kekuatan pembuktian 

yang sempurna (voilledig) dan mengikat (bindende). Karena terbukti antara 

Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah, maka gugatan Penggugat 

memiliki dasar hukum yang sah ;  ------------------------------------------------------------------------  

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat telah 

menerangkan di depan sidang, tidak ada larangan untuk menjadi saksi 



 

 

berdasarkan pasal 145 HIR, dan terlebih dahulu mengangkat sumpah menurut 

agamanya berdasarkan pasal 147 HIR,oleh karena itu telah memenuhi syarat 

formil alat bukti saksi ;  --------------------------------------------------------------------------------------  

Menimbang, bahwa di samping itu, saksi-saksi yang diajukan oleh 

Penggugat tersebut telah memberi keterangan atas peristiwa yang dialami, 

didengar dan dilihat sendiri bukan testimonium de auditu sebagaimana maksud 

pasal 171 ayat (2) HIR, dengan berdasarkan sumber pengetahuan yang jelas 

sebagaimana maksud pasal 171 ayat (1) HIR, dan saling bersesuaian satu 

dengan yang lainnya sebagaimana maksud pasal 172  HIR, maka keterangan 

saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil alat bukti saksi sehingga 

mempunyai kekuatan pembuktian yang bebas sesuai penilaian Majelis Hakim ; 

Menimbang, bahwa selanjutnya menurut penilaian Majelis Hakim, 

keterangan saksi-saksi tersebut seluruhnya menguatkan alasan-alasan gugatan 

Penggugat yaitu Penggugat dan Tergugat menikah pada 20 Januari 2014 di 

hadapan Petugas Kantor Urusan Agama Kecamatan Pekuncen, Kabupaten 

Banyumas dan setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat hidup 

bersama terakhir  di rumah orangtua Penggugat di RT. 002 RW. 003, Desa 

Candinegara, Kecamatan Pekuncen, Kabupaten Banyumas, ba’dadukhul, dan 

telah  dikaruniai satu orang anak, sejak akhir tahun 2015 antara Penggugat 

dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran mulut karena 

masalah ekonomi kurang karena hasil kerja Tergugat tidak cukup untuk 

memenuhi kebutuhan rumah tangga mereka. Akhirnya pada akhir tahun 2016 

Penggugat pulang ke rumah orang tuanya dan pada bulan Pebruari 2017 

Penggugat pergi ke luar negeri untuk bekerja hingga sekarang tidak kembali lagi 

kepada Tergugat;  --------------------------------------------------------------------------------------------  

Menimbang bahwa berdasarkan bukti-bukti tersebut diatas, majelis telah 

menemukan fakta dalam persidangan ini yang pokoknya sebagai berikut : -----------------  

1. Bahwa pada tanggal 20 Januari 2014 Penggugat dengan Tergugat 

telah menikah sah ; -------------------------------------------------------------------------  

2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat 

hidup bersama berpindah-pindah terakhir di rumah orangtua 



 

 

Penggugat di RT. 002 RW. 003, Desa Candinegara, Kecamatan 

Pekuncen, Kabupaten Banyumas, ba’dadukhul, dan telah dikaruniai 

satu orang anak;-----------------------------------------------------------------------------  

3. Bahwa rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sering 

terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena 

masalah ekonomi kurang karena hasil kerja Tergugat tidak 

mencukupi kebutuhan rumah tangga mereka. Akibatnya sejak akhir 

tahun 2016 berturut-turut hingga sekarang, Penggugat pergi 

meninggalkan Tergugat pulang ke rumah orang tuanya dan dan 

sejak Pebruari 2017 pergi ke luar negeri untuk bekerja dan tidak 

kembali lagi kepada Tergugat hingga sekarang; -----------------------------------  

4.  Bahwa usaha mendamaikan telah dilakukan oleh keluarga namun 

tidak berhasil; --------------------------------------------------------------------------------  

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta angka 3 dan 4 tersebut diatas 

gugatan Penggugat telah terbukti bahwa antara Penggugat dengan Tergugat 

sering terjadi perselisihan dan pertemgkaran yang terus menerus dan sulit 

didamaikan yang disebabkan karena masalah ekonomi kurang sehingga 

Tergugat tidak mampu mencukupi kebutuhan rumah tangga Penggugat dan 

Tergugat, akibatnya sejak akhir tahun 2016 berturut-turut hingga sekarang, 

Penggugat pergi meninggalkan Tergugat pulang ke rumah orang tuanya. Usaha  

mendamaikan sudah dilakukan namun tidak berhasil. Dengan demikian gugatan 

Penggugat telah memenuhi alasan perceraian pasal 19 huruf (f) PP No. 9 Tahun 

1975  jo pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam yaitu: “antara Penggugat 

dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus 

menerus dan sulit didamaikan”;  --------------------------------------------------------------------------  

Menimbang, bahwa Majelis juga menyimpulkan bahwa hubungan antara 

Penggugat  dan Tergugat dalam rumah tangganya telah pecah dan tidak ada 

harapan akan hidup rukun lagi sebagai suami isteri, maka dalam kondisi rumah 

tangga yang demikian, kehidupan rumah tangga yang sakinah mawaddah dan 

rahmah sebagai tujuan perkawinan sebagaimana dimaksud dalam Firman Allah 

SWT dalam surat Ar Rum ayat 21 jelas tidak akan tercapai. Dan bahkan apabila 

perkawinan antara Penggugat dan Tergugat ini tetap dipertahankan, maka 



 

 

Penggugat sebagai istri dan Tergugat sebagai suami tidak akan dapat 

melaksanakan kewajibannya masing-masing sebagaimana tersebut dalam Pasal 

33 dan 34 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang 

Perkawinan jo Pasal 77 ayat (2), (3) dan (4) Kompilasi Hukum Islam sehingga 

akan menimbulkan mafsadat yang lebih besar lagi; ------------------------------------------------      

Menimbang, bahwa menghindari terjadinya mafsadat dalam rumah 

tangga harus lebih diutamakan daripada mendatangkan kemaslahatan sesuai 

qaidah Fiqhiyyah yang berbunyi : ------------------------------------------------------------------------  

 

Artinya : Menolak mafsadat lebih diutamakan untuk menjaga kemaslahatan;--- 

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka gugatan 

Penggugat dinyatakan telah cukup alasan sebagaimana ketentuan pasal 19 

huruf (f) PP No. 9 Tahun 1975  jo pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, 

oleh karena itu dapat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain sughra dari 

Tergugat kepada Penggugat;  -----------------------------------------------------------------------------  

Menimbang,  bahwa   oleh karena  perkara  ini  menyangkut  bidang  

perkawinan  sesuai  dengan  pasal  89  ( 1 )  Undang - Undang  Nomor   7  

Tahun  1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah 

dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 terakhir dirubah dengan Undang-

undang Nomor  50 Tahun 2009,  maka  biaya  perkara  menjadi  beban  

Penggugat ;  ----------------------------------------------------------------------------------------------------  

Mengingat  segala  peraturan  perundang - undangan  yang  berlaku  

serta  Hukum  Syara’  yang  berhubungan  dengan  perkara  ini ;  -----------------------------  

---------------------------------------- M E N G A D I L I  ---------------------------------------------------  

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil dengan resmi dan patut  untuk 

menghadap di persidangan, tidak hadir ;  --------------------------------------------------------  

2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek ;  -----------------------------------------  



 

 

3. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (Yuswanto bin Suyoko) 

terhadap Penggugat ( Yeti Agustinah binti Suwarno); ----------------------------- 

4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar 

Rp. 613.000,- ( enam ratus tiga belas ribu  rupiah ) ;  ----------------------------------------     

 

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis 

Hakim pada hari Senin tanggal 15 Oktober 2018 Masehi bertepatan dengan 

tanggal 6 Shafar 1440 Hijriyah oleh Drs. Risno Hakim yang ditunjuk oleh Ketua 

Pengadilan Agama Purwokerto sebagai Ketua Majelis, Encep Solahuddin, S.Ag. 

dan Nana, S,Ag. sebagai Hakim-Hakim Anggota putusan mana diucapkan oleh 

Ketua Majelis tersebut pada hari itu juga  dalam sidang terbuka untuk umum 

dengan dihadiri Hakim-Hakim anggota, dan Susanto, S.H. sebagai Panitera 

Pengganti serta dihadiri juga oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;  

 

Ketua Majelis 

 

 

 

Drs. Risno 

 

Hakim Anggota 

 

 

Encep Solahuddin, S.Ag. 

Hakim Anggota 

 

 

Nana, S,Ag.. 

 



 

 

Panitera Pengganti 

 

 

Susanto, S.H. 

 

Rincian Biaya Perkara : 

 

1. Biaya Pendaftaran  Rp.  30.000,- 

2. Biaya Proses Penyelesaian Perkara  Rp.  50.000,- 

3. Biaya Panggilan  Rp. 522.000,- 

4. Redaksi  Rp.     5.000,- 

5. Meterai Putusan  Rp.     6.000,- 

Jumlah Rp. 613.000,- 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

P U T U S A N 

Nomor:  1194/Pdt.G/2018/PA.Pwt 

 

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA 

Pengadilan Agama Purwokerto yang memeriksa dan mengadili  perkara 

perdata Cerai Gugat telah menjatuhkan putusan dalam perkara antara: -----------------  

KOWIYAH Binti NAWIKARTA, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan SD, 

pekerjaan Tenaga Kerja Indonesia, tempat tinggal di RT.06 RW.02 

desa Jingkang, Kecamatan Ajibarang, Kabupaten Banyumas, Yang 

sekarang bekerja di Luar negeri dan beralamat  di : LIM PEK SIAM  

208 TOA PAYOH NORTH #02-1271 S (310208), Singapura 349775, 

selanjutnya disebut sebagai PENGGUGAT, dalam hal ini memberikan 

kuasa kepada AMIN SUBARKAH SETIADI, SH, Advokat, beralamat di 

Jalan Riyanto RT.02 RW. 1 No. 32 Kelurahan Sumampir Kecamatan 

Purwokerto Utara Banyumas, berdasarkan Surat Kuasa Khusus 

tertanggal 03/05/2018, bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa 

sebagai kuasa hukum Penggugat;  ----------------------------------------------------  

m e l a w a n 

KASNO bin ABDUL ROKHIM, umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan SD, 

pekerjaan Buruh, tempat tinggal RT.01 RW. 01 desa Jingkang 

Kecamatan Ajibarang Kabupaten Banyumas                                 

Banyumas,  sebagai TERGUGAT; -----------------------------------------------------  

- Pengadilan Agama tersebut;-------------------------------------------------------------------  

- Setelah membaca dan mempelajari surat-surat perkara;------------------------------  

- Setelah mendengar pihak yang berperkara dan para saksi dipersidangan;------  

TENTANG DUDUKNYA PERKARA 

Bahwa Penggugat/Kuasa Hukumnya dalam surat Gugatannya tertanggal 

17 Mei 2018 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Purwokerto, 



 

 

nomor 1194/Pdt.G/2018/PA.Pwt tanggal 17 Mei 2018, telah mengajukan 

Gugatan untuk melakukan cerai gugat terhadap Tergugat dengan alasan sebagai 

berikut:; ------------------------------------------------------------------------------------------------------  

1. Bahwa Penggugat telah melangsungkan pernikahan dengan Tergugat pada 

tanggal 12 Mei 2011 dengan wali nikah ayah kandung Penggugat bernama 

NAWIKARTA sebagaimana tersebut dalam Duplikat Kutipan Akta Nikah No.: 

030/DN?IV/2018, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan 

Ajibarang,  Kabupaten Banyumas  pada tanggal 2 April 2018 dalam status 

duda dan janda. --- 

2. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama dirumah 

orangtua Pengugat di desa Jingkang selama 1 Minggu, kemudian tinggal 

bersama di rumah orang tua Tergugat hingga Maret 2017. ------------------------

-------------------------------------------------------------- 

3. Bahwa selama berumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah melakukan 

hubungan suami istri (ba da dukhul) dan telah dikaruniai 1 (satu) orang 

anak,yang bernama: ------------------------------------------------- 

- OKTA ZUWIDA SIFA, Lahir pada tanggal 4 Oktober 2011; --------- 

4. Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat  rukun dan harmonis, 

namun sejak Januari 2012 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang 

disebabkan karena nafkah dari Tergugat sebagai tukang ojek tidak cukup 

untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari dimana kadang Tergugat 

memberi Rp.5.000,- kadang Rp.7.000,- itupun tidak setiap hari dan ketika 

Penggugat meminta tambahan justru timbul pertengkaran namun demikian 

Penggugat tetap berusaha sabara, bahkan akhirnya pada maret 2012 

Penggugat pergi kerja ke singapura dan hasilnya Penggugat kirimkan 

kepada Tergugat  namun Tergugat tidak termotivasi untuk menjadi giat 

bekerja bahkan Penggugat mulai mendengar Tergugat menjalin hubungan 

asmara dengan wanita lain dan keadaan ini semakin menyakitkan Penggugat 

namun Penggugat tetap berusaha sabar. --------------------------------------- 

5. Bahwa kemudian pada tahun 2016 Penggugat dan Tergugat berencana 

untuk membangun rumah, Tergugat ingin membangun rumah diatas tanah 

orangtua Tergugat dan Penggugat ingin diatas tanah dekat keluarga 

Penggugat masalah lokasipun menimbulkan pertengkaran bahkan tergugat 



 

 

mengatakan bila membangun rumah dekat orangtua Penggugat sama saja 

dengan membubarkan rumah tangga bahkan kemudian Tergugat hendak 

meminjam sertifikat tanah milik orangtua Penggugat untuk utang bank dan 

Penggugat keberatan sehingga semakin runcinglah masalah yang terjadi 

antara Penggugat dan Tergugat apalagi pada Desember 2017 Tergugat 

meminta agar tanah pembelian hasil Penggugat kerja diatasnamakan 

Tergugat sehingga Penggugat sangat marah dan kecewa karena Penggugat 

merasa bahwa selama berumah tangga ternyata Tergugat hanya 

memanfaatkan Penggugat sebagai alat untuk keuntungan Tergugat sehingga 

habislah kesabaran Penggugat. -------------------------------------- 

6. Bahwa Penggugat adalah seperti wanita pada umumnya yang 

mengharapkan suami setia dan bertanggungjawab namun Tergugat tidak 

melakukan itu semua bahkan Tergugat juga tidak memiliki kepedulian 

terhadap anak Penggugat dari perkawinan terdahulu dan keadaan ini 

membuat Penggugat sangat menderita dan Penggugat tidak ridlo hingga 

akhirnya Penggugat mengajukan gugatan ini. --------- 

Berdasarkan alasan-alasan/dalil-dalil tersebut di atas Penggugat mohon kepada 

Ketua Pengadilan Agama Purwokerto berkenan memanggil kedua belah pihak 

yang berperkara guna didengar keterangannya mengenai perkara ini dan 

selanjutnya memberikan putusan sebagai berikut : ------------- 

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat. --------------------------- 

2. Memutuskan jatuhnya talak 1 (satu) dari Tergugat (KASNO bin ABDUL 

ROKHIM) terhadap Penggugat (KOWIYAH binti NAWIKARTA) atau 

Menceraikan perkawinan Penggugat dengan Tergugat. -------------------- 

3. Membebankan biaya perkara menurut hukum. -------------------------------- 

------------------------------------------------A T A U------------------------------------------- 

Apabila Pengadilan Agama Purwokerto c-q  majelis hakim yang memeriksa 

perkara ini berpendapat lain saya mohon putusan yang seadil-adilnya. ------- 

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat diwakili Kuasa 

Hukumnya AMIN SUBARKAH SETIADI, SH telah hadir di persidangan, 

sedangkan Tergugat tidak datang ataupun mengutus orang lain sebagai 

wakil/kuasa hukumnya tanpa alasan yang sah, meskipun menurut relaas 



 

 

panggilan nomor : 1194/Pdt.G/2018/PA.Pwt tanggal 05 Juli 2018 dan tanggal 27 

Juli 2018, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk hadir di 

persidangan; -----------------------------------------------------------------------------------------------  

Bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan maka perkara ini 

tidak   layak untuk dimediasikan, namun demikian Majelis Hakim tetap berusaha 

menasehati agar Penggugat mengurungkan kehendak cerainya dan tetap 

mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Tergugat namun tidak 

berhasil, kemudian dibacakanlah surat Gugatan Penggugat tersebut yang isinya 

tetap dipetahankan oleh Penggugat;  ---------------------------------------------------------------  

Bahwa atas Gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak dapat didengar 

tanggapan/jawabannya mengingat Tergugat tidak pernah hadir di persidangan; ------  

Bahwa untuk menguatkan dalil Gugatannya, Penggugat/Kuasa 

Hukumnya telah mengajukan bukti  surat berupa : ----------------------------------------------  

1. Surat Keterangan Domisili Nomor:474.2/880/VII/2018 atas nama Kowiyah 

yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Jingkang, Kecamatan Ajibarang, 

Kabupaten Banyumas tanggal 16 Juli 2018. telah diberi meterai cukup 

serta telah di Nazegelen oleh Kantor Pos, kemudian oleh Ketua Majelis di 

paraf dan diberi tanda (bukti P.1); ------------------------------------------------------------  

2. Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah No.: 030/DN/IV/2018 yang 

dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama 

Kecamatan Ajibarang, Kabupaten Banyumas tanggal 02 April 2018. 

Kemudian bukti surat tersebut oleh Ketua Majelis dicocokan dengan 

aslinya, ternyata sama, telah diberi meterai cukup serta telah di Nazegelen 

oleh Kantor Pos, kemudian oleh Ketua Majelis di paraf dan diberi tanda 

(bukti P.2);  -----------------------------------------------------------------------------------------  

Bahwa selain alat bukti surat sebagaimana terebut di atas, 

Penggugat/Kuasa Hukumnya juga telah menghadirkan alat bukti saksi di 

persidangan sebagai berikut: --------------------------------------------------------------------------  

Saksi pertama : 



 

 

MUHAIMIN bin SIRAD, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan buruh, tempat 

kediaman di RT. 02 RW. 04 Desa Jingkang, Kecamatan Ajibarang, 

Kabupaten Banyumas ; ---------------------------------------------------------------------  

Saksi tersebut telah memberikan keterangan dibawah sumpah di 

persidangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut: -----------------------------------  

 Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi sebagai 

Tetangga Penggugat; ----------------------------------------------------------------------------  

 Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah pada  tahun 2011 dan  

setelah nikah pernah hidup rukun dan terakhir tinggal bersama di rumah 

orangtua Tergugat selama 6 tahun dan sudah dikaruniai anak 1 orang; ----------  

 Bahwa rumahtangga Penggugat dan Tergugat sejak bulan Januari 2012 

sudah tidak harmonis, sering berselisih dan bertengkar karena masalah 

perbedaan pendapat mengenai pembangunan rumah dimana Tergugat 

menghendaki rumah dibangun di dekat orangtua Tergugat sedangkan 

Penggugat menghendaki rumah dibangun di dekat rumah orangtua 

Penggugat; -----------------------------------------------------------------------------------------  

 Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada bulan Maret 

2012, keduanya berpisah tempat tinggal, Penggugat pergi bekerja ke 

Singapura sementara Tergugat masih tinggal di rumah orangtuanya ; ------------  

 Bahwa Keluarga telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat 

agar kembali rukun tetapi tidak berhasil; ---------------------------------------------------  

 Bahwa saksi telah berusaha mendamaikan Penggugat, tetapi tidak 

berhasil;----------------------------------------------------------------------------------------------  

Saksi kedua : 

WIRYAREJA RATUM bin MARTAJI, umur 66 tahun, agama Islam, pekerjaan 

petani, tempat kediaman di RT. 06 RW. 02 Desa Jingkang, Kecamatan 

Ajibarang, Kabupaten Banyumas ; -------------------------------------------------------  

Saksi tersebut telah memberikan keterangan dibawah sumpah di 

persidangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut: -----------------------------------  



 

 

 Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi sebagai 

Ayah Angkat Penggugat; -----------------------------------------------------------------------  

 Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah pada  bulan Mei 2011 dan  

setelah nikah pernah hidup rukun dan terakhir tinggal bersama di rumah 

orangtua Penggugat selama 6 tahun dan sudah dikaruniai anak 1 orang; -------  

 Bahwa rumahtangga Penggugat dan Tergugat sejak bulan Januari 2012 

sudah tidak harmonis, sering berselisih dan bertengkar karena masalah 

ekonomi keluarga yang kurang dimana Tergugat jarang memberi nafkah 

kepada Penggugat sehingga untuk mencukupi kebutuhan Penggugat pergi 

bekerja ke Singapura, Penggugat dan Tergugat juga berencana 

membangun rumah namun Tergugat menghendaki rumah dibangun di 

dekat orangtua Tergugat sedangkan Penggugat menghendaki rumah 

dibangun di dekat rumah orangtua Penggugat; ------------------------------------------  

 Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada bulan Maret 

2012, keduanya berpisah tempat tinggal, Penggugat pergi bekerja ke 

Singapura sementara Tergugat masih tinggal di rumah orangtuanya ; ------------  

 Bahwa Keluarga telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat 

agar kembali rukun tetapi tidak berhasil; ---------------------------------------------------  

 Bahwa saksi telah berusaha mendamaikan Penggugat, tetapi tidak 

berhasil;----------------------------------------------------------------------------------------------  

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Penggugat/Kuasa Hukumnya 

menyatakan menerima dan membenarkannya, kemudian Penggugat/Kuasa 

Hukumnya telah mencukupkan bukti yang diajukan dan tidak akan mengajukan 

bukti lagi ; ---------------------------------------------------------------------------------------------------  

Bahwa Penggugat/Kuasa Hukumnya dipersidangan menyatakan tidak 

akan mengajukan lagi sesuatu tanggapan apapun dan telah menyampaikan 

kesimpulannya secara lisan yang pada pokoknya tetap berpegang teguh pada 

pendiriannya semula untuk bercerai dengan Tergugat dan mohon putusan;  -----------  

Bahwa selanjutnya  untuk mempersingkat  uraian putusan ini mengenai 

jalannya persidangan untuk selengkapnya ditunjuk kepada hal ihwal 

sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan yang dijadikan dasar 



 

 

pertimbangan dalam membuat putusan dan merupakan bagian yang tidak 

terpisahkan dari putusan ini; ---------------------------------------------------------------------------  

 

TENTANG HUKUMNYA 

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Gugatan Penggugat adalah 

sebagaimana diuraikan di atas; -----------------------------------------------------------------------  

Menimbang, bahwa telah ternyata Penggugat/Kuasa Hukumnya 

menyampaikan bukti tertulis berupa P.1 dan bukti P.2 yang telah 

dipertimbangkan sebagaimana terurai diatas, dan terhadap bukti tersebut tidak 

ada yang mengajukan bukti sangkalan (tegen bewijs), serta dibubuhi meterai 

cukup sesuai dengan ketentuan pasal 2 ayat 1 huruf (a) Undang-undang nomor 

13 tahun 1983 tentang Bea Meterai jo. Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 

tahun 1963 huruf C maka Majelis Hakim berpendapat bahwa bukti P.1 dan P.2 

adalah akta otentik yang telah memenuhi syarat formil dan materil bukti tulis atas 

perkara ini dengan nilai bukti lengkap, tentang identitas kependudukan dirinya 

serta kedudukan Penggugat sebagai suami isteri yang sah dan belum bercerai; ------  

Menimbang, bahwa Penggugat dipersidangan telah menghadirkan 2 (dua) 

orang saksi dan terhadap bukti saksi tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa 

perkara ini merupakan kekhususan ketentuan pasal 76 ayat 1 Undang-undang 

Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah dengan undang-undang nomor 3 tahun 2006 

dan undang-undang nomor 50 tahun 2009 atas ketentuan pasal 145 ayat 2 HIR. 

tentang larangan menjadi saksi, artinya kedua saksi yang dihadirkan bukan 

merupakan orang yang dilarang untuk menjadi saksi dalam perkara aquo, 

keduanya sudah dewasa, bersedia menjadi saksi, serta bersumpah di 

persidangan sebelum menyampaikan keterangannya, maka Majelis Hakim 

menilai bahwa kedua saksi tersebut telah memenuhi batas minimal dan 

memenuhi syarat formil sebagai bukti saksi; ------------------------------------------------------  

Menimbang, bahwa berdasarkan relaas Panggilan aquo, kepada Tergugat 

telah dilakukan pemanggilan oleh Jurusita/Jurusita Pengganti Pengadilan Agama 

Purwokerto dengan memperhatikan tenggang waktu hari persidangan, oleh 



 

 

karena itu pemanggilan kepada Tergugat tersebut harus dinyatakan sah dan 

patut; ---------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat dan bukti-bukti 

tersebut, Majelis berpendapat, rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak 

bulan Januari 2012 sudah tidak harmonis, sering berselisih dan bertengkar 

karena masalah ekonomi keluarga yang kurang dimana Tergugat jarang 

memberi nafkah kepada Penggugat sehingga untuk mencukupi kebutuhan 

Penggugat pergi bekerja ke Singapura, Penggugat dan Tergugat juga berencana 

membangun rumah namun Tergugat menghendaki rumah dibangun di dekat 

orangtua Tergugat sedangkan Penggugat menghendaki rumah dibangun di 

dekat rumah orangtua Penggugat dan telah ditemukannya fakta keduanya 

berpisah tempat tinggal Penggugat pergi bekerja ke Singapura sementara 

Tergugat masih tinggal di rumah orangtuanya menunjukkan bahwa antara 

Penggugat dengan Tergugat sudah tidak lagi saling percaya dan saling 

pengertian dan sudah tidak ada lagi komunikasi suami isteri yang harmonis yang 

merupakan bagian dari gejala perselisihan dalam rumah tangga, maka telah 

cukup alasan bagi Penggugat untuk melakukan perceraian dengan Tergugat 

berdasarkan Pasal 39 ayat 2 UU Nomor 1 Tahun 1974 Jo Pasal 19 hurup (f) PP 

Nomor 9 tahun 1975 Jo Pasal 116 hurup (f) KHI; -----------------------------------------------  

Menimbang, bahwa karena perkara  yang bersangkutan adalah bidang 

perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 

maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;  -------------------------------------  

Menimbang, bahwa Tergugat ternyata meskipun telah dipanggil secara sah 

dan patut untuk menghadap, tidak hadir, juga tidak  menunjuk kuasanya untuk 

menghadap, dan tidak terbukti tidak datangnya itu disebabkan oleh halangan 

yang sah, sedangkan  Gugatan Penggugat tersebut tidak melawan hukum dan 

beralasan, maka Tergugat yang telah dipanggil secara sah dan patut akan tetapi 

tidak datang menghadap, harus dinyatakan tidak hadir, oleh karena itu Gugatan 

Penggugat tersebut dikabulkan dengan verstek; ------------------------------------------------  

Menimbang,  bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka 

Gugatan Penggugat dapat dikabulkan sebagaimana disebut dalam amar perkara 

ini; -------------------------------------------------------------------------------------------------------------  



 

 

Menimbang, bahwa karena perka yang bersangkutan dikabulkan, maka 

Akta Nikah a/n (KOWIYAH Binti NAWIKARTA) sebagai Penggugat dan atas 

nama (KASNO bin ABDUL ROKHIM) sebagai Tergugat berdasarkan Pasal 147 

ayat 1 Kompilasi Hukum Islam Kutipan dinyatakan ditarik dan tetap dilampirkan 

dalam berkas perkara ini ; ------------------------------------------------------------------------------  

Mempedomani Pasal 125 HIR, perundang-udangan dan segala peraturan 

yang berlaku serta hukum syara yang berkaitan dengan perkara ini; ----------------------  

 

MENGADILI 

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk 

menghadap di persidangan, tidak hadir; ------------------------------ 

2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek; ------------------------ 

3. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (KASNO bin ABDUL 

ROKHIM) terhadap Penggugat (KOWIYAH binti NAWIKARTA); ------- 

4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar 

Rp.451.000,- (empat ratus lima puluh satu ribu rupiah). ------- 

 

Demikian dijatuhkan putusan ini di Purwokerto,  pada hari Selasa tanggal 

07 Agustus 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 25 Zulkaidah 1439 H. dalam 

permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Purwokerto  yang terdiri dari 

Drs. MARWOTO, SH., MSI., sebagai Hakim Ketua Majelis, serta ENCEP 

SOLAHUDIN, S.Ag. dan NANA, S.Ag. sebagai hakim hakim Anggota serta 

diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk 

umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota serta MARODIN, SH. sebagai 

Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Penggugat/Kuasa Hukumnya tanpa 

hadirnya Tergugat ;---------------------------------------------------------------------------------------  

 

Ketua Majelis 



 

 

 

 

 

Drs. MARWOTO, SH., MSI. 

 

Hakim Anggota 

 

 

 

ENCEP SOLAHUDIN, S.Ag. 

Hakim Anggota 

 

 

 

NANA, S.Ag. 

 

Panitera Pengganti 

         

 

 

MARODIN, SH. 

Perincian Biaya Perkara : 

1. Biaya Pendaftaran : Rp.    30.000,00 

2. Biaya APP                : Rp.    50.000,00 

3. Biaya Panggilan          : Rp.  360.000,00 

4. Redaksi                      : Rp.      5.000,00 

5. Materai                        : Rp.      6.000,00 



 

 

   Jumlah                              Rp.  451.000,00 

(empat ratus lima puluh satu riburupiah).; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

P U T U S A N 

Nomor 1727/Pdt.G/2018/PA.Pwt 

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM 

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA 

Pengadilan Agama Purwokerto yang memeriksa dan mengadili 

perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah 

menjatuhkan putusan perkara Gugatan Perceraian antara;  

TIA ADI RISYATI binti SUTARNO alias TIA ADI RISYANTI binti 

SUTARNO, umur 41 tahun, agama Islam, 

Pekerjaan Tenaga Kerja Indonesia, Pendidikan 

Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, tempat 

kediaman di Desa Karangnangka, RT. 003, RW. 

004, Kecamatan Kedungbanteng, Kabupaten 

Banyumas, namun sekarang sementara bekerja di 

Hongkong dengan alamat Flat E. 14/F. Block 4, 

Belvedere Garden 620 Castle Peak Road, Tsuen 

Wan NT. Hongkong. Nomor Paspor AT 433002, 

dalam hal ini memberikan kuasa kepada NOWO 

NUGROHO MS, S.H., pekerjaan Advokat, yang 

berkantor di Jalan Waru I Perum Bumi Tanjung 

Elok Purwokerto No. 081 berdasarkan surat kuasa 

khusus tanggal 05 Juli 2018, sebagai 

PENGGUGAT; 

Melawan : 

ARIF WIDIANTO bin BAMBANG RISDIANTO, umur 39 tahun, agama 

Islam, Pekerjaan Buruh, Pendidikan Sekolah 

Lanjutan Tingkat Pertama, semula bertempat 

kediaman di Kelurahan Arcawinangun, RT. 002, 

RW. 010. Kecamatan Purwokerto Timur, 

Kabupaten Banyumas, sekarang tidak diketahui 

lagi alamatnya dengan pasti di wilayah Indonesia, 



 

 

selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT; 

Pengadilan Agama tersebut;  

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;  

Telah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi di muka sidang;  

DUDUK PERKARA 

Bahwa, Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 26 Juli 2018 

telah mengajukan #0053# perceraian yang telah didaftar di Kepaniteraan 

Pengadilan Agama Purwokerto dengan Nomor 1727/Pdt.G/2018/PA.Pwt, 

tanggal 26 Juli 2018, dengan dalil-dalil  sebagai berikut: 

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah 

sebagaimana tertera dalam Duplikat Kutipan Akta Nikah No. 

Kk.11.02.10/Pw.01/492/2010, tertanggal 6 Desember 2010, dan 

tercatat dalam Kutipan Akta Nikah No. 107/72/II/2002, tanggal 27 

Februari 2002 M, yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan 

Kedungbanteng, Kabupaten Banyumas; 

2. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah 

orang tua Penggugat selama 8 tahun lebih (sampai pertengahan 

tahun 2010), sudah melakukan hubungan badan sebagaimana 

layaknya suami istri yang sah, dan sudah mempunyai 2 orang anak, 

yakni : 

1) Gilang Rizki Febrianto, laki-laki, umur 15 tahun; 

2) Anggita Dwi Rahma, perempuan, umur 12 tahun; 

3. Bahwa semula keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat 

rukun dan bahagia, namun sejak pertengahan tahun 2010 ternyata, 

Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan anak-anaknya pulang ke 

rumah orang tuanya di Kelurahan Arcawinangun, RT. 002, RW. 010, 

Kecamatan Purwokerto Timur, Kabupaten Banyumas, namun 

semenjak kepergiannya tersebut hingga sekarang tidak pernah 

pulang, yang jika dihitung sampai dengan gugatan ini diajukan, 

kepergian Tergugat tersebut sudah berlangsung selama 8 tahun; 



 

 

4. Bahwa 1 tahun setelah ditinggal Tergugat, demi untuk mencukupi 

kebutuhan hidup rumah tangga sehari-hari, Penggugat pergi bekerja 

ke Arab Saudi selama 2 tahun sampai bulan Juli 2012, lalu pulang 

karena habis kontrak. Bahwa setelah 3 bulan di rumah, tepatnya bulan 

Oktober 2012 Penggugat pergi bekerja ke Hongkong. Pulang cuti 2 

minggu (yakni awal sampai pertengahan September 2015), lalu pergi 

lagi sampai sekarang; 

5. Bahwa setiap pulang, Penggugat tidak pernah bertemu dengan 

Tergugat.; 

6. Bahwa semenjak kepergian Tergugat, hubungan dan atau komunikasi 

antara Penggugat dengan Tergugat dan Tergugat dengan anak-anak 

putus sama sekali; 

7. Bahwa berdasarkan uraian di atas, Gugatan Penggugat telah 

memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Undang-

Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Peraturan pemerintah Nomor 9 

Tahun 1975 pasal 19 huruf b dan Kompilasi Hukum Islam pasal 116 

huruf b; 

8. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul 

dalam perkara ini; 

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, dengan ini Penggugat mohon 

agar Ketua Pengadilan Agama Purwokerto memanggil kedua belah pihak 

untuk diperiksa serta kemudian berkenan memberikan putusan sebagai 

berikut : 

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat,; 

2. Menyatakan jatuhnya talak satu dari Tergugat bernama Arif Widianto 

bin Bambang Risdianto kepada Penggugat bernama Tia Adi Risyati Bt 

Sutarno alias Tia Adi Risyanti binti Sutarno,; 

3. membebankan biaya perkara menurut hukum,; 

Atau apabila pengadilan berpendapat lain maka mohon putusan yang 

seadil-adilnya 



 

 

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah 

datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang 

menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk 

menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil 

secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam 

sidang, sedang tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan 

suatu halangan yang sah;   

Bahwa, majelis hakim telah menasehati Penggugat agar tetap 

bersabar dan mengurungkan niyatnya bercerai dengan Tergugat, akan 

tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan 

Tergugat; 

Bahwa, perkara ini tidak dapat di mediasi karena Tergugat tidak 

pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan 

patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat 

gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh 

Penggugat; 

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat 

telah mengajukan bukti-bukti berupa;  

A. Surat : 

1. Fotokopi Surat Keterangan Domisil Nomor : 470/27/2018, atas 

nama Tia Adi Risyati yang dikeluarkan oleh Sekretariat Desa 

Krangnangka, Kecamatan Kedungbanteng Kabupaten Banyumas, 

tanggal 03 Juli 2018; Kemudian bukti surat tersebut oleh Ketua 

Majelis dicocokan dengan aslinya, ternyata sama, telah  

dinazegelen oleh Kantor Pos, kemudian oleh Ketua Majelis diparaf 

dan diberi tanda (P.1); 

2. Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor : Duplikat Kutipan 

Akta Nikah No. Kk.11.02.10/Pw.01/, yang dikeluarkan oleh 

Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Kedungbanteng, 

Kabupaten Banyumas, tanggal 6 Desember 2010; Kemudian bukti 

surat tersebut oleh Ketua Majelis dicocokan dengan aslinya, 



 

 

ternyata sama, telah diberi materai cukup serta telah dinazegelen 

oleh Kantor Pos, kemudian oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi 

tanda (P.2); 

 B. Keterangan Saksi :  

1. SURINAH binti DULHADI, umur 63 tahun, Agama Islam, 

pekerjaan ibu rumahtangga tempat tinggal di Desa Karangnangka, 

RT. 003, RW. 004, Kecamatan Kedungbanteng, Kabupaten 

Banyumas, memberikan keterangan di bawah sumpah pada 

pokoknya : 

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena 

saksi Ibu kandung Penggugat; 

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang 

menikah pada bulan Desember 2010; 

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat tinggal di rumah saksi 

selama kurang lebih 8 tahun dan sudah dikaruniai 2 (dua) 

orang anak; 

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah tidak rukun lagi 

sejak pertengahan tahun 2010 disebabkan karena Tergugat 

pergi meninggalkan Penggugat dan anak-anaknya tanpa ijin 

dengan membiarkan Penggugat dan anak-anaknya tanpa 

nafkah, sekitar 8 (delapan) tahun lamanya:; 

- Bahwa selama pergi meninggalkan Penggugat, Tergugat tidak 

pernah kembali lagi dan tidak ada kabarnya; 

-   Bahwa Penggugat sudah berusaha mencari Tergugat melalui 

keluarganya, namun tidak berhasil karena tergugat sekarang 

tidak diketahui alamatnya yang pasti; 

 2. KARTIKANINGSIH binti YAKUB, umur 35 tahun, Agama Islam, 

pekerjaan ibu rumahtangga tempat tinggal di Desa Karangnagka, 

RT. 002, RW. 004. Kecamatan Kedungbanteng, Kabupaten 

Banyumas, menerangkan di bawah sumpah pada pokoknya : 

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena 



 

 

saksi tetangganya; 

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang 

menikah pada bulan Desember 2010; 

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat tinggal di rumah saksi 

selama kurang lebih 8 tahun dan sudah dikaruniai 2 (dua) 

orang anak; 

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah tidak rukun lagi 

sejak pertengahan tahun 2010 disebabkan karena Tergugat 

pergi meninggalkan Penggugat dan anak-anaknya tanpa ijin 

dengan membiarkan Penggugat dan anak-anaknya tanpa 

nafkah, sekitar 8 (delapan) tahun lamanya:; 

- Bahwa selama pergi meninggalkan Penggugat, Tergugat tidak 

pernah kembali lagi dan tidak ada kabarnya; 

-   Bahwa Penggugat sudah berusaha mencari Tergugat melalui 

keluarganya, namun tidak berhasil karena tergugat sekarang 

tidak diketahui alamatnya yang pasti; 

  

Bahwa keterangan saksi-saksi tersebut di atas dibenarkan oleh 

Penggugat, dan Penggugat menyatakan bukti-bukti yang diajukan sudah 

cukup; 

Bahwa Penggugat mengajukan kesimpulan secara lisan pada 

pokoknya bahwa Penggugat telah dapat menguatkan dalil-dalil 

gugatannya dengan bukti-bukti tersebut di atas oleh karenanya Penggugat 

mohon kepada Majelis Hakim agar gugatan Penggugat dapat di kabulkan 

atau apabila Majelis hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-

adilnya; 

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang 

termuat dalam Berita Acara Sidang ini merupakan bagian yang tak 

terpisahkan dari Putusan ini;  

 



 

 

PERTIMBANGAN HUKUM 

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat 

adalah sebagaimana terurai di atas;  

Menimbang, bahwa atas keterangan Penggugat dalam surat 

gugatannya bahwa Penggugat dan Tergugat beragama Islam dan telah 

melakukan perkawinan secara Islami, maka perkara ini merupakan 

kompetensi absolut Pengadilan Agama untuk memeriksa dan 

menyelesaikannya (vide Pasal 2 jo Pasal 49 ayat (1) Undang Undang 

Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang diubah kedua dengan Undang 

Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang peradilan Agama) ;  

Menimbang, bahwa berdasarkan surat gugatan, Penggugat 

bertempat tinggal wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Purwokerto, maka 

perkara ini secara relatif juga merupakan kompetensi Pengadilan Agama 

Purwokerto untuk memeriksanya (vide Pasal 73 Undang Undang Nomor 7 

Tahun 1989 sebagai mana yang telah diubah yang kedua dengan Undang 

Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama) jo. Pasal 132 

Kompilasi Hukum Islam) ;  

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan 

pihak Penggugat agar tetap bersabar dan dapat rukun kembali dengan 

Tergugat, sesuai Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 

sebagaimana yang telah diubah terakhir dengan Undang Undang Nomor 

50 Tahun 2009 tentang Pearadilan Agama, akan tetapi tidak berhasil 

karena Penggugat tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan 

Tergugat;   

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat meskipun dipanggil secara 

resmi dan patut, tidak datang menghadap di muka sidang dan pula tidak 

ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah. 

Oleh karena itu, Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan 

tersebut harus diperiksa secara verstek. Sebagaimana ketentuan Pasal 

125 ayat (1) HIR dan sesuai pula dengan dalil syar'i :  



 

 

 

Artinya : “ Seseorang yang dipanggil Hakim (Pengadilan) tidak datang, ia 

dipandang sebagai dhalim dan tidak ada hak baginya. “ 

(Ahkamul Qur-an II : 405) ; 

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Surat Edaran 

Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2015 huruf C angka 3 yaitu putusan 

yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang 

berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu Majelis Hakim 

membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya; 

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, 

Penggugat telah mengajukan alat bukti surat dan 2 (dua) orang saksi di 

persidangan; 

Menimbang, bahwa bukti surat yang diberi tanda P.1, dan P.2, 

telah dilegalisir dan telah dicocokan dengan aslinya, dengan demikian 

bukti tersebut telah mempunyai kekuatan pembuktian sebagaimana 

maksud Pasal 1888 KUH Perdata, dan bukti tersebut, telah dimeteraikan 

(dinazegelen) di Kantor Pos sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (3) 

Undang-Undang Nomor 13 tahun 1985 tentang Bea Meterai, sehingga 

bukti-bukti  tersebut secara formal dapat diterima sebagai alat bukti di 

persidangan; 

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 berupa bukti 

kependudukan atas nama Penggugat, telah nyata Penggugat bertempat 

tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Purwokerto, oleh karena itu 

gugatan Penggugat telah diajukan sesuai ketentuan Pasal 73 Undang-

Undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana diubah kedua dengan 

Undang-Undang Nomor: 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka 

gugatan Penggugat dapat diterima; 

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2, maka harus 

dinyatakan telah terbukti menurut hukum bahwa Penggugat dan Tergugat 

telah terikat dalam perkawinan yang sah, maka Penggugat sebagai 



 

 

persona standi in judicio memiliki legal standing sehingga Penggugat 

dapat dinyatakan sebagai pihak yang mempunyai hak dan berkepentingan 

dalam perkara ini ; 

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi Penggugat, sudah 

dewasa dan sudah disumpah menurut agama yang dianutnya, sehingga 

memenuhi syarat formal alat bukti keterangan saksi sebagaimana diatur 

dalam Pasal 145 ayat 1 huruf c dan pasal 147 HIR; 

Menimbang, bahwa keterangan 2 (dua) orang saksi  Penggugat 

mengenai dalil posita angka 3 s.d. 6, adalah fakta yang dilihat, didengar 

dan dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh 

Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi 

syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR, sehingga 

keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian; 

Menimbang, bahwa keterangan 2 (dua) orang saksi Penggugat 

keterangannya saling bersesuaian antara saksi satu dengan yang lain dan 

keterangannya saling ada kecocokkan, oleh karena itu keterangan dua 

orang saksi tersebut memenuhi syarat materiil kesaksian sebagaimana 

diatur dalam Pasal 170 dan 172 HIR; 

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi tersebut 

di atas terbukti fakta kejadian sebagai berikut; 

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah, menikah 

pada tanggal 06 Desember 2010 pernah hidup rukun dan telah 

dikaruniai anak 2 (dua) orang; 

- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis karena 

Tergugat telah pergi meninnggalkan Penggugat tanpa asalan dan 

tanpa pamit kepada Penggugat selama kurang lebih 8 tahun; 

- Bahwa selama Tergugat pergi meninggalkan Penggugat sudah tidak 

ada komunikasi dan Tergugat tidak pernah kembali lagi ke rumah 

kediaman bersama; 

- Bahwa Penggugat sudah berusaha mencari Tergugat melalui 

keluarganya namun tidak berhasil karena Tergugat tiidak diketahui lagi 



 

 

alamatnya dengan pasti;               

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat 

disimpulkan fakta hukum sebagai berikut : 

- Antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun lagi semenjak 

Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat; 

- Antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah selama kurang lebih 8 

tahun  tanpa komunikasi dan Tergugat tidak pernah kembali lagi 

kepada Penggugat;  

- Antara Penggugat dan Tergugat tidak ada harapan untuk hidup rukun 

kembali sebagai  suami isteri; 

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta kejadian tersebut di atas 

maka Majelis Hakim menilai bahwa Penggugat dan Tergugat  sudah tidak 

mampu lagi menunaikan kewajibannya sebagai suami isteri yang 

merupakan sendi dasar dari perkawinan sebagaimana maksud Pasal 33 

dan 34  Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan jo. 

Pasal 77 Kompilasi Hukum Islam; 

Menimbang, bahwa apabila sendi dasar perkawinan sudah tidak 

dapat ditegakkan lagi, maka tujuan perkawinan sebagaimana yang diatur 

dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan 

jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam dan Al-Qur’an Surat Ar-Rum ayat (21) 

yakni  untuk membentuk rumahtangga yang bahagia dan kekal serta 

mewujudkan   keluarga yang sakinah,  mawaddah  dan  rohmah sudah  

tidak mungkin diwujudkan dalam rumahtangga Penggugat dan Tergugat ;  

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas maka 

Majelis Hakim berpendapat bahwa perkawinan Penggugat  dengan  

Tergugat   harus segera diakhiri dengan perceraian agar masing-masing 

pihak dapat menentukan jalan hidupnya sendiri tanpa harus mendapat 

tekanan dari salah satu pihak, dan juga untuk menghindari timbulnya 

kesengsaraan yang lebih besar bagi Penggugat, hal ini sesuai dengan 

kaidah Ushul Fiqh yang yang artinya: “Menolak kerusakan harus 

didahulukan dari pada menarik kabaikan”; 



 

 

Menimbang, bahwa brdasarkan pertimbangan tersebut di atas, 

maka dalil gugatan Penggugat  telah berdasarkan hukum dan memenuhi 

alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-

Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 19 huruf (b) 

Peratutan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (b) Kompilasi 

Hukum Islam, oleh karenanya gugatan Penggugat untuk bercerai dengan 

Tergugat dapat dikabulkan, dengan menjatuhkan talak satu bain sughra 

Tergugat terhadap Penggugat; 

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat beralasan 

tidak melawan hukum, maka putusan ini dijatuhkan dengan tanpa 

hadirnnya Tergugat  (Verstek) dengan merujuk ketentuan pasal 125 HIR;  

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, 

maka sesuai pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang 

diubah kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang 

Peradilan Agama, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat 

yang besarnya sebagaimana dalam amar Putusan ini ; 

Mengingat, segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku 

dan dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini ; 

M E N G A D I L I 

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil dengan resmi dan patut 

untuk menghadap di persidangan, tidak hadir; 

2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek; 

3. Menjatuhkan talak satu ba in shughra Tergugat (ARIF WIDIANTO bin 

BAMBANG RISDIANTO) terhadap Penggugat (TIA ADI SISYATI Bt 

SUTARNO alias TIA ADI RISYANTI binti SUTARNO); 

4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara 

sebesar Rp. 526.000,- (lima ratus dua puluh enam ribu rupiah); 

Demikian Putusan ini dijatuhkan dalam Rapat Permusyawaratan 

Majelis Hakim Pengadilan agama Purwokerto pada hari Senin tanggal 21 

Januari 2019 Masehi, bertepatan dengan tanggal 14 Jumadil Awwal 1440 



 

 

Hijriyah. Oleh kami Drs. ASNAWI,S.H. M.H. sebagai Ketua Majelis, dan  

Drs. MAHASIN,S.H. serta Drs. MARWOTO, S.H., MSI. masing-masing 

sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang 

terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut 

dengan didampingi oleh Hakim-hakim Anggota dan dibantu oleh 

MUSTIANTORO, BA. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh 

Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;  

   

 

Ketua Majelis, 

 

 

 

Drs. ASNAWI,S.H. M.H. 

      Hakim Anggota,                                  Hakim Anggota, 

 

 

     Drs. MAHASIN,S.H.                      Drs. MARWOTO, S.H., MSI. 

Panitera Pengganti, 

 

MUSTIANTORO, BA. 

  

Perincian Biaya : 

1. Biaya Pendaftaran : Rp 30.000,- 

2. Biaya Proses : Rp 50.000,- 

3. Biaya Pemanggilan : Rp 435.000,- 

4. Biaya Redaksi : Rp 5.000,- 

5. Biaya Materai : Rp 6.000,- 

   __________ 



 

 

Jumlah : Rp 526.000,- 

(limaratus duapuluh enam ribu rupiah) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

PUTUSAN 

Nomor 0418/Pdt.G/2018/PA.Pwt 

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM 

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA 

Pengadilan Agama Purwokerto yang memeriksa dan mengadili perkara 

perdata pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan 

putusan atas perkara Cerai Gugat antara : 

RUSMIYATI BINTI SUWARJI, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan SD, 

pekerjaan TKI, beralamat tempat tinggal di RT.001 RW. 

005 Desa Pesawahan, Kecamatan Rawalo, Kabupaten 

Banyumas, sekarang ada di No. 266 Wushun St. , Nort 

Taiching City, Taiwan R.O.C. dikuasakan kepada TEGUH 

HERI SETIADI, S.H. pekerjaan Advokat, beralamat kantor 

dI Dusun Bojong RT. 002 RW. 012 Desa Klapagading 

Kulon Kecamatan Wangon Kabupaten Banyumas,  

berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 13 Oktober 

2017, selanjutnya disebut sebagai PENGGUGAT ; 

Melawan : 

SAIMUN Alias SAIMUN EDI PURNOMO BIN SANSUDIN, umur 43 tahun, agama 

Islam, pendidikan SD, pekerjaan Swasta, beralamat 

tempat tinggal di RT.002 RW. 002 Desa Ciwuni 

Kecamatan Kesugihan Kabupaten Cilacap, sebagai 

Tergugat; 

Pengadilan Agama tersebut;  

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara; 

Telah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi di muka persidangan; 

 

 



 

 

DUDUK PERKARA 

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya yang didaftarkan pada 

Kepaniteraan Pengadilan Agama Purwokerto, dibawah Register Perkara Nomor : 

0418/Pdt.G/2018/PA.Pwt tertanggal 08 Februari 2018 telah mengajukan hal-hal 

sebagai berikut : 

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang telah 

melangsungkan pernikahan secara sah pada hari Selasa, tanggal 13 

September 1994 M bertepatan dengan tanggal 07 Robiul Akhir 1415H, 

dihadapan pejabat Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Rawalo, 

Kabupaten Banyumas, sebagaimana tersebut pada Duplikat Kutipan Akta 

Nikah No.010/DN/I/2012 yang di keluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) 

Kecamatan Rawalo, Kabupaten Banyumas, tertanggal 27 Januari 2012, Dan 

selama perkawinan tersebut Penggugat dan Tergugat belum pernah bercerai; 

2. Bahwa setelah akad nikah tersebut dilangsungkan Penggugat dan Tergugat 

tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di Rt.001/Rw.005 Desa 

Pesawahan, Kecamatan Rawalo, Kabupaten Banyumas. Selanjutnya 

Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah Penggugat dan Tergugat 

di Rt.001/Rw.005 Desa Pesawahan, Kecamatan Rawalo, Kabupaten 

Banyumas; 

3. Bahwa setelah akad nikah tersebut diatas dilangsungkan dan selama tinggal 

bersama tersebut pada posita angka 2 diatas, Penggugat dengan Tergugat 

telah melakukan hubungan kelamin (Ba’da dukhul), dan sudah dikaruniai 2 

(dua) orang anak yang masing-masing diberi nama :  

- DEFI NOFITASARI, perempuan, lahir di Bnayumas, tanggal 25 

November 1995;  

- EDISTA INDAH APRILIYAN, perempuan, lahir di Banyumas tanggal 

12 April 2006; Kedua anak tersebut diatas ikut orang tua Penggugat; 

4. Bahwa pada sekitar tahun 2009 Penggugat dengan ijin dari Tergugat 

merantau ke luar negeri (Taiwan) dan hasil kerja Penggugat kirimkan pada 

Tergugat. Hingga Penggugat pulang pada sekitar bulan April 2012; 

5. Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat hidup rukun, tentram 

dan damai, namun sejak sekitar bulan Mei 2012 (Penggugat pulang dari luar 

negeri) rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai retak, antara 



 

 

Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, 

dikarenakan : 

- Hasil kerja Penggugat selama di luar negeri yang dikirimkan pada 

Tergugat habis dan tidak tepat/tidak jelas penggunaannya, bahkan 

Tergugat mempunyai banyak hutang diantaranya kepada pak Rikun 

sekitar Rp.8.000.000,- (delapan juta rupiah) dan kepada pak TARKUM 

sekitar Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah); 

- Tergugat terlalu mengandalkan hasil kerja Penggugat di luar negeri, 

bahkan untuk kebutuhan hidup dan biaya pendidikan anak-anak 

Penggugat dan Tergugat, Penggugat lah yang kirim dari hasil kerja 

Penggugat di luar negeri. Bahkan Tergugat masih meminta jatah kiriman 

uang untuk Tergugat sendiri; 

6. Bahwa oleh karena Penggugat kecewa dengan hasil kerja Penggugat yang 

habis dan tidak jelas penggunaannya oleh Tergugat, karenanya pada sekitar 

bulan Juni 2012 Penggugat memutuskan untuk merantau kembali ke luar 

negeri (Taiwan) guna mencari penghasilan untuk biaya hidup dan biaya 

pendidikan anak-anak Penggugat dan Tergugat; 

7. Bahwa pada sekitar bulan April 2015 Penggugat pulang ke Indonesia (ke 

rumah Penggugat dan Tergugat di Desa Pesawahan, Kecamatan Rawalo) 

namun bukan suasana rukun yang tercipta, malahan terjadi pertengkaran 

yang memuncak antara Penggugat dan Tergugat dengan permasalahan 

yang sama seperti pada posita 5 diatas, serta permasalahan Penggugat 

sudah mengirim uang pada Tergugat untuk menebus gadai sawah, tetapi 

tidak di bayarkan oleh Tergugat; 

8. Bahwa Penggugat sudah tidak bisa bersabar dan tidak terima dengan 

perbuatan Tergugat yang tidak bertanggung jawab dalam mencukupi 

kebutuhan anak-anak, serta tidak jelas dan tidak bertanggung jawab dalam 

mengelola uang hasil kerja Penggugat selama di luar negeri, karenanya pada 

sekitar bulan Mei 2015 Penggugat memutuskan untuk merantau kembali ke 

luar negeri (Taiwan) hingga sekarang;  

9. Bahwa kemelut rumah tangga Penggugat dan Tergugat berujung pada 

Tergugat pergi meninggalkan Penggugat, Tergugat pulang dan menetap di 

rumah orang tua Tergugat di Rt. 002 Rw. 002 Desa Ciwuni, Kecamatan 

Kesugihan, Kabupaten Cilacap hingga sekarang;  



 

 

10. Bahwa oleh karena antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi 

perselisihan dan pertengkaran yang sulit untuk dirukunkan kembali, serta 

pula di antara Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah selama 2 tahun 8 

bulan dan tidak ada harapan lagi Penggugat dan Tergugat akan hidup rukun 

kembali dalam ikatan rumah tangga, karenanya Penggugat berkesimpulan 

untuk mengajukan gugatan cerai ke Pengadilan Agama Purwokerto guna 

memutuskan perkawinan Penggugat dengan Tergugat; 

11. Bahwa dalil gugatan Penggugat telah memenuhi unsur atau alasan-alasan 

perceraian sebagaimana diatur dalam pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah 

Nomor 9 Tahun 1975 jo pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam; 

Berdasarkan alasan-alasan sebagaimana tersebut di atas, maka dengan segala 

kerendahan hati Penggugat mohon kehadapan Ketua Pengadilan Agama 

Purwokerto berkenan untuk menerima gugatan perceraian ini, selanjutnya 

menunjuk Majelis Hakim Pemeriksa perkara ini guna memeriksa perkaranya dan 

menjatuhkan putusan yang amarnya  berbunyi sebagai berikut :   

1. Mengabulkan gugatan Penggugat; 

2. Menetapkan jatuh talak satu Bain Sughro Tergugat SAIMUN ALIAS SAIMUN 

EDI PURNOMO BIN SANSUDIN kepada Penggugat RUSMIYATI BINTI 

SUWARJI; 

3. Menetapkan biaya perkara menurut hukumnya; 

Atau Apabila Majelis Hakim Pengadilan Agama Purwokerto berpendapat lain, 

mohon putusan yang seadil-adilnya. 

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Penggugat 

hadir sendiri di persidangan sedangkan Tergugat  tidak hadir, dan tidak pula 

mengirim orang lain sebagai wakil / kuasanya, walaupun Relaas panggilan 

Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut namun Tergugat tidak hadir dan 

ternyata ketidak hadirannya tersebut tidak disebabkan oleh sesuatu halangan 

yang sah; 

Bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan, maka perkara 

ini tidak layak untuk dimediasi, namun demikian Majelis Hakim telah berusaha 

menasehati Penggugat agar tidak bercerai dan mempertahankan keutuhan 

rumah tangganya, tetapi tidak berhasil; 



 

 

Bahwa kemudian pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan 

surat gugatan dalam sidang tertutup untuk umum, yang isinya tetap 

dipertahankan oleh  Penggugat; 

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Gugatannya, Penggugat telah 

mengajukan alat-alat bukti  sebagai berikut : 

A. Bukti Surat : 

1. Foto-copy Surat Keterangan domisili Nomor : 471/322/V/2018 atas nama 

RUSMIYATI yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Pesawahan Kecamatan 

Rawalo Kabupaten Banyumas tanggal 28 Mei 2018 Kemudian bukti surat 

tersebut oleh Ketua Majelis dicocokan dengan aslinya, ternyata sama, 

telah diberi meterai cukup serta telah di Nazegelen oleh Kantor Pos, 

kemudian oleh Ketua Majelis di paraf dan diberi tanda (P.1); 

2. Foto-copy Paspor atas nama RUSMIYATI Nomor : B 4548976 tanggal 25 

Juli 2016 Kemudian bukti surat tersebut oleh Ketua Majelis dicocokan 

dengan aslinya, ternyata sama, telah diberi meterai cukup serta telah di 

Nazegelen oleh Kantor Pos, kemudian oleh Ketua Majelis di paraf dan 

diberi tanda (P.2); 

3. Foto-copy Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor : 010/DN/I/2012 yang 

dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama 

Kecamatan Rawalo Kabupaten Banyumas tanggal 27 Januari 2017 

Kemudian bukti surat tersebut oleh Ketua Majelis dicocokan dengan 

aslinya, ternyata sama, telah diberi meterai cukup serta telah di 

Nazegelen oleh Kantor Pos, kemudian oleh Ketua Majelis di paraf dan 

diberi tanda (P.2); 

B. Bukti Keterangan saksi : 

Bahwa selain bukti-bukti surat diatas,  Penggugat telah pula 

mengajukan saksi keluarga/orang dekatnya, masing-masing sebagai berikut: 

1. TURMAN HARTONO Bin MAD ROJI, umur 59 tahun, agama Islam, 

pekerjaan tani, tempat tinggal di RT. 002 RW. 004, memberikan keterangan 

di bawah sumpah, yang pada pokoknya sebagai berikut:  

˗ Bahwa saksi adalah paman Penggugat, kenal dengan Penggugat dan 

Tergugat  mereka adalah suami isteri menikah September 1994; 



 

 

˗ Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di  

rumah orangtua Penggugat sudah dikaruniai 2 orang anak; 

˗ Bahwa awalnya rumahtangga Penggugat dan Tergugat hidup harmonis, 

namun sejak Mei  2012  mulai tidak harmonis sering terjadi perselisihan 

dan pertengkaran setelah Penggugat pulang dari Luar negeri disebabkan 

masalah Tergugat yang banyak hutang antara lain kepada Tarkum Rp 

4.000.000,- dan Rikun Rp 8.000.000,- padahal uang hasil kerja di Luar 

negeri dikirimkan tapi ketika pulang malah banyak menanggung hutang; 

˗ Bahwa saksi melihat sendiri ketika Penggugat dan Tergugat bertengkar 

mulut karena saksi sring berkunjung ke rumah Penggugat; 

˗ Bahwa bulan April 2015 Penggugat pulang dari Taiwan terjadi 

perselisihan dan pertengkaran lagi akhirnya Mei 2015 berpisah tempat 

tinggal Tertgugat pulang ke rumah orangtuanya di Cilacap dan Penggugat 

pergi bekerja ke luar negeri hingga sampai sekarang selama kurang lebih 

3 tahun dan tidak pernah komunikasi lagi; 

˗ Bahwa pihak keluarga sudah berkali-kali mengusahakan perdamaian 

namun tidak berhasil; 

2. NARSUM SUPRIYONO Bin MARTAWIJAYA, umur 58 tahun, agama Islam, 

pekerjaan tani, tempat tinggal di RT.001 TW. 003 Desa Pesawahan 

Kecamatan Rawalo Kabupaten Banyumas, memberikan keterangan di bawah 

sumpah, yang pada pokoknya sebagai berikut:  

˗ Bahwa saksi adalah tetangga Penggugat, kenal dengan Penggugat dan 

Tergugat  mereka adalah suami isteri; 

˗ Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di  

rumah orangtua Penggugat sudah dikaruniai 2 orang anak; 

˗ Bahwa awalnya rumahtangga Penggugat dan Tergugat hidup harmonis, 

namun sejak Mei  2012  mulai tidak harmonis sering terjadi perselisihan 

dan pertengkaran setelah Penggugat pulang dari Luar negeri disebabkan 

masalah uang yang dikirim dari luar negeri tidak jelas penggunaannya 

bahkan Tergugat yang banyak hutang pada orang lain; 

˗ Bahwa saksi melihat sendiri ketika Penggugat dan Tergugat bertengkar 

mulut karena saksi sring berkunjung ke rumah Penggugat; 

˗ Bahwa bulan Mei 2015 Penggugat berpisah tempat tinggal Tergugat 

pulang ke rumah orangtuanya di Cilacap dan Penggugat pergi bekerja ke 



 

 

luar negeri hingga sampai sekarang selama kurang lebih 2 tahun dan 

tidak pernah komunikasi lagi; 

Bahwa Penggugat telah mencukupkan bukti yang diajukan dan tidak 

akan mengajukan bukti lagi; 

Bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut, Penggugat menerima 

dan membenarkannya ; 

Bahwa dalam tahap kesimpulan Penggugat menyatakan tidak akan 

mengajukan alat bukti lagi dan mohon putusan ; 

Bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini, 

selengkapnya Majelis Hakim menunjuk pada berita acara persidangan perkara ini 

yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini ; 

PERTIMBANGAN HUKUM 

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah 

sebagaimana telah diuraikan di atas ; 

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati 

Penggugat agar mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Tergugat tetapi 

tidak berhasil ; 

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan saksi-saksi, terbukti 

Penggugat berdomisili di wilayah Kabupaten Banyumas maka sesuai pasal 73 

(1) Undang-Undang Nomor 7 tahun1989 yang telah diubah dengan Undang-

Undang Nomor 3 tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-Undang 

Nomor 50 tahun 2009, perkara ini menjadi kewenangan relatif Pengadilan Agama 

Purwokerto ; 

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2, maka terbukti bahwa 

Penggugat dan Tergugat telah terikat perkawinan yang sah, oleh karenanya 

Penggugat mempunyai hubungan hukum dan legal standing untuk mengajukan 

gugatan perceraian terhadap Tergugat ; 

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 

tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan 



 

 

terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka perkara ini  

menjadi kewenangan absolut Pengadilan Agama ; 

Menimbang, bahwa karena ternyata Tergugat meskipun telah dipanggil 

secara resmi dan patut sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku 

tidak datang menghadap di muka persidangan dan tidak pula mengirimkan 

wakil/kuasanya yang sah, serta ternyata ketidakhadirannya itu tanpa alasan yang 

sah, sehingga hak jawab Tergugat menjadi gugur, maka Tergugat harus 

dinyatakan dalam keadaan tidak hadir dalam persidangan ; 

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat pada pokoknya menuntut 

perceraian terhadap Tergugat dengan alasan keharmonisan rumahtangga 

Penggugat dan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi, semenjak adanya 

perselisihan dan peertengkaran yang terus-menerus dalam rumahtangga 

Penggugat dan Tergugat dan tidak ada harapan untuk rukun kembali ; 

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil Penggugat dan tidak adanya 

bantahan dari Tergugat didukung dengan keterangan dua orang saksi di bawah 

sumpahnya, atas pengetahuan dan pendengarannya sendiri, dimana keterangan 

saksi satu sama lain saling berkaitan sehingga mendukung dalil gugatan 

Penggugat tersebut, maka kesaksiannya dapat diterima kebenarannya sebagai 

bukti yang sah;  

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Majelis hakim 

telah  menemukan fakta di persidangan sebagai berikut:  

- Bahwa Penggugat danTergugat  adalah suami-isteri yang sah, menikah pada 

tanggal 13 September 1994 ; 

- Bahwa semula rumahtangga Penggugat  dan Tergugat  berlangsung rukun 

dan harmonis hingga dikaruniai 2 orang anak, namun semenjak bulan Mei 

2012 antara Penggugat  dan Tergugat  sering terlibat pertengkaran terus-

menerus, yang disebabkan uang yang dikirimkan Penggugat kepada 

Tergugat dari hasil kerja di luar negeri tidak jelas penggunannya  bahkan 

Tergugat banyak hutang kepada orang lain; 

- Bahwa dampak dari perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus 

tersebut Penggugat dan Tergugat berpisah tempat kediaman bersama, 



 

 

Penggugat  pergi bekerja di Luar negeri dan Tergugat pulang ke rumah 

orangtuanya hingga sekarang selama  kurang lebih 3 (tiga) tahun tanpa 

komunikasi; 

- Bahwa pihak keluarga telah berusaha mendamaikan Penggugat  dan 

Tergugat , namun tidak berhasil ; 

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta  tersebut maka rumah tangga  

Penggugat dan Tergugat sudah dapat dikatakan sebagai rumah tangga yang 

sudah pecah dan tidak dapat disatukan lagi karena keduanya selalu berselisih 

dan bertengkar yang pada puncaknya sudah berpisah sejak bulan Mei tahun 

2015 sampai sekarang tidak pernah bersatu dan tidak pernah berkomunikasi lagi 

yang mengakibatkan keduanya tidak dapat melaksanakan tanggungjawab dan 

kewajibannya masing-masing layaknya suami isteri, sehingga tujuan perkawinan 

sebagaimana dikehendaki oleh Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 

tentang Perkawinan jo Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam yaitu membentuk rumah 

tangga yang bahagia dan kekal, sakinah, mawaddah dan rahmah tidak dapat 

terwujud ; 

Menimbang, bahwa oleh karena tujuan perkawinan sebagaimana 

diisyaratkan dalam Pasal 1 Undang-Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 

tentang Perkawinan, Kompilasi Hukum Islam serta Al-Qur'an  surat Ar-Ruum ayat 

21 sebagaimana tersebut di atas sudah tidak dapat diwujudkan lagi dan ikatan 

perkawinan Penggugat dan Tergugat telah pecah (broken marriage), maka 

alasan cerai sebagaimana diatur dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang 

Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan 

Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam 

sebagaimana telah dipertimbangkan di atas telah terpenuhi ; 

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut 

Majelis Hakim berpendapat, gugatan Penggugat untuk bercerai dari Tergugat 

patut untuk dikabulkan sesuai dengan pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi 

Hukum Islam, dengan menjatuhkan talak bain dari Tergugat kepada Penggugat; 

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat tidak melawan hukum, maka 

putusan ini dijatuhkan dengan tanpa hadirnnya Tergugat (Verstek) dengan 

merujuk ketentuan pasal  125 HIR; 



 

 

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka 

sesuai pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan 

Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan 

terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka biaya 

perkara dibebankan kepada Penggugat sebesar yang akan disebut dalam amar 

putusan di bawah ini ; 

Mengingat, segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan 

dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini ; 

 

M E N G A D I L I 

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk 

menghadap di persidangan, tidak hadir; 

2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan Verstek; 

3. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (SAIMUN Alias SAIMUN EDI 

PURNOMO Bin SANSUDIN) terhadap Penggugat (RUSMIYATI Binti 

SUWARJI); 

4 Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar 

Rp.507.000,- (lima ratus tujuh ribu rupiah); 

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam Sidang Permusyawaratan 

Majelis Hakim Pengadilan Agama Purwokerto pada hari Senin tanggal 28 Mei 

2018 M. bertepatan dengan tanggal 12 Ramadan 1439 H. oleh kami yang terdiri 

dari Drs. ASNAWI, S.H., M.H. sebagai  Ketua Majelis Drs. MAHASIN, S.H. dan  

Drs. H. NURKHOJIN. sebagai hakim-hakim Anggota, putusan mana pada hari itu 

juga oleh Ketua Majelis diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan 

dibantu oleh MUSTIANTORO, BA. sebagai Panitera Pengganti Pengadilan 

Agama tersebut dan dihadiri oleh  Penggugat tanpa hadirnya  Tergugat ; 

 

 



 

 

Ketua Majelis, 

 

 

 

Drs. ASNAWI, S.H., M.H. 

 

            Hakim Anggota,                                                 Hakim Anggota, 

                          

 

          Drs. MAHASIN, S.H.                                      Drs. H. NURKHOJIN. 

 

Panitera Pengganti, 

 

 

MUSTIANTORO, BA. 

 

 

Perincian biaya perkara : 

1. Pendaftaran        : Rp      30.000,- 

2. Administrasi  Penyelesaian Perkara     : Rp.    50.000,- 

3. Panggilan-panggilan        : Rp.  416.000,- 

4. Redaksi        : Rp.     5.000,- 

5. Meterai        : Rp.      6.000,- 



 

 

   Jumlah                                        Rp.  507.000,- 

(limaratus tujuh ribu rupiah). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

P U T U S A N 

Nomor 1970/Pdt.G/2018/PA.Pwt 

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM 

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA 

Pengadilan Agama Purwokerto yang memeriksa dan mengadili 

perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis telah 

menjatuhkan putusan perkara Gugatan Perceraian antara;  

NUR ROHIMAH alias ROIMAH binti SUKATMO, umur 43 tahun, agama 

Islam, Pekerjaan Tenaga Kerja Indonesia, 

Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di 

Desa Darmakradenan, Rt.01, Rw.09, Kecamatan 

Ajibarang, Kabupaten Banyumas, Propinsi Jawa 

Tengah, Indonesia, sekarang bekerja di Taiwan 

dengan alamat : YUN LIN, KO HU HSIANG LUN 

TONG CUN 018 LIN TONG TAIWAN, dalam hal ini 

memberikan kuasa kepada H. SARJONO HARJO 

SAPUTRO, S.H., MBA., M.Hum dan Rekan, 

Advokat yang berkantor di Jalan Tipar Baru 48 

Purwokerto berdasarkan surat kuasa khusus 

tanggal 07 Agustus 2018, selanjutnya disebut 

sebagai PENGGUGAT; 

Melawan : 

TEDI LUKITO bin MADROJI, umur 49 tahun, agama Islam, Pekerjaan 

Buruh, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat 

kediaman di Desa Samudra Kulon, Rt.07, Rw.01, 

Kecamatan Gumelar, Kabupaten Banyumas, 

selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT; 

Pengadilan Agama tersebut;  

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;  

Telah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi di muka sidang;  

DUDUK PERKARA 



 

 

Bahwa, Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 27 Agustus 

2018 telah mengajukan gugatan perceraian yang telah didaftar di 

Kepaniteraan Pengadilan Agama Purwokerto dengan Nomor 

1970/Pdt.G/2018/PA.Pwt, tanggal 27 Agustus 2018, dengan dalil-dalil  

sebagai berikut : 

1. Bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 5 

April 2010 dihadapan Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan 

Ajibarang, Kabupaten Banyumas, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah 

tanggal 5 April 2010 Nomor : 295/28/IV/2010 dan sampai sekarang 

belum pernah bercerai; 

2. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama 

di rumah orang tua Penggugat di Desa Darmakradenan, Rt.01, Rw.09, 

Kecamatan Ajibarang, Kabupaten Banyumas selama kurang lebih 3 

(tiga) bulan, kemudian tinggal di rumah kontrakan di Batam selama 

kurang lebih 3 (tiga) tahun, terakhir Penggugat dan Tergugat kembali 

tinggal di rumah orang tua Penggugat di Desa Darmakradenan, Rt.01, 

Rw.09, Kecamatan Ajibarang, Kabupaten Banyumas selama kurang 

lebih 3 (tiga) tahun; 

3. Bahwa selama Penggugat berumah tangga dengan Tergugat telah 

berhubungan layaknya suami istri (bada dukhul) dan telah dikaruniai 

seorang anak laki-laki yaitu FAUZAN HABIBBURAHMAN (umur 5 

tahun); 

4. Bahwa Penggugat mengadu kepada Pengadilan Agama Purwokerto 

oleh karena awal tahun 2012 antara Penggugat dengan Tergugat 

selalu terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan 

tidak ada harapan rukun kembali dalam satu rumah tangga yang 

bahagia dan sejahtera yang di sebabkan: 

a. masalah ekonomi yang kurang yaitu Tergugat tidak memberikan 

nafkah yang cukup bagi Penggugat, kadang memberi sebesar 

Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) perbulan, itu pun tidak rutin, 

nafkah tersebut tidak mencukupi untuk kebutuhan sehari-hari, 



 

 

karena untuk memenuhi kebutuhan keluarga setiap bulannya, 

setidak-tidaknya membutuhkan nafkah sebesar Rp.3.000.000,- 

(tiga juta rupiah); 

b. Tergugat tidak mau/keberatan memenuhi kebutuhan hidup anak 

bawaan Penggugat, padahal sebelum menikah Tergugat berjanji 

akan menerima kondisi Penggugat dan anak Penggugat dan 

menyanggupi untuk memenuhi kebutuhan hidup Penggugat dan 

anaknya; 

5. bahwa sejak bulan Desember tahun 2016 antara Penggugat dan 

Tergugat terjadi pisah tempat tinggal disebabkan Tergugat pulang dan 

tinggal di rumah orang tua Tergugat di Desa Samudra Kulon, Rt.07, 

Rw.01, Kecamatan Gumelar, Kabupaten Banyumas sampai sekarang, 

sedangkan Penggugat tetap tinggal di rumah orang tua Penggugat di 

Desa Darmakradenan, Rt.01, Rw.09, Kecamatan Ajibarang, 

Kabupaten Banyumas dan pada bulan Agustus tahun 2017 

Penggugat pergi bekerja ke Taiwan sampai sekarang (sudah terjadi 

perpisahan selama kurang lebih 1 (satu) tahun 8 (delapan) bulan) dan 

selama itu antara Penggugat dan Tergugat tidak ada yang berusaha 

rukun kembali, bahkan Tergugat tidak pernah mengunjungi Penggugat 

dan tidak pernah memberikan nafkah bagi Penggugat; 

6. bahwa Penggugat menderita lahir batin dan tidak rela atas perbuatan 

Tergugat kepada Penggugat; 

7. bahwa berdasarkan uraian diatas, perbuatan Tergugat telah 

memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Undang-

Undang Nomor : 1 Tahun 1974 jo Peraturan Pemerintah Nomor : 9 

Tahun 1975 Pasal 19 huruf f dan Kompilasi Hukum Islam Pasal 116 

huruf f; 

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas kami mohon Pengadilan 

Agama Purwokerto berkenan memanggil kedua belah pihak yang 

berperkara guna di dengar keterangannya mengenai perkara ini dan 

selanjutnya menjatuhkan putusannya sebagai berikut : 



 

 

1.  Mengabulkan gugatan Penggugat; 

2. Menetapkan jatuhnya talak bain dari Tergugat (TEDI LUKITO bin 

MADROJI) terhadap Penggugat (NUR ROHIMAH alias ROIMAH binti 

SUKATMO) atau menceraikan Penggugat dari Tergugat; 

3. Menetapkan pembebanan semua biaya yang timbul dari perkara ini; 

Atau : 

Apabila Pengadilan berpendapat lain kami mohon putusan yang seadil-

adilnya. 

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah 

datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang 

menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk 

menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil 

secara resmi dan patut yang relaas panggilannya telah dibacakan di 

dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu 

disebabkan suatu halangan yang sah;   

Bahwa, Majelis hakim telah menasehati Penggugat agar tetap 

bersabar mengurungkan niyatnya untuk bercerai dengan Tergugat, tetapi 

tidak berhasil karenan Penggugat tetap pada surat gugatannya untuk 

bercerai dengan Tergugat; 

Bahwa, perkara ini tidak dapat di mediasi karena Tergugat tidak 

pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan 

patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat 

gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh 

Penggugat; 

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah 

mengajukan bukti-bukti berupa : 

A. Bukti Surat : 

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK. 3302146005750008, atas 

nama NUR ROHIMAH,yang dikeluarkan oleh Kepala 

DINDUKCAPIL  Kabupaten banyumas tanggal 30 September 

2012, yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya 



 

 

(Bukti P.1); 

2. Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah dari KUA Kecamatan 

Ajibarang,  Kabupaten Banyumas Nomor 295/28/IV/2010 tanggal 

5 April 2010, yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan 

aslinya (Bukti P.2);  

B. Bukti Keterangan Saksi :   

1. TARSUM Bin SUMARDI, umur 49 tahun, Agama Islam, pekerjaan 

Buruh tempat tinggal di Desa Darmakradenan, Rt.03, Rw.03, 

Kecamatan Ajibarang, Kabupaten Banyumas, memberikan 

keterangan di bawah sumpah pada pokoknya : 

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat karena saksi sebagai 

Kakak Sepupu Penggugat, dan saksi kenal dengan Tergugat, 

namanya TEDI LUKITO; 

- Bahwa Setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup 

bersama di rumah orangtua Penggugata selama kurang lebih 

3 bulan, lalu tinggal di Kontrkan di Batam selama kurang lebih 

3 tahun dan terakhir kembali kerumah orang tua Penggugat 

selama kurang lebih 3 tahun dan sudah dikaruniai seorang 

anak; 

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah selama 

kurang lebih 1 tahun 8 bulan, Tergugat pulang kerumah orang 

tuanya sebelum Penggugat berangkat ke Luar Negeri; 

- Bahwa Penggugat dan Tergugat berpisah karena sering 

berselisih dan bertengkar saksi pernah mendengar mereka 

bertengkar 3 kali; 

- Bahwa Penggugat dan Tergugat berselisih dan bertengkar 

sejak tahun 2012 disebabkan masalah ekonomi kurang 

karena Tergugat tidak dapat memberikan nafkah yang cukup 

dan masalah Tergugat tidak senang dengan anak bawaan 

Penggugat; 

- Bahwa saksi pernah menasehati Penggugat dan Tergugat 



 

 

sebelum mereka berpisah, namun tidak berhasil; 

2. RAHMAT Bin SUWARDI, umur 44 tahun, Agama Islam, pekerjaan 

Buruh tempat tinggal di Desa darmakradenan Rt.01, Rw.09, 

Kecamatan Ajibarang, Kabupaten Banyumas, memberikan 

keterangan di bawah sumpah pada pokoknya : 

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat karena saksi sebagai 

tetangga Penggugat, dan saksi kenal dengan Tergugat, 

namanya TEDI LUKITO; 

- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup 

bersama di rumah orangtua Penggugat, lalu ke Batam dan 

terakhir tinggal dirumah orang tua Penggugat; 

- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai, seorang 

anak; 

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah selama 1 

tahun  8 bulan Tergugat pulang kerumah orang tuanya 

sebelum Penggugat berangkat ke Luar Negeri; 

- Bahwa Penggugat dan Tergugat berpisah karena sering 

berselisih dan bertengkar saksi pernah mendengar mereka 

bertengkar 3 kali; 

- Bahwa Penggugat dan Tergugat berselisih dan bertengkar 

sejak tahun 2012 disebabkan masalah Tergugat tidak senang 

dengan anak bawaan Penggugat, serta masalah ekonomi 

yaitu penghasilan Tergugat yang tidak dapat mencukupi 

kebutuhan rumah tangganya; 

- Bahwa saksi pernah menasehati Penggugat dan Tergugat, 

tetapi tidak berhasil; 

Bahwa keterangan saksi-saksi tersebut di atas dibenarkan oleh 

Penggugat, dan Penggugat menyatakan bukti-bukti yang diajukan sudah 

cukup; 

Bahwa Penggugat mengajukan kesimpulan secara lisan pada 

pokoknya bahwa Penggugat telah dapat menguatkan dalil-dalil 



 

 

gugatannya dengan bukti-bukti tersebut di atas oleh karenanya Penggugat 

mohon kepada Majelis hakim agar gugatan Penggugat dapat di kabulkan 

atau apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-

adilnya; 

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang 

termuat dalam Berita Acara Sidang ini merupakan bagian yang tak 

terpisahkan dari Putusan ini;  

PERTIMBANGAN HUKUM 

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat 

adalah sebagaimana terurai di atas;  

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan 

pihak Penggugat agar tetap bersabar dan dapat rukun kembali dengan 

Tergugat, sesuai Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 

sebagaimana yang telah diubah terakhir dengan Undang Undang Nomor 

50 Tahun 2009 tentang Pearadilan Agama, akan tetapi tidak berhasil 

karena Penggugat tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan 

Tergugat;   

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat meskipun dipanggil secara 

resmi dan patut, tidak datang menghadap di muka sidang dan pula tidak 

ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah. 

Oleh karena itu, Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan 

tersebut harus diperiksa secara verstek. Sebagaimana ketentuan Pasal 

125 ayat (1) HIR dan sesuai pula dengan dalil syar'i :  

 

Artinya : “ Seseorang yang dipanggil Hakim (Pengadilan) tidak datang, ia 

dipandang sebagai dhalim dan tidak ada hak baginya. “ 

(Ahkamul Qur-an II : 405) ; 

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Surat Edaran 

Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2015 huruf C angka 3 yaitu putusan 

yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang 



 

 

berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu Majelis Hakim 

membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya; 

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, 

Penggugat telah mengajukan alat bukti surat dan 2 (dua) orang saksi di 

persidangan; 

Menimbang, bahwa bukti surat yang diberi tanda P.1, dan P.2, 

telah dilegalisir dan telah dicocokan dengan aslinya, dengan demikian 

bukti tersebut telah mempunyai kekuatan pembuktian sebagaimana 

maksud Pasal 1888 KUH Perdata, dan bukti tersebut, telah dimeteraikan 

(dinazegelen) di Kantor Pos sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (3) 

Undang-Undang Nomor 13 tahun 1985 tentang Bea Meterai, sehingga 

bukti-bukti  tersebut secara formal dapat diterima sebagai alat bukti di 

persidangan; 

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 berupa bukti kependudukan 

atas nama Penggugat, telah nyata Penggugat bertempat tinggal di wilayah 

hukum Pengadilan Agama Purwokerto, oleh karena itu gugatan Penggugat telah 

diajukan sesuai ketentuan Pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 

sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor: 50 tahun 2009 tentang 

Peradilan Agama, maka gugatan Penggugat dapat diterima; 

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2, maka harus 

dinyatakan telah terbukti menurut hukum bahwa Penggugat dan Tergugat 

telah terikat dalam perkawinan yang sah, maka Penggugat sebagai 

persona standi in judicio memiliki legal standing sehingga Penggugat 

dapat dinyatakan sebagai pihak yang mempunyai hak dan berkepentingan 

dalam perkara ini ; 

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi Penggugat, sudah 

dewasa dan sudah disumpah menurut agama yang dianutnya, sehingga 

memenuhi syarat formal alat bukti keterangan saksi sebagaimana diatur 

dalam Pasal 145 ayat 1 huruf c dan pasal 147 HIR; 

Menimbang, bahwa keterangan 2 (dua) orang saksi Penggugat 

mengenai dalil gugatan angka 4 dan 5, adalah fakta yang 



 

 

dilihat/didengar/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus 

dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut 

telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 

HIR, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian; 

Menimbang, bahwa keterangan 2 (dua) orang saksi Penggugat 

keterangannya saling bersesuaian antara saksi satu dengan yang lain dan 

keterangannya saling ada kecocokkan, oleh karena itu keterangan dua 

orang saksi tersebut memenuhi syarat materiil kesaksian sebagaimana 

diatur dalam Pasal 170 dan 172 HIR; 

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi 

Penggugat, telah terbukti fakta kejadian sebagai berikut : 

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah, pernah 

hidup rukun dan telah dikaruniai anak satu orang; 

- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sejak awal tahun 2012 telah 

terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang disebabkan 

karena ekonomi yaitu Tergugat tidak dapat,memberikan nafkah yang 

cukup  dan Tergugat tidak cocok dengan anak bawaan  Penggugat; 

- Bahwa akibat sering berselisih dan bertengkar Penggugat dan 

Tergugat telah berpisah pisah tempat tinggal selama kurang lebih 1 

(satu) tahun 8 (delapan) bulan tanpa komunikasi; 

- Bahwa Pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan keduabelah 

pihak namun tidak berhasil; 

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat 

disimpulkan fakta hukum sebagai berikut : 

- Antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan 

pertengkaran terus menerus yang sulit untuk didamaikan; 

- Akibat sering berselisih dan bertengkar Penggugat dan Tergugat 

sudah pisah tempat tinggal selama kurang lebih 1 (satu) tahun 8 

(delapan) bulan tanpa komunikasi; 

- Antara Penggugat dan Tergugat tidak ada harapan untuk hidup rukun 

kembali sebagai pasangan suami isteri; 



 

 

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta  tersebut maka rumah 

tangga  Penggugat dan Tergugat sudah dapat dikatakan sebagai rumah 

tangga yang sudah pecah  dan tidak dapat disatukan lagi karena 

keduanya selalu terjadi perselisihan dan pertengkaran yang berakibat 

berpisah tempat tinggal  selama kurang lebih 1 (satu) tahun 8 (delapan) 

bulan dan keduanya sudah sama-sama  melalaikan kewajibannya sebagai 

suami isteri sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumahtangga 

yang bahagia dan kekal sesuai Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 

1974 tentang Perkawinan, serta untuk mewujudkan keluarga yang 

sakinah, mawadah dan rahmah sesuai dengan pasal 3 Kompilasi Hukum 

Islam dan Al-Qur‟an surat Ar-Rum : 31, tidak dapat diwujudwujudkan lagi ; 

Menimbang, bahwa oleh karena tujuan perkawinan sebagaimana 

diisyaratkan dalam Undang-Undang maupun Hukum Islam sudah tidak 

dapat diwujudkan lagi dan ikatan perkawinan Penggugat dan Tergugat 

telah pecah (broken marriage), maka Majelis hakim berpendapat bahwa 

jalan terbaik untuk mengakhiri sengketa rumahtangga Penggugat dengan 

Tergugat agar tidak berkepanjangan dan tidak menimbulkan maudharat 

yang lebih besar bagi keduabelah pihak adalah dengan jalan perceraian; 

Menimbang, bahwa oleh karena dalil-dalil gugatan Penggugat 

beralasan hukum sesuai dengan ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-

Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 19 huruf (f) 

Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) 

Kompilasi Hukum Islam, maka gugatan Penggugat untuk bercerai dari 

Tergugat patut untuk dikabulkan, dan sejalan dengan Pasal 119 ayat (2) 

huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, Pengadilan menjatuhkan talak bain dari 

Tergugat kepada Penggugat; 

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat yang telah dipanggil 

dengan sah dan patut tidak hadir di persidangan, maka putusan ini 

dijatuhkan dengan tanpa hadirnnya Tergugat (Verstek) dengan merujuk 

ketentuan pasal 125 HIR; 

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, 



 

 

maka sesuai pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 

tentang Peradilan Agama yang telah diubah kedua dengan Undang-

Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang peradilan Agama, maka biaya 

perkara dibebankan kepada Penggugat yang besarnya akan disebut 

dalam amar putusan di bawah ini ; 

Mengingat, segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku 

dan dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini ; 

M E N G A D I L I 

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil dengan resmi dan patut 

untuk menghadap di persidangan, tidak hadir; 

2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek; 

3. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (TEDI LUKITO bin 

MADROJI) terhadap Penggugat (NUR ROHIMAH alias ROIMAH binti 

SUKATMO); 

4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara 

sebesar Rp.396.000,- (tiga ratus sembilan puluh enam ribu rupiah). 

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis 

Hakim Pengadilan Agama Purwokerto yang  dilangsungkan pada hari 

Senin tanggal 08 Oktober 2018 Masehi, bertepatan dengan tanggal 27 

Muharram 1440 Hijriyah oleh kami : Drs. ASNAWI,S.H. M.H. sebagai 

Ketua Majelis, dan Drs. H. RISNO. serta Drs. H. NURKHOJIN. masing-

masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam 

sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut 

dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh 

MUSTIANTORO,BA. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Penggugat 

tanpa hadirnya Tergugat;  

  

Ketua Majelis, 

 

 

 



 

 

Drs. ASNAWI,S.H. M.H. 

 

     Hakim Anggota,                Hakim Anggota, 

 

 

     Drs. H. RISNO                Drs. H. NURKHOJIN. 

 

Panitera Pengganti, 

 

 

MUSTIANTORO, BA. 

 

 

Perincian Biaya : 

1. Biaya Pendaftaran : Rp 30.000,- 

2. Biaya Proses : Rp 50.000,- 

3. Biaya Pemanggilan : Rp 305.000,- 

4. Biaya Redaksi : Rp 5.000,- 

5. Biaya Materai : Rp 6.000,- 

   __________ 

Jumlah : Rp 396.000,- 

    

(tigaratus sembilanpuluh enam ribu rupiah). 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

P U T U S A N 

Nomor 2215/Pdt.G/2018/PA.Pwt 

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM 

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA 

Pengadilan Agama Purwokerto yang memeriksa dan mengadili 

perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis telah 

menjatuhkan putusan perkara Gugatan Perceraian antara;  

NOFIATI binti KUSYADI SAYADI, umur 19 tahun, agama Islam, Pekerjaan 

Asisten Rumah Tangga, Pendidikan Sekolah 

Lanjutan Tingkat Pertama, tempat kediaman di RT 

01 RW 08,Desa Canduk,Kecamatan Lumbir, 

Kabupaten Banyumas  sekarang sedang bekerja di 

Singapore Jurong West Street Blk 64008-04 

Singapore, dalam hal ini memberikan kuasa 

kepada KISLAM, SH, dan Rekan, pekerjaan 

Advokat yang berkantor di RT.03 RW. 02 Desa 

Jambu Kecamatan Wangon Kabupaten Banyumas 

berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 14 

Agustus 2018, sebagai PENGGUGAT; 

Melawan : 

SAEFUL UMAM Bin ACHMAD SOBIRIN, umur 33 tahun, agama Islam, 

Pekerjaan Buruh, Pendidikan Sekolah Lanjutan 

Tingkat Pertama, tempat kediaman di RT 01 /RW 

07, Desa Canduk, Kecamatan Lumbir, Kabupaten 

Banyumas, sebagai TERGUGAT; 

Pengadilan Agama tersebut;  

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;  

Telah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi di muka sidang;  

DUDUK PERKARA 

Bahwa, Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 25 

September 2018 telah mengajukan gugatan perceraian yang telah didaftar 



 

 

di Kepaniteraan Pengadilan Agama Purwokerto dengan Nomor 

2215/Pdt.G/2018/PA.Pwt, tanggal 25 September 2018, dengan dalil-dalil  

sebagai berikut : 

1. Bahwa pada hari kamis, tanggal 23 agustus 2012 M, bertepatan 

tanggal 5 syawal 1433 H, Penggugat dan Tergugat melangsungkan 

pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan 

Agama (KUA) Kecamatan Lumbir Kabupaten Banyumas (Kutipan Akta 

nikah nomor 0320/022/V11/2015; 

2. Bahwa setelah nikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di 

rumah orang tua Penggugat selama kurang lebih 3 tahun atau sampai 

bulan nopember 2015; 

3. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat sudah berhubungan 

suami istri bada dukhul dan telah dikarunia seorang anak yakni 

bernama FAIZAN KHOERUL UMAM umur 5 tahun; 

4. Bahwa sejak awal pernikahan Penggugat dan Tergugat diliputi 

kebahagian lahir batin namun kurang lebih sejak bulan Akhir bulan 

pebruari 2014 mulai goyah yaitu anatara pengggugat dan Tergugat 

mulai goyah yaitu di sebabkan masalah ekonomi kurang yaitu 

Tergugat dalam memberi nafkah kurang layak yaitu kurang lebih Rp 

500.000 per bulan itupun kalau Tergugat bekerja, padahal Tergugat 

juga jarang bekerja sehingga membuat kehidupan ekonomi rumah 

tangga selalu kurang hal tersebut sebagai pemicu rumah tangga 

antara Penggugat dan Tergugat ; 

5. Bahwa puncak keretakan hubungan rumah tangga antara Penggugat 

dan Tergugat terjadi kurang lebih sekitar bulan Nopember 2015 yang 

akibatnya antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal 

rumah dimana Tergugat pergi meninggalkan tempat kediaman 

bersama dari rumah orang tua Penggugat pulang kerumah orang tua 

Tergugat di alamat tersebut diatas dan sejak akhir juli 2017 Penggugat 

pergi ke Singapore hingga sekarang selama kurang lebih 2 tahun 8 

bulan berturut turut sudah pisah tempat tinggal rumah dan sudah tidak 



 

 

saling berhubungan; 

6. Bahw upaya untuk memperbaiki rumah tangga antara Penggugat dan 

Tergugat sudah dilakukan namun tidak berhasil; 

7. Bahwa Penggugat sudah tidak sanggup lagi melanjutkan rumah 

tangga dengan Tergugat,sehingga Penggugat sudah berketetapan 

hati memilih jalan percaraian untuk mengakhiri perkawinan dengan 

Tergugat sesuai dengan apa yang diatur dalam UU NO 1 Tahun 1974 

jo pp 9 tahun 1975 pasal 19 huruf b dan kompilasai hukum islam pasal 

116 huruf b ; 

8. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul 

akibat perkara ini; 

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon dengan hormat 

Kepada Ketua Pengadilan Agama Purwokerto berkenan membuka 

persidangan dengan menghadirkan Penggugat dengan Tergugat, 

selanjutnya memeriksa perkara ini dan menjatuhkan keputusan sebagai 

berikut : 

1. Mengabulkan gugatan Penggugat; 

2. Menetapkan jatuhnya talak satu bain shugro dari Tergugat (SAEFUL 

UMAM Bin ACHMAD SOBIRIN) terhadap Penggugat (NOFIATI Binti 

KUSYADI SAYADI); 

3. Membebankan biaya perkara menurut hukum; 

Atau : Apabila Pengadilan Agama Purwokerto berpendapat lain mohon 

putusan yang seadil-adilnya. 

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah 

datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang 

menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk 

menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil 

secara resmi dan patut yang relaas panggilannya telah dibacakan di 

dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu 

disebabkan suatu halangan yang sah;   

Bahwa, Majelis hakim telah menasehati Penggugat agar tetap 



 

 

bersabar mengurungkan niyatnya untuk bercerai dengan Tergugat, tetapi 

tidak berhasil karenan Penggugat tetap pada surat gugatannya untuk 

bercerai dengan Tergugat; 

Bahwa, perkara ini tidak dapat di mediasi karena Tergugat tidak 

pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan 

patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat 

gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh 

Penggugat; 

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah 

mengajukan bukti-bukti berupa : 

A. Bukti Surat : 

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nik. 3302014207900003 atas 

nama NOFIATI, yang dikeluarkan oleh Kepala DINDUKCAPIL 

Kabupaten Banyumas tanggal 29 Desember 2012, yang 

bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.1); 

2. Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama 

(KUA) Kecamatan Lumbir Kabupaten Banyumas Nomor 0320/022/ 

V11/2015 tanggal 23 Agustus 2012, yang bermeterai cukup dan 

telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.2);  

B. Bukti Keterangan Saksi :   

1. KUSYADI SAYADI Bin SETRA DIMEJA, umur 63 tahun, Agama 

Islam, pekerjaan buruh harian lepas tempat tinggal di RT 01 RW 

08, Desa Canduk Kecamatan Lumbir, Kabupaten Banyumas, 

memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya :  

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat karena saksi sebagai 

Orang Tua Penggugat, dan saksi kenal dengan Tergugat, 

namanya SAEFUL UMAM; 

- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup 

bersama di rumah saksi selama kurang lebih 3 tahun dan 

sudah dikaruniai seorang anak; 

- Bahwa Pada bulan Nopember 2015 Penggugat dan Tergugat 



 

 

telah berpisah pulang kerumah orang tuanya; 

- Bahwa Penggugat dan Tergugat berpisah karena sering 

berselisih dan bertengkar saksi pernah mendengar mereka 

bertengkar 3 kali; 

- Bahwa Penggugat dan Tergugat berselisih dan bertengkar 

sejak akhir bulan Pebruari 2014 disebabkan masalah ekonomi 

yang kurang; 

- Bahwa saksi pernah menasehati Penggugat dan Tergugat, 

tetapi tidak berhasil; 

2. SOLIKHUN Bin MUJADI SARIKUN, umur 31 tahun, Agama Islam, 

pekerjaan Buruh harian lepas tempat tinggal di RT 01 RW 08, 

Desa Canduk, Kecamatan Lumbir, Kabupaten Banyumas, 

memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya : 

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat karena saksi sebagai 

tetangga Penggugat, dan saksi kenal dengan Tergugat, 

namanya SEFUL UMAM; 

- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup 

bersama di rumah orangtua Penggugat dan sudah dikaruniai 

seorang anak; 

- Bahwa sejak perkiraan bulan Nopember 2015 Penggugat dan 

Tergugat telah berpisah selama 2 tahun 8 bulan, Tergugat 

pulang kerumah orang tuanya sampai sekarang dan 

Penggugat pergi ke Singapura; 

- Bahwa Penggugat dan Tergugat berpisah karena sering 

bersleisih dan bertengkar saksi pernah mendengar mereka 

bertengkar 3 kali; 

- Bahwa Penggugat dan Tergugat berselisih dan bertengkar 

sejak bulan Pebruari 2014 disebabkan masalah ekonomi 

kurang; 

- Bahwa saksi pernah menasehati Penggugat dan Tergugat, 

tetapi tidak berhasil; 



 

 

Bahwa keterangan saksi-saksi tersebut di atas dibenarkan oleh 

Penggugat, dan Penggugat menyatakan bukti-bukti yang diajukan sudah 

cukup; 

Bahwa Penggugat mengajukan kesimpulan secara lisan pada 

pokoknya bahwa Penggugat telah dapat menguatkan dalil-dalil 

gugatannya dengan bukti-bukti tersebut di atas oleh karenanya Penggugat 

mohon kepada Majelis hakim agar gugatan Penggugat dapat di kabulkan 

atau apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-

adilnya; 

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang 

termuat dalam Berita Acara Sidang ini merupakan bagian yang tak 

terpisahkan dari Putusan ini;  

PERTIMBANGAN HUKUM 

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat 

adalah sebagaimana terurai di atas;  

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan 

pihak Penggugat agar tetap bersabar dan dapat rukun kembali dengan 

Tergugat, sesuai Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 

sebagaimana yang telah diubah terakhir dengan Undang Undang Nomor 

50 Tahun 2009 tentang Pearadilan Agama, akan tetapi tidak berhasil 

karena Penggugat tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan 

Tergugat;   

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat meskipun dipanggil secara 

resmi dan patut, tidak datang menghadap di muka sidang dan pula tidak 

ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah. 

Oleh karena itu, Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan 

tersebut harus diperiksa secara verstek. Sebagaimana ketentuan Pasal 

125 ayat (1) HIR dan sesuai pula dengan dalil syar'i :  

 

Artinya : “ Seseorang yang dipanggil Hakim (Pengadilan) tidak datang, ia 



 

 

dipandang sebagai dhalim dan tidak ada hak baginya. “ 

(Ahkamul Qur-an II : 405) ; 

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Surat Edaran 

Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2015 huruf C angka 3 yaitu putusan 

yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang 

berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu Majelis Hakim 

membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya; 

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, 

Penggugat telah mengajukan alat bukti surat dan 2 (dua) orang saksi di 

persidangan; 

Menimbang, bahwa bukti surat yang diberi tanda P.1, dan P.2, 

telah dilegalisir dan telah dicocokan dengan aslinya, dengan demikian 

bukti tersebut telah mempunyai kekuatan pembuktian sebagaimana 

maksud Pasal 1888 KUH Perdata, dan bukti tersebut, telah dimeteraikan 

(dinazegelen) di Kantor Pos sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (3) 

Undang-Undang Nomor 13 tahun 1985 tentang Bea Meterai, sehingga 

bukti-bukti  tersebut secara formal dapat diterima sebagai alat bukti di 

persidangan; 

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 berupa bukti kependudukan 

atas nama Penggugat, telah nyata Penggugat bertempat tinggal di wilayah 

hukum Pengadilan Agama Purwokerto, oleh karena itu gugatan Penggugat telah 

diajukan sesuai ketentuan Pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 

sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor: 50 tahun 2009 tentang 

Peradilan Agama, maka gugatan Penggugat dapat diterima; 

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2, maka harus 

dinyatakan telah terbukti menurut hukum bahwa Penggugat dan Tergugat 

telah terikat dalam perkawinan yang sah, maka Penggugat sebagai 

persona standi in judicio memiliki legal standing sehingga Penggugat 

dapat dinyatakan sebagai pihak yang mempunyai hak dan berkepentingan 

dalam perkara ini ; 

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi Penggugat, sudah 



 

 

dewasa dan sudah disumpah menurut agama yang dianutnya, sehingga 

memenuhi syarat formal alat bukti keterangan saksi sebagaimana diatur 

dalam Pasal 145 ayat 1 huruf c dan pasal 147 HIR; 

Menimbang, bahwa keterangan 2 (dua) orang saksi Penggugat 

mengenai dalil gugatan angka 4 dan 5, adalah fakta yang 

dilihat/didengar/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus 

dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut 

telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 

HIR, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian; 

Menimbang, bahwa keterangan 2 (dua) orang saksi Penggugat 

keterangannya saling bersesuaian antara saksi satu dengan yang lain dan 

keterangannya saling ada kecocokkan, oleh karena itu keterangan dua 

orang saksi tersebut memenuhi syarat materiil kesaksian sebagaimana 

diatur dalam Pasal 170 dan 172 HIR; 

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi 

Penggugat, telah terbukti fakta kejadian sebagai berikut : 

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah, pernah 

hidup rukun dan telah / belum dikaruniai anak 1 orang; 

- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sejak Februari 2014 telah 

terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang disebabkan 

karena ekonomi yang kurang; 

- Bahwa akibat sering berselisih dan bertengkar Penggugat dan 

Tergugat telah berpisah pisah tempat tinggal selama kurang lebih 2 

(dua) tahun 8 (delapan) bulan tanpa komunikasi; 

- Bahwa Pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan keduabelah 

pihak namun tidak berhasil; 

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat 

disimpulkan fakta hukum sebagai berikut : 

- Antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan 

pertengkaran terus menerus yang sulit untuk didamaikan; 

- Akibat sering berselisih dan bertengkar Penggugat dan Tergugat 



 

 

sudah pisah tempat tinggal selama kurang lebih 2 (dua) tahun 8 

(delapan) bulan tanpa komunikasi; 

- Antara Penggugat dan Tergugat tidak ada harapan untuk hidup rukun 

kembali sebagai pasangan suami isteri; 

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta  tersebut maka rumah 

tangga  Penggugat dan Tergugat sudah dapat dikatakan sebagai rumah 

tangga yang sudah pecah  dan tidak dapat disatukan lagi karena 

keduanya selalu terjadi perselisihan dan pertengkaran yang berakibat 

berpisah tempat tinggal  selama kurang lebih 2 tahun 8 (delapan) bulan 

dan keduanya sudah sama-sama  melalaikan kewajibannya sebagai 

suami isteri sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumahtangga 

yang bahagia dan kekal sesuai Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 

1974 tentang Perkawinan, serta untuk mewujudkan keluarga yang 

sakinah, mawadah dan rahmah sesuai dengan pasal 3 Kompilasi Hukum 

Islam dan Al-Qur‟an surat Ar-Rum : 31, tidak dapat diwujudwujudkan lagi ; 

Menimbang, bahwa oleh karena tujuan perkawinan sebagaimana 

diisyaratkan dalam Undang-Undang maupun Hukum Islam sudah tidak 

dapat diwujudkan lagi dan ikatan perkawinan Penggugat dan Tergugat 

telah pecah (broken marriage), maka Majelis hakim berpendapat bahwa 

jalan terbaik untuk mengakhiri sengketa rumahtangga Penggugat dengan 

Tergugat agar tidak berkepanjangan dan tidak menimbulkan maudharat 

yang lebih besar bagi keduabelah pihak adalah dengan jalan perceraian; 

Menimbang, bahwa oleh karena dalil-dalil gugatan Penggugat 

beralasan hukum sesuai dengan ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-

Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 19 huruf (f) 

Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) 

Kompilasi Hukum Islam, maka gugatan Penggugat untuk bercerai dari 

Tergugat patut untuk dikabulkan, dan sejalan dengan Pasal 119 ayat (2) 

huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, Pengadilan menjatuhkan talak bain dari 

Tergugat kepada Penggugat; 

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat yang telah dipanggil 



 

 

dengan sah dan patut tidak hadir di persidangan, maka putusan ini 

dijatuhkan dengan tanpa hadirnnya Tergugat (Verstek) dengan merujuk 

ketentuan pasal 125 HIR; 

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, 

maka sesuai pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 

tentang Peradilan Agama yang telah diubah kedua dengan Undang-

Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang peradilan Agama, maka biaya 

perkara dibebankan kepada Penggugat yang besarnya akan disebut 

dalam amar putusan di bawah ini ; 

Mengingat, segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku 

dan dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini ; 

M E N G A D I L I 

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil dengan resmi dan patut 

untuk menghadap di persidangan, tidak hadir; 

2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek; 

3. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (SAEFUL UMAM Bin 

ACHMAD SOBIRIN) terhadap Penggugat (NOFIATI binti KUSYADI 

SAYADI); 

4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara 

sebesar Rp.411.000,- (empat ratus sebelas ribu rupiah). 

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis 

Hakim Pengadilan Agama Purwokerto yang  dilangsungkan pada hari 

Senin tanggal 29 Oktober 2018 Masehi, bertepatan dengan tanggal 18 

Safar 1440 Hijriyah oleh kami : Drs.ASNAWI, S.H., M.H. sebagai Ketua 

Majelis, dan Drs. MAHASIN, S.H. serta Drs.MARWOTO, S.H., MSI. 

masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan 

dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis 

tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh 

MUSTIANTORO, BA. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri 

Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;  

  



 

 

 

Ketua Majelis, 

 

 

 

Drs.ASNAWI, S.H., M.H. 

 

      Hakim Anggota,         Hakim Anggota, 

 

 

   Drs. MAHASIN, S.H.         Drs.MARWOTO, S.H., MSI. 

  

Panitera Pengganti, 

 

 

MUSTIANTORO, BA. 

 

Perincian Biaya : 

6. Biaya Pendaftaran : Rp 30.000,- 

7. Biaya Proses : Rp 50.000,- 

8. Biaya Pemanggilan : Rp 320.000,- 

9. Biaya Redaksi : Rp 5.000,- 

10. Biaya Materai : Rp 6.000,- 

   __________ 

Jumlah : Rp 411.000,- 

 

(empatratus sebelas ribu rupiah) 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 


